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ABSTRAK

Jaka Tampati. NIM 072649, Evaluasi Pemilihan Kepala Dacrah Secara Langsung
Menurut UU Memor 32 Tahun 2004,

Ketika sebelum zaman reformasi dan di masa awal pemberlakuan otenomi
daerah, pemilihan kepala daerah tidak menyediakan ruang yvanp baik untuk publik.
Terjadi perubaban yang cukup signifikan dalam mekamisme dan substansi
pemilihan kepala daerah ketika UL Nomor 32 Tahun 2004 diterbitkan, dimana
schagian isinya mengatur penyelenggaraan pemilihan kepala dacerah  sccara
langsung. Akan tetapi di lapangan  terjadi berbagar  permasalahan dalam
pelaksanaan Pilkada vang antara lain: begitu banvaknya Pilkada yang berujung
sengheta, adanva tumpang undih aturan perundang-undangan, adanya Kecurangan
vang dilakukan oleh pasangan calon, keterhibatan aparatur pemerintahan dalam
mendukung pasangan calon, hingga permasalahan dimana Mahkamah Konstitusi
memutuskan Pemungutan Suara Ulang di selurubh Tempat Pemungutan Suara,
Tujuan penelitan im adalah mengevaluast pemibhan kepala daerah secarn
langsung menurut UL Nomor 32 Tahun 2004, Metode penelition vang digunakan
adalah teknik analisis 11 (content analvsis) dengan pendekatan koalitatif. Analisis
data penelitian im menggunakan proses analisis data Prasetva lrawan, Hasil
penelitian ini adalah pasal-pasal dalam UL Nomor 32 Taohun 2004 Tentang
Pemermtahan Dacrah terkait penvelenggaraan pemilihan kepala dacrah secara
langsung memiliki permasalahan vang sedus. Permasalahan tersebut antara lain
bertentangan dengan UUD RI 1945, tumpang tindib dengan undang-undang lain,
memiliki celah hukum, dan tdak tegas. Bahkan UL Nomor 32 Tahun 2004
menjadi penvebab dar terjadinya permasalahan dalam penyvelenggaraan Pilkada.

Kata Kuncr: Pemilihan Kepala Daerab, Hukum Administasi Negara



ABSTRACT

Jaka Tampan. NIM 072649 Evaluation of The Election of The Head of The
Region Directly According to Act Number 32 of 20004,

When before the davs of the reformation and in the early days of the
engctment af the awtonomony region, the sefection of the head of the area does oot
provide space which iy good for the public. Signifieant changes in the mechanisms
and regional election when the substance of the Aet Number 322004 was
published, where most of the contenty are set for election of the head of the area
directly, However, it still does not provide the dominant portion i far the public
in the process of efecting the head of the vegion. Until the publication of Act
Number 322004 which is the revision of Act Number 22/1999 some of the
contents are set for election of the head of the area divectly. However in the field
occurred problems in the implementation of the eleciions which among ather
things: so many elections which fed o the dispute, the existence of overlapping
rles, the existence of cheating made by the candidare, the involvement of
government agencies in support of candidate, o the probfems wihich the
Constitutional! Court decided the elections were repeated in all the polls. The
prrpose of this research was to evaluwate the election of the head af the region
directly according o Aot Number 3222008, The research method wsed s content
analvsis technigues with gualitative approaches. Thiv research data analvsis
wsing Prasetva frawan s analvsiy process. The resuliy of thiv research are clauses
in Act Number 32:2004 related organizing elections to the head area directly have
sertous problems. These problems among other conflicting with the constitution of
Indonesia 1943, overlap with ether laws, have a legal lpephole, and net firm.
Even Aet Number 32/2004 became the cause of the occurrence of problems in
arganizing the elections.

Kevwaords: Election of The Head of The Region, Law of Public Administration
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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, vang telah menganugerahkan
Islam sebagal sistem kehidupan vang sempurna. Shalawat dan salam semoga
terlimpah kepada murabbi agung Nabi Muhammad saw yvang telah mencurahkan
segenap hidupnya di jalan dekwah, Tidak ada menusim yang akhlaknya,
ucapannya, perbuatannya, maupun gerakan fisiknya sesempurna Nabivallah
Muhammad SAW. Tidak ada pemimpin yang sebanding dengan beliau,

Wa ba'du.

Skopsi 1 berangkal dart sebuah kepelisahon vang mendera hati, Semenjak
saya aktil’ didalam organisasi intra dan ekstra kampus, mulai tahun 2008, sejak 1w
pula saya mulay melihat aoomah-anomali dalam  pemenntahan negen .,
Terkadang saya pun menjadr apatis hingga berujung dengan pesimis melihat
degradasi aspek moral dan kepekaan nurani administrator publik,

Ada secercah harapan ketika rakyat Indonesia memiliki keberhokan untuk
memilth siapa pemimpinnyea, siapa vang menjadi imamnya. Imam yang —
scharusnya- akan membawa para makmumnyva ke ruang Kesejahteraan. Tetapi
impian yang membuncah ity sepertinya masih jauh apt durt panggang, Pemilihan
kepala dacrab secara langsung masih sangal jauh dari substansinya.

Berbagai  masalah menghiasi di hampir seluruh  pelaksansan  suksesi
kepemimpinan di daerah. Tindokan kecurangan hingga mencapai level kejahatan

dilakukan oleh penvelenggara maupun pasangan calon, demn sebuah posisi. Lalu,

Vil



dimana salahnya, mengapa dan siapa yang salah atas semua ini? Untuk itlah,

sayd berussha mengeali dan mengeksplorasi atas pertanysan-pertanyaan tadic

Perjalanan mencart kebenaran 1w dituangkan dalam lembar-lembar skripsi ini.

Saya harus mengakui dalam pembuatan skeipsi ind, banyak sekali orang-orang

hebat yang membanty, baik bantuan secars langsung maupun dalam bentuk

inspirasi serta motivasi yang diberikan. Berikut adalah orang-orang terbaik itu:
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dosen penguji seminar proposal skripsi.
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BAB 1V

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian
4.1.1 Deskripsi Kabupaten Pandeglang
4.1.1,1 Sejarah Kabupaten Pandeglang

Menurut Staatshlad Nederlandy Indie No. 81 tahun 1828,
Keresidenan Banten dibagi tiga kabupaten: Kabupaten Utara
vaitu Serang, Kabupaten Selatan vaity Lebak dan Kabupaten
Barat vaitu Caringin,

Kabupaten Serang  dibagi  lag: menjadi 11 (scbelas)
kewedanaan.  Kesebelas  kewedanaan  lersebul yait
Kewedanaan Serang (Kecamatan Kalodian dan Cibening).
Kewedanaan  Banten  (Kecamatan  Banten, Serang  dan
Mejawang), Kewedanaan Cuuas  (Kecamatan Cilegon  dan
Bojonegara), Kewedanzgan Cilegon { Kecamatan Terate, Cilegon
dan Bojonegara), Kewedanaan Tanama (Kecamatan Tanara dan
Pontang), Kewedanaan Bares (Kecamatan Regas, Ander dan
Cicandi}, Kewedanaan Kolelet {Kecamatan Pandeglang dan
Cadasari), Kewedanaan Ciomas (Kecamatan Ciomas Barat dan
Ciomas  Utara) dan  Kewedanaan  Anyer  (tdak  dibagi

kecamatan),

51



Menurut sejarah, pada tahun 1089 Banten terpaksa harus
menyerahkan  wilayahnya  vailw  Lampung  kepada VOO
(Batavia). Saat itu Banten dipimpin oleh Sultan Muhamad
menyusun sirategl untuk melawan Kekuasaan VOO, Sullan
Muhamad menjadikan  Pandeglang  sebagai wilayah  untuk
menyusun kekuatan. Kekoatan kesulianan dipencar kepelosok
Pandeglang seperti di kaki gunung Karang dan di pantai.

Pandeglang dalam percaturan scjurah kesultanan Banten
tetah terbukti merupakan dacrah yang strategis, Hal i bisa
terlihat dar berbagal penmpgalan sejarah vang terdapat di
wilayah Pandeglang. Semua it bukan hanya membekas pada
benda wang  berwujud, tapi juga membekas pada  kuolior
kehidupan masyarakat Pandeglang.

Peningealan  sejarah  kesultanan Banten masih  nampak
terlihat dart seni budaya yang ada di Pandeglang, Misalnya saja,
Pandeglang merupakan Kota Santri dan Pandeglang terkenal
dengan daerab yang historis, patriotis dan agamis. Julukan ini
tdak  sera merta tmbul  denggn sendirinya, akan  tetapi
merupakan bentangan sejarah telah mencatatnya.

Saat ind Pandeglang tetap merupakian wilavah yang stralegis
di  wilayah  Provinsi  Banten. Sejurah kembali mencatat,
Pandeglang dengan tokoh-tokoh masyarakatnye memberi andil

besar dalam pembentukan Provinsi Banten, Kembali kepada

1
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sejarah terbentuknyva Kabupaten Pandeglang sejak tanggal |

April 1874, tunah-tanah  gubernur  kecuali  Bativia  dan

Keresidenan Priangan telah Banten telah ditentukan, bahwa:

a. Jabatan Kliwon pada Bupati dan Patih dart Afdeling Anyer,
Serang dan Keresidenan Banten dihapuskan,

b. Bupatl mempunyar pembantu, yaitu mantri Kabupaten
dengan gaji 50 gulden.

¢, Kepala Distrik mempunyai gelar jabatan swedana dan Onder

Distrik mempunyai jabatan Asisten W edana,

Berdazarkan Staatsblad 1874 MO, 73 Ordonansi langgal |
Maret 1874 mular berloku 1 April 1874 menyebutkan
pembagian dacrah, diantaranva Kabupaten Pandeglong dibag 9
distrik otau kewedanaan, Pembagian inl menjadi Kewedanaan
Pandeglong, Baros, Ciomas, Kolelet, Cimanuk, Caringin,
Panimbang, Menes dan Cibaliung.

Menurut data tersebut di atas, Pandeglang scjak tanggal |
Apnl 1874 telah ada pemerintaban. Lebih jelas lagi dalam
ordonansi 1877 Nomeor 224 tentung batas-batas keresidenan
Banten, termasuk batas-batas Kabuplen Pandeglang dalam tahun
1925 dengan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda
tangeal 14 Agustus 1925 nomor X1 Maka jelas Kabupaten
Pandeglang telah berdin sendirt tidak di bawah penguaasaan

Keresidenan Banten.
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Dari fakta-fakta terscbut di atas dapat diambil beberapa
alternutit, yaitu pada tahun 1828 Pandeglang sudah merupakan
pusat  pemenntahan  distnik. Pada  tahun 1874 Pandeglang
merupakan Kabupaten, Pada tahun 1882 Pandeglang merupakan
kabupaten dan distrik kewedanaan, Dan pada tahun 1925
kabupaten Pandeglang  telah  berdiri sendin.  Atas  dasar
kesimpulan-kesimpulan  tersebut  di  atas, maka  disepakati
bersama bahwa tanggal | April 1874 ditetapkan sebagai hari jadi

Kabupaten Pundeglang,

4.1.1.2 Kepemimpinan di Pandeglang

Mama-nama Bupati Canngin/Menes masa  jabatan 18527-
2807, yaitu R.T. Mandoera Radja Djajanegara (1827-1840),
BT, Wiradidjaja (1840-1849), R.T Kocspemuanegara (1849-
1849y, R.T. Ama Adipat Scedanegara (1849-1872), R.T.
Dajgnegara (1872-1883). R.T. Adipai Koesoemadiningrat
(1883-1896), B.T. Socra Adiningrat (1896-1898) dan R. Soeria
{1898-1908),

Sedangkan nama-nama Bupan Pandeglang masa jabatan dan
tohun 1848 waitu R.T, Ara Tjoncroncgoro (848-1849),
R.T Aria Natadiningrat (1849-1870), R.T. Pandji
Gondokoesoemo | (1870-1870), R.T.Soctadindingrat (1870-

[888), R.T.Abdul Gafoer Soerawinangoen (| [X82-1898),



R.T.Soera Adiningrat (1898-1910), R.T. Mas Kanta Astrawijaya
(1910-1914), R.T. Adipat Hasun Kartadiningrat (1914-1927),
Rd. Aria Adipati Wiriaatmadja (1927-1927), Rd. Ana Adipati
Soerja Djajanegara (1927-1941).

Selanjutnyd, nama-nama  Bupatl Pandepglang pada e
kemerdekaan, vaitu BT, Mr. Djocmhbana Wiraatmadja (1941-
1945), K.H. Th. Abdoclhalim (1945-1947), Mas Socdibjadjaja
(1947-1948), Mas Djaja Rukmantara (1948-1949), Rd. Hola
Sukmadiningrat (1949-1956) Rd. Moch, Noch Kartanegara
(1956-1937), Rd. Lamr Sunaatmadja {1957-1957), Rd. Muhdas
Surta Hammata (1957-1938), Rd. Harun (1938-1939), M. Ebby
(1959-1961), Rd. Moch. Sjahra Sastrakusuma (1961-1964), Rd.
Akl Achjor Mansjur (1964-1964), Rd. Syamsudin Natadisastra
(1964-1968), Drs, Rd, Machlud (1968-1968), Drs, Karma
Suwanda (1968-1973), Drs. H. Kama Suwanda (1973-1975),
Drs. H. Kama Suwanda (1973-1980), Drs. Suvaman {1980-
1G85), Drs. H. Suyaman (1985-1990), H.M Zein, BA (1990
19953, Drs, H. Yitno (1995-2000), H A, Dimyati Natakusumah,
SH., MH (2000-2009) dan Drs. H. Erwan Kurtubi, MM (28
Oktober 2009 s/d sckarang),

Sedangkan Drs. Ho Erwan Kurtubi, MM memangku jabatan
Bupati Pandeglang dimulm pada 28 Oktober 2009 s/d saat 1m

yang schelumnya mendapat  kepercayaan  darl  masyorakat

55



melalui  pemilihan  langsung  pertama  kall dalam  scjarah
perpolitikun di Pandeplang sebagai wakil bupati pandeglang
pada periode 2005-2009. Beliau merupakan Bupati vang ke 34
sgeara urutan pernode,  sedanpkan  secara  berurutan  nama
merupakan Bupat Pandeglang yang ke 30, Hal ini discbabkan
ada beberapa orang bupati yang menjabat lebih dan saw periode

kepemimpinan,

4.1.1.3 Visi dan Masi Kabupaten Pandeglang Tahun 201 1-2016
Kabupaten Pandeglung  dalam  menjalankan  tugasnva
memiliki visi dan misi. Kedua hal tersebut adalah sebagai
herikur:
1. Wisi Kabupaten Pandeglang
“Terwujudnya  Kabupaten Pandeglang  sebagar  Daerah
Mandiri dan  Berkembang di  Bidang Agnbisms  dan
Pariwisata Berbasis Pembangunan Perdesaan™. Vist tersebut
dijabarkan schagai berikut:
a. Mandin dan Berkembang di Bidung Agrnibisms
Kabupaten Pandeglang scbagai pusat agribisnis
dapat diartikan babwa Kabupaten Pandeglang akan
menjudikan pertanian dan sepala sumberdava, usaha,
kelembagaan dan jaringan bisnis (hulu-hilir) pertanian

sebapai  basis  perckonomian daerah dalam  rangka
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pengembangan dacrah dan peningkatan kesejahtraan
masvarakat,  Untok mewwjudkan  vist  tersebul,
pemerintah dan seluruh stakeholder akan menggerakan
cnerginya  dalam  melakukan  ckonomisas:  scktor
perlantan dengan memperhatikan faklor-faktor dominan
seperti komeditas  unggulan,  permintaan  pasar.
dukungan industri hulu-hilir, pola usaha tani, jarngan

dan kelembagaan usahya serta manajemen permodalan,

Mandiri dan Berkembang di Bidang Panwisata
Kabupaten Pandeglang  scbagal  pusat  kegiatan
panwisata  dapat  diarnkan bahwa  Kabupaten
Pandeglang akan menjadikan pariwisata sebapai seklor
pendukung bagl peningkatan perckonomian dacrah.
Untuk mewuudkan  visi tersebut, pemenntah  dan
seluruh stakeholder akan mengoptimalkan pemaniaatan
sumberdaya  alam  dan  budaya  sebagai  destinasi
parniwisaly, melalul pengembangan objek doya tank
wisata, promosi dan  pemasaran, jasa  pelayanan
pariwisala didukung oleh infrastrukiue vang diperlukan,
juminan resulasi kepariwisatsan  yvang  diorentasikan
kepada peningkatan kunjungan wisata dan kesejahtraan

masyarakat.
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Berbasis Pembangunan Perdesaan

Mewujudkan Kabupaten Pandeglang sebagal pusat
agribisnis dan destinasi pariwisata tidak mungkin dapat
lercapil lanpa partisipasi akof dar musvarakal yang
sebagian besar berada di pedesaan. Maka subjek wama
upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di sektor
pertanian dan  pariwisata sesunggubnya  adalah
masyarakat pedesaan. Oleh  karena 1w pedesaan
merupakan basis ulama dan kegiatan vsaha perlunian

dan jasa pelayanan pariwisata,

2. Misi Kabupaten Pandeglang

Kabupaten Pandeglang dalam mewujudkan vismya,

memiliki misi yang antare lan sebagan berikut;

_t'-.-'

Meningkatkan perckonomian daerah berbasis pertanian
dan pariwisata;
Memberdayvakan UMEM dan Koperasi dalam bidang
perlanian  dan  jasa  pariwisata  serta ussha
pendukungnyva;
Meningkatkan kualitas SDM yang  agamis, cerdas,

kreatif dan inovatt:
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Meningkatkan  lavanan  pendidikan  dan  keschatan
masvarakat;

Meningkatkan pembangunan frastrukiur khususnya
pedesaan;

Meningkatkan tata kelola kepemerintahan duerah.

Keenam  mist  lersebut  diatas masing-masing

mempunyal tujuan sebagaimanyg divraikan dibawah ind

ta

Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian
dan paniwisata, ditujukan untuk mendukung penguatan
modal dan aplikasi teknelogi bagi pembukaan lapangan
kenme dan perluasan peluang vsaha masyarakat bag
pertumbuhan ekonomi dan kesejahtraan musyarakat,
Memberdayakan UMKM dan Koperasi dalam usaha
pertanian  dan  jasa  pariwisata, diwgukan  untok
meningkatkan  kapasitas  dan  kompetens:  koperasi,
pengusaha mikro, kecil dan menengah dalam berbagai
lapangan vsaha dalam menghadapl persaingan yang
semakin kompleks.

Meningkatkan kualitas SDM  yang agamis, cerdas,
kreatif dan  movauf, ditwjukan untuk  menciplakan

pelaky  pembangunan  yvang  cerdas,  terampil  dan
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berahlak mulia dalam melaksanakan pembangunan di
Kabupaten Pandeglung,

Meningkatkan  lavanan  pendidikan  dan  keschatan
masyarakat, ditujukan untuk meningkatkan pelayanan
publik  dalam memperoleh  pendidikan  dan
pemeliharaan keschatan masyarakal.

Meningkatkan pembangunan infrastrukiur khususnya
pedesaan, ditujukan untuk menyediakan dukungan bagi
peningkatan pelavanan dasar.

Memngkatkan tata  kelola  kepemernntahan  dacrah,
ditujukan untuk menciptakan pemenntahan yang baik
dan bersih  dalam  melokukan pelavanan publik i

seluruh sektor dan wilayah pembangunan.
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4.1.1.4 Lambang Kabupaten Pandeglang

Gambar 4.1

Lambang Kabupaten Pandeglang

Lambang Kabupaten Pandeglang berbentuk perisai segi lima
dengan pinggiran berwama emas yvang dilengkapi dengan:

. Bintang: Bintang bersudur lima berwarna kuning emas
terletak di atas warna putih melambangkan keagungan
Tuhan Yang Maha Esa, vang memancarkan warna Kuning
cmas membentuk persegi lain.

2. Perisar: Penisal segi lima dimaksudkan sebagai lambang
ketuhanan Masvarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten

Pandeglang sepanjang masa dalam Negara Pancasila,
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Roerucut: Tiga buah kerucut yang tidak sama besar dan
tingginya  menggambarkan  tiga buah  gunung  dan
melambangkan bahwa daerah Pandeglang itu berpunung-
punung.
Badak: Badak bercula satu menghadap ke kin adalah salah
satu binatang pemingealan jaman purba vang masih hidup
hingga sckarang. terdapat hanya di Daeeah Kabupaten
Pandeglang (Ujung Kulon) dengan sifat antara lain:

a. Tahan uji;

b. Waspada dan tabah;

¢. Memadi kebangpgaan masyarakal.
Padi: Setangkar padi dengan tiga puleh tupuh butimya
melambangkan sejumlah desa-desa di Dacrah Kabupaten
Pandeglang sebanvak seratus tiga pulub twguh desa.
Kapas: Sctangkar kapas dengan enam kuntum bunganya
vang mekar  melambangkan  sgjumlah Kecamatan-
kecamatan yang ada di Dacrah Kabupalen Pandeglang
sebanyak enam belas kecamatan.
Melati: Sekuntum bunga Melati berdaun bunga empat helai
berwarna putih, melambangkan junilah Kewedanoan di
Daerah  Kabupaten  Pandewlang  scbanyak  empat

Eewedanaan,



8. Garis Berombak: Dus garis berombak yang tidak sama
pamjangnyd, masimg-masing  melambangkan  Laul  vang
mengelilingt sebagian besar Dacrah Kabupaten Pandeglang
dan sungai-sungai yang terdapat di dalamnya.

9, Art Warng Lambang:

a. Kuning Emas:  melambangkan  Keapungan  dan
Kewibawaun

b, Putih: melambangkan Kegucian

¢. Biru Muda: melambangkan Kesetiaan

d. Hijau Tua melambanpgkan Kesuburan

¢. Abu-Abu Kehitam-Hitaman: melambangkan Ketabahan

4.1.1.5 Potensi Umuom Kabupaten Pandeglang

Berdasarkan hasil kunjungan penelin ke Bagian Humas
Sekretarial Dacrah Kabupaten Pandeglang, ada beberapa potensi

dan Kabupaten Pandeglang, Potesi-potensi tersebut antara lain:

1. Pertanian

Potensi  pertanian Kabupaten  Pandeglang  adalah
Tanaman buah - buahan Duran, Manggms, Pisang, Scmangka,
Melon dan Menas wvang berlokas: di Kecamatan Cadasari,
Banjar, Mandalawangi, Saketi, Pamimbang dan Cibaliung.

Potensi Lahan yang tersedia seluas 69.583.67 Ha, meliput

pekarangan 9492 81 Ha. kebun/tegalan 3891512 Ha, dan
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ladang/huma 21.175,74 Ha (43.844 Ha telah dimanfaatkan
dan 25396.70 Ha vang belum dimanfastkan). Potensi di
bidang pertanian ini didukung dengan status Pemilikan Lahan
Negara dan Rakval, peluang investasi terbuka untuk PMA
dan PMDN, sarana dan prasarana jalan baik, pendukung
Jaringan  liswik dan telepon tersedia, dan  tepnaga kerja

ersedia.

Perkebunan

Kabupaten Pandeglang mempunyai potensi dalam sektor
perkebunan antara lain Melinjo, Kopi, dan Cokelat berlokasi
Kecamatan  Cadasari, Mandalawangi, Jiput, Cimanggu,
Cigeulis dan Cibaliung. Sckior perkebunan im didukung
dengan status pemilikan lahan rakyal, sarana dan prasarana
julan baik, jaringun listrik dan telepon tersedio, tenaga kerja
tersedia. Sedangkan untuk kelapa, kelapa hibnda dan kelapa
sawil berlokasi di Kecamatan Bojong, Sumur, Labuan dan
Cibaliung. Hampir sama halnya dengan perkebunan melingo,
kopi, dan cokelar, perkebunan kelapa, kelapa hibrida, dan
kelapa sawil juga didukung dengan status pemilikan lahan
rakyal, negara, dan swasty, peluang investasi terbuka untuk
PMDN dan PMA, saruna dan prasarana pendoukung prasarana
Jalan baik, lokasi stratepis dan luas memungkinksn, jaringan

listrik, telepon dan tenaga kerja tersedia.
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Potensi Produksi Perkebunan Rakyat Kelapa 2513460
Ton, Kelupa Sawit 613,29 Ton, Kelapa Hibride 22 84 Ton,
Produksi Perkebunan Swasta, Kelapa 5349 Ton, Karet
38321 Ton, Produksi Perkebunan Negara Kelapa Sawit
5439654 Ton. Pengembangan  scktor  perkebunan i
Kabupaten Pandeglang sccara  luas  dilakukan  oleh
Perkebunan  Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Besar
Megara (PBN) yvang dalam hal ini PT. Perkebunan Nusantara
VILE Site Shanghyvang Damar dan Bojong Datar dengan
komoditas utama karet, sawit {TBS), kelapa, kopi dan dalam
volume kecil beberapa jenis rempah-rempah seperti cengkeh,
kapuloga, kunyit, sereh, jahe, ditambah dengan gula aren,

Permasalahan  yanp senngkali tumbul dalam  rangka
pengembangan sekior perkebunan adalah masih kurangnya
Jumlal dan kapasitas pabnk pengoelahan hasil dalam rangka
upava diversifikast produk. terutama untuk indusire lkelapa
buah dan kelapa sawit dimana sampai saal ini di Kabupaten
Pandeglang belum ada industrn hilir yang mengolah Crude
Palm Oil (CPO) ataupun kopra menjadi minyak serta turunian

lainnya ( Butter, Mentega, Sabun, dll).
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3, Perikanan

Lokasi untuk perikanan beradn di Kecamatan Labuan,
Pagelaran, Panimbang dan Sumur. Peluang Investasinya
terbuka untuk PMA dan PMDN. Sarana dan prasarana
pendukung seperti jalan baik, begitu jupga jaringan listrik,
telepon  dan  tenaga  kerja  tersedia.  Potensi produksi
kandungan hayad ikan laut, berdasarkan MSY (Maintenant
Sustammable Yield) atay batas maksimum penangkapan ikan
laut adalah 929177 wnitahun dan baru  dimanfaatkan

s¢hanyak 26,4036 Ton/tahun.

4. Peternakan

Potensi sektor peternakan Kabupaten Pandeglang adalah
ternak kerbau dan sapi potong yang berlokasi di Kecamatan
Cibaliung., Kecamatan Cigeulis, Kecamatan  Cikeusik,
Kecamatan Cimanggn dan  Kecamatan Bojong. Peluang
mvestast terbuka untuk PMDN, sedangkan sarana  dan
prasarang pendukung seperti prasarana jalan baik, begitu juga
dengun janngan histrik dan lelepon sudah tersedia, Selam itu,
untuk tenaga kena tersedia. Potensi produksi populasi sapi
potong 339 ckor. Populasi kerbau 41.030 ckor. Permintaan
daging supi dan kerbau cukup tngei sapi potong 290.000

ckor/tahun (Pasar Jabar) dan DK Jakaeta 150,000 ckorftabun,
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Kerbau 30,000 ckor/tahun (Pasar Jabar) dan DKI Jakara
5000 ekor/Tabun, Mulat Tahun 2010 Pandeglang telah
memiliki kampung termak {domba dan sap) di Kampung

Nyurup Kelurnhan Jubut, Kecamatan Karang Tanjung.

5. Perlambangan

Potensi pertambangan di Kabupaten Pandeglang melipui
belerang, sumber air panas, kapurfjarang darat dan laut, serat
bat gift, emas. serta minvak bumi. Belerang dan sumber ar
panas  berlokasi  di Kecamatan  Bangar,  Perlambangan
kapurfjarang darat dan laut berada di Kecamatan Labuan,
Kecamatan Cimanggu, Kecamatan Cibaliung, Kecamatan
Cikeusik dan Kecamatan Cadasan. Tempat penambangan
seral batu gift terletak di Kecamatan Cikeusik. Selain itu
Pandeglang pun memiliki tambang emas di Kecamatan
Cimanggu, serta di Peraran Selat Sunda doan Samudera
Hindia sedang dalam t1ahap pemlitian untuk  eksplorasi

minyuk bumi,

4.1.1.6 Kondisi Demograli
Berdasarkan  hasil  pencacahan Sensus Penduduk 2010,
qumlah penduduk Kabupaten Pandeglang sementara adalah

[.145.792 prung yang terdiri atas 586.869 laki-laki dan 558.923
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perempuan.  Dari hasil  SP2010 tersebut,  terlihat bahwa
Kecamatan Cikeusik memiliki jumlah penduduk terbanyvak vaitu
berjumlah 51.077 orang, ditkutt oleh Kecamatan Panimbang dan
Kecamatan Mandalawangi, dengan masing-masing  bérumlah
48.884 orang dan 46,260 orung, Sedangkan Kecamatan yang
memiliki jumlah penduduk terkeci] yvaitn Kecamalan Koroncong
dan Kecamatan Mekarjaya dengan jumlah masing-masing yaily
17718 orang dan 18.904 orang.

Dengan luas wilayah sekitar 2.746,89 Kilometer persegn vang
didiami oleh 1.145.792 prang maka rata-rals tingkat kepadatan
penduduk Kabupaten Pandeglong adalah sebanyak 417 orang
per kilometer persepi. Kecamatan yang paling tinggi tingkat
kepadatan  penduduknva  adalah  Kecamatan  Labuan  yakni
sebanyak 3435 orang per kilometer persegi sedangkan vang
paling rendah adalah Kecamatan Sumur yakni sebanyvak 88
orang per kilomeler persegi.

Berikul ini tabel jumlah penduduk menurut kecamatan dan
jenis kelamin serta gratik kepadatan penduduk yvang ada

Kabupaten Pandeglang:
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Tahel 4.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Pandeglang

Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

Lk Ly

Lkl Perempuan Berer ey Sex Raso

[t} [ [£1] A 5
{020} Somur 1541 11158 T 5] 1
[B20] Cemanggu 18547 18003 56 &40 L5}
[a20f Chaliung 14095 1388 7 107
[31] Cibetung a7 10,330 167 05
[(a0] Cleusd M5 2ags2 51077 1ok
{os0] ciguas 17380 16 265 :ers 13
{o0] Pansmaang 0% FLT a0 553 108
|6z} Sobang 17 EET 17338 Hos 103
[omaf Murja uxe 10785 214 308
fo7a) angsana 13224 1233 5580 07
|oT2] Sndangresm 10787 10554 Fi R e
janaj Pycung 17En e ;s 1
(oo} Bojeng 17304 18408 LLYe- 10
[200] Saeti Fie ;] 11181 &2933 ]
[and] Slzate 1 800 11 a7 13338 05
100 Pagetaran 17891 16509 33.000 -
[121] watia 13078 13,4506 o 108
(112} Sumarecmi 17402 16387 55768 104
{220 Labuan 7573 15 54 31189 108
{121] Carics 18409 1555 247 106
|250] sput 14423 15988 391 103
[a31] ciladal 15377 15058 0435 102
[120] Maerus 17.907 17418 L. H] 103
& ] FulayaTi FER -] pEE ] Fegte] b3
{180d Mandaiawang: 29550 zno 48340 104
250 Cmanuk 183537 114 38200 103
{381} Cipaucang 34353 SR L] TaTS 07
[150] Banias 18008 1wEN -5 ] whr
[171] Kaduheio 17817 16910 M%7 g
[172] Mekariaya #5104 5290 18 568 504
[100] Fandegiang 0582 1Wosy 39 545 08
{181 Majasan 22988 21819 4L 5y7 10
{190} Cadasari 16443 aLami ETE T 118
{2911 narngrannng 16 080 15,467 23 o)
[192] Eoroncong #.230 §ae3 17718 105

Kabupaten Pandeglang 586860 558.923 L145.792

(Sumber: Badan Pusat Statstik Kabupaten Pandeglang)
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Gambar 4.2

Grafik Kepadatan Penduduk Kabupaten Pandeglang
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(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglany)

4.1.1.7 Kondisi Geogalis
Kabupaten Pandeglang  merupakan  salabh  satw dan 8
Kabupaten/Kota di Propinsi Banten yang berada di ujung Barat
Pulau lawa. Secara geografis terletak antara 6°21°- 7°10° Lintang
Selatan dan 104°487- 106°1 17 Bujur Timur, memiliki luas wilayah
2,747 Km2 (274.689,91 ha), atau scbesar 29,98%, dari luas

Provinsi Banten dengan panjang pantai mencapal 307 km.
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Kabupaten Pandeplang secara administratif dibagi menjadi 335

Desa/Kelurghan  dan 35

administrasi:

K ecamatun,

dengan

batas-hatas

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Serang;

B8]

. Sebelah Barat berbatasan dengan Selal Sunda;

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia;

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lebal,

Wilavah administrasi Kabupaten Pandeglang terbagi ke dalam

15 kecamatan, 335 Desa/Kelurahan, Sccara nncl luas wilayah

setiap kecamatan di Kabupaten Pandeglang tersaj pada Tabel 4.2

Luas Wilavah Kecamatan di Kabupaten Pandeglang

Tabel 4.2

No Kecamatan Ibukaota Luas Pergentase | Jarak dan
Wilayah Luas (") | Kecamatan
(KM% ke Ibukota
Kabupaten
(KM}
| Suinur Sumberjaya 258,54 g4l 106,00
2 | Cimanggu Waringinkurung | 239,73 946 104,00
3 Cibaliung Sukajadi 221.8¥ B0 86,50
4 | Cibitung Cikadu 180,72 658 96.50
5 | Cikeusik Cikeusik 32276 11,75 72,00
6 Cigeulis Cigeulis 176.21 4l 68,00
7 Panimbang Panmmbangjaya | 132,84 4.84 54,00
b Sobang Sobang 138,88 5,06 53.00
9 | Munjul | Pesanggrahan 75,25 2.74 54,00
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10 | Angsana Angsang 6, 54 236 6100
11 | Sindangresmi Sindangresmi 63,20 237 34,00
12 | Pleung Kadupandak 56,74 207 36,00
13 | Bojong Cilumenggunge | 50,72 l.B5 30,00
14 | Saketi Kadudampit 54,13 197 19,00
15 | Cisata Pasireurth 32.65 .19 27.00
16 | Pagelaran Pagelaran 4272 .56 39,50
17 | Patia Patia 45 48 .66 45.00
18 | Sukaresmi Sukaresmi 57.30 208 435,00
19 | Labuan Kalanganyar 15.66 0,57 41.00
20 | Carita Sukuarame 41,87 L52 5100
21 | Jiput Sukacai 33,04 1.93 27.50
22 | Cikedal Dahu 26,00 0,95 35,00
23 Menes Purwaraja 2241 (1,82 29,00
24 | Pulosari Koranji 31.33 1.14 27.00
25 | Mandalawangi Mandalawang | 80,19 292 15,30
26 | Cimanuk Batubantar 23 .64 .86 10,00
27 | Cipeucang Kadugadung 21,16 077 15,00
28 | Banjar Banjar 30,50 1,11 7.50

29 | Kaduhejo Sukuasari 33,57 1,22 7,00

30 | Mekarjaya Mekarjaya 31.34 .14 7,00

31 | Pandeglang Pandeglang 16,85 .61 1.00

32 | Majasari Saruni 19,57 71 2.00

13 | Cadasari Cadasart 26,20 (.95 7,00

34 | Karangtanjung Pagadungan 19,07 (h6Y 4.00

35 | Koroncong 17,86 0.65 10,00

Jumlah 1.746.85 L OO.00

(Sumber: RPIMD Kabupaten Pandeglang 2011-2016)
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4.1.2 Desknipsi Kota Tangerang Selatan
4.1.2.1 Sejarah Kota Tanperang Selutan

Pada masa penjajahan Belanda, wilayah Tangerang Selatan
masuk ke dalam Karesidenan Batavia dan mempertahankan
karakteristik tiga etnis. yaitu Suku Sunda, Suku Betawi, dan
Suku Tionghoa,

Pembentukon wilayvah ini sebapai kota otonom berawal dari
kemginan  wargs di  kawasan  Tangerang  Selatan untuk
menyejahterakan masvarakat, Pada tahun 2000, beberapa tokoh
dan kecamatan-Kecamatan mulal menyebul-nyebul Cipascra
sebapai wilayah otonom. Warga merasa kurang diperhatikan
Pemerintah Kabupaten Tangerang sehingea banyvak fasilias
terabaikan.

Pada 27 Desember 2006, Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
(DPRD) Kabupaten Tangerang menvetuju terbentuknva Kot
Tangerang Selatan. Calon kota otonom imn terdin atas tujuh
kecamatan, yakni, Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Pondok
Aren, Serpong, Serpong Utara dan Setu,

Pada 22 Januari 2007, Rapal Patipuma DPRD Kabupaten
Tangerang vang dipimpin oleh Ketun DPRD, Endang Sujana,
menelaplan Kecamatan Ciputat sebagal pusat pemerintahan

Kota Tangerang Selatan secara aklamasi.
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Komisi | DPRD Provinsi Banten meémbahas berkas wsulan
pembentukan Kota  Tangerang  mula 23 Maret 2007,
Pembahasan dilakukan setelah berkas usulan dan persyaratan
pembentukan kota diserahkan Gubernur Banten Ratu Atut
Chosiyvah ke Dewan pado 22 Maret 2007,

Pada 2007, Pemenntah Kabupaten Tangerang menyiapkan
dana Rp 20 miliar untuk proses awal berdirinya Kota Tangerang
Selatan. Dany itu dignggarkan untuk biaya operasional kota baru
selama satu tahun pertama dan merupakan modal awal dari
daerah mduk untuk wilayah hasil pemekaran. Selanjulnya,
Pemermmtah Kabupetan Tangerang akan menyediakan  dang

bergulir sampai kota hasil pemekaran mandin.

4.1.2.2 Kepemumpinan di Kola Tangerang Selatan

Undang-Undang Nomor 531 Tahun 2008 mengatur bahwa
pasca pembentukan Kota Tangerang Selatan, pemimpinnya
bersifal sementara yang dikenal dengan penjabat walikota, Masa
bakti Penjabat Walikots dikatakon selama | o(satu) tahun dan
dapat diperpanjang untuk satu kali perpanjangan selama paling
lambat 1 {satu) tahun, Dengan demikian Pemerintah Kota
Tangerang Selotan memiliki kesempatan wakte selama paling
lama 2 (dua) tahun untul memiliki Pemimpin vang tetap atau

dikenal dengan sebutan definitive.
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Satu tahun peama, Penjabat Walikota vang memimpin
Kota Tangerany Selatan adalah Bapak H M. Sholeh, MT. Ketka
masa bakti selama 1 (satu) tahun pertama habis. dan walilkota
definitive belum ada, maka jabatan Bapak H.M, Sholeh, MT
diperpanjang untuk masa baktl wvang kedua wailu selama 6
(enam) bulan. Ketika masa perpanjangan yang kedua dilalui,
walikoty definitive juga belum ada, kemudian dilanjutkan oleh
Bapak H. Eutik Suvarta untuk mass bakti & (enam) bulan
bertkutnya vang merupakan limit wakiu terakhir,

Pada masa képemimpinan penjabatl walikota dipegang oleh
Bapak H. Eunk Suarta, dilaksanakan Pemilukady Walikota dan
Wakil Walikota Tuangerang Selatan yaio pada hart Sabtu
Tanggal 13 November 2010, Namun hasil dan Pemilukada yvang
digelar tersebut, untuk kemudian atas Putusan Mahkamah
Konstitusi dipenintahkan untk divlang, Pada akhimya sampai
selesar masa jabatan Bapak H. Eutik Suarta scbagai Penjabat
Walikota Tangerang Selatan pada Tanggal 18 Januari 2011,
wargs Kota Tangerang Selatan belum juga memiliki walikota
dan wakil walikota definitive.

Untuk memimpin Kote Tangerang Seclatan sclanjutnya,
Menteri Dalam Negeri kembali mengangkat Penjabat Walikota
Tangerang  Selatan wvang baru ymtu  Bapak Hidayat

Djohari untuk masa bakt paling lama 1 (satu) tahun dengan
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tugas menvelenggarakan pemerintahan di Kota Tangerang
Selatan  dan memfasilitast pemilihan  walikota dan  wakil
walikota definitive.

Setelah melalui Pemungutan Suar Ulang pada Pemilukada,
akhirnyva Kota Tangerang Selatan memiliki walikots dan wakil
walikota definiive. Ainn Racmn Diany resmn menjadi walikota
sementara Benvamin Davnie wakil walikola Tangerang Selatan
setelah dilantik oleh Gubernur Banten Ratu Atut Chosivah pada
tangeal 20 April 20011 di Convention Centre Universitas

Terbuka Pondok Cabe Pamulang.

4.1.2.3 Visi dan Misi
L. Visi Kota Tangerang Selatan
“Terwujudnya Kota Mandiri Damai, Asvi dan Sejahtera®™,
Berikut penjelasan visi Kota Tangerang terschut:

Pada hakeckatnva “Kota Mandiri, Damai, dan Sejahtera”™
merupakan ruang bermukim dan berinteraksi yang dihuni
uleh masyvarakat heterogen menurul status sosial, identitas
etnik { gencalogs, bahasa, adat, isuadat dan tradisi ), agama
dan mata pencarian. Sccarn harapiah, misi terscbut dapat di
maknai sebagal kota bisnis dan pemukiman berkategori urban

dengan kualitas ruang fisik dan sosial yang dapat memenuhi
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kebutuhan dasar masvarakat berstandar kota dalam dimensi
chonomi, sosial, budava dan ingkungan hidup.

Kota yang mandir, Damai, Asn dan Sejahtern dapat
dicapai dengan mewujudkan suatu ruang fisik, ckonomi dan
sostal budaya secard terintegrast dan sinergis vang digrahkan
pada tiga orientasi. yvaitu berorentasi pada :

1. Pengembangan kiwasan dan (usilitas kota.

2. Pengelolaan, pengembangan dan  pelestarian sumber
dava lokal,

3. Pemenuhan  peloyanan  dasar  dalam  pencapaian
kesejohteraan masyarakol (happiness and satisfaction

infiving together).

2, Mist Kota Tangerang Selatan
a. Meninghkatkan kualitay kehidupan bermusyarakat

Bertujuan untuk menata perilaku dan memnghkatkan
interaksi sosial masyarakat Kota Tangerang Selatan
dengan menjunjung tinggi nilai keapamaan, norma dan
aturan hukum guna menciptakan keameanan, ketertiban
dan ketentraman masyarakat kota dalam menjalankan
aktivitas di berbagai bidang kehidupan (pemenuhan
kebutuhan  dasar, keagamaan, budaye, ckonomi dan

sosial politik).



i

Meningkatkan kcharmonisan funpsi ruang kola yvang
berwawasun ingkungan.

Bertujuan  untuk  mewuwudkan  kota Tangerang
Sclatan yang mandiri, handal dan memiliki kekhasan
dolam memenuhi kebutihan permukiman masyvarakat
dan faktor pendukungnya guna menciptakan kota hunian
berdasarkan rancang bangun fisik vang di lengkapi
dengan manajemen sistem  urban settlement, fasilitas
umum dan  sosial  dalam  pesspekufl  keserasian,
keselarasan dan keseimbanpgan intra dan antar scklor
dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian

lingkungan .

Menata sistem sarang dan prasarana dasar perkotaan
Bertyjuan  untuk  menciptakan Kesinambungan
pemanfoatan sumber dava (alam dan buatan) dalam
rangka  mewwudkan  pembangunan berkelanjutan
(sustainable development) melalu penyediaan
infrasruktur dasar dan lasilitas umum dan sosial sesuai
dengan  ckosistem kola  (wban  ecosyslem)  yang

diperlukan.

Menmgkatkan pelayanan dasar pendidikan dan keschatan

masvarakat
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Bertujuan  untuk  meningkatkan  pelavanan  dasar
dolam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dalam
penyelengearaan pendidikan dan  pemeliharaan
masvarakat yang didukung oleh manajemen  sistem
layanan terpadu, kapasitas kelembagaan yang handal dan

profisional, sarana / prasarana pendidikan dan keschatan.

Menmgkatkan fungsi dan peran kota scbagai senlra
perdagangan dan jasa

Bertujuan untuk meningkatkan fungsi kota sebaga
sentra perdagangan dan jasa yang diorientasikan pada
kemujuan perckonomian dan kasejahteraan muasvarakat
seauat dengan kemajuan [IPTEK. Misi ini diarabhkan pada
peningkatan pembangunan sckior perdagangan dan jasa
sebagal mainstream yang dapat menciplakan stabilitas
dan pemerataan ekonomi didukung oleh sistem investast

dan pengembangan sektor lain yang polensial,

Menmgkatkan 1ata kelola Pemernntahan yang baik dan
bersih.

Bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan tata
Pemenntah vang bak dan bersih, partisipatf, transparan,
akuntabel, dan berdedikasi didukung oleh sistem dan

struktur  kelembagaan  Pemerintah Daerah yang



dioperasionalkan  oleh  Aparatur Pemenntah  vang
kompeten, profesional, dan berdedikasi yang diarahkan
pada pelayanan administrasi kependudukan dan ecatatan

sipil.

4.1.2.4 Lambang Kota Tangerang Selatan
Gambar 4.3

Lambang Kota Tangerang Selatan

Bentuk keselunihan logo berbentuk pernisar. Bagan atas
perisai dengan twlisan “KOTA TANGERANG SELATANT
warna merah dan dasur putih. Baginn tenpuh perisan terdapat

gambar bintang. rumah adat, setangkar padi dan bunga kapas
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serta B (delapan) ikatan, pena dan buku, bingkai segi lima, 7

(tjuh) trap pondasi, dan hamparun berwarng hijau kebiruan,

Bagian bawah berupa pita bertuliskan slegan  atau moto

Kota Tangerang Selatan “Cerdas. Modem dan Religius”,

L.

Perisal mengandung  ari perlindungan,  keamanun,
penegakan hukum, dan dalam arti luas mengandung makna
pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
Bintang mengandung  arti Ketuhanan, melambangkan
bahwa  masyarakat Tangerang  Selatan berkevakinan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, saling menghormati
sesama dan antar pemeluk agama didalam  kehidupan
bermasyarakat.

Rumah khas daerah dengan beranda lempat  orang
berkumpul (blandongan) melambangkan tempat atau wadah
vang akan melahirkan satu tekad ataupun twjuan dalam
menvelesaikan  suatu permasalahan agar membawa
kemajuan bagn masyarakat Kota Tangerang Selatan.

Tujuh trap pondasi melumbangkan adanya tujuh wilayah
kecamatan saat terbentuknya Kota Tangerang Selatan, vailu
Kecamatan Pamulang, Kecamatan Ciputat, Kecamalan
Ciputat  Timur, Kecamutan  Pondok  Aren,  Kecamatan

Serpong; Kecamatan Serpong Utara, dan Kecamatan Setu,
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5. Padi dan kapas serta ikatan atau simpul, memiliki makna
kemakmuran dan kesgjahteraan di setiap bidang kehidupan
masyarakat dengan jumlah masing-masing mengandung arti
sebagai berikut:

a. Padi berjumlah 26 butir mencerminkan Kota Tangerang
Sclatan secara resmi terbentuk pada tanggal 26.

b. Bunga kapas begumlah 11 mencerminkan  Kola
Tangerang Selatan secara resmi terbentuk pada bulan
[l atau bulan Movember.

c. lkatan atau simpul bergumlah 8, mencermmkan Kota
Tangerang Selatan secara resmi terbentuk pada 1ahun

2008

6. Pena dan buky melambangkan pendidikan sebagai lembaga
don  sebagai  proses mewujudkon  masyvarakat  kotn
Tangerang Selatan vang cerdas, modern, dan religius,

7. Bingkdi yang melingkar membentuk segh lima adalah
simbol ideologt Negara, yaitu Pancasila,

8. Hamparan wyang berwarna hijau  kebiruan pada  bapgian
bawah  bingkat  segi lima  melambangkan  hamparan
kekayaan sumber daya air, baik sungai maupun situ, yang
ada di Kota Tangerang Selatan, sebagai salah satu sumber
kekayaan alam yvang membert kehidupan bagi masyarakat

kota Tangerang Selatan.



Y. Pita wyang beriuliskan  slogan  atay moto “CERDAS
MODERN GELIGIUS™ mengandung makna bahwa cita-
cita dan  harapan untuk mewuwjudkan masvarakal Kota
Tangerang Selatun yang;

a. Cerdas dalam arti memiliki ilmu pengetabuan vang
luas, berketerampilan baik, disertar prilako posiuf.

b, Modem dalam arti memiliki peradaban vang dinamis
sesual dengan perkembangan ilmu pengelahuan dan
teknolog,

¢. Religius dalam arti bahwa kecerdasan dan kemajuan
peradaban senantigsa dibingkai oleh nilai-nilai luhur
ketuhanan yang tercermin dan sikap don prilaky vang
sesual dengan aturan dan milai- nilai agama vang

dianut masvarakat secara utuh dan benar,

10, Arti warna logo, yaitu ;

a. Biru melambangkan  ketenangan  dan  kesgjukan,
mengandung arti kebenaran, damaui kecerdasan linggi,
dan bersifat menengahi,

b. Hijau melumbangkan alami dan sehal, mengandung
arti sensitif] toleran, harmonis, dan keberuntungan.

¢. Kuning melambangkan kehangatan, mengandung art

separ, cepat, jujur, adil, dan cerdas.
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d. Cokelat melambangkan sifar alami, adalabh warna

tanah sebagal simbol dari sifat posiof dan stabil.

L)

Merah melambangkan  keberaman,mengandung arti
penuh energi, hidup, cerah, gairah, dan kuat.

f. Putth melambangkan kesucian, mengandung  arti
kebersihan,  perlindungan, kenyamanan,  dan

ketentraman,

Tulisan: “CERDAS MODERN RELIGILS”

Kota Tangsel memiliki motte “Cerdas. Modern dan
Religious™, sifat-sifat mulia  yang menjadi tantangan  dan
harapan semug pihak. Berharap memaliki musa depan vang
benderang  mutlakmembutuhkan rancang bangun yang baik
meliputi, tahapan-tahapan terukursetidaknya mengacu kepada
konsep  kelidupan  wang  ingin diwojudkanieerdas-modern-
religius,

Masa depan  benderung dalam  konteks  “Cerdas™
menyangkul  dunia pendidikan  dengan  segala aspek
keterkamannya:  infrastrukwre fisik  (bangunan  sekolah,
laboratonum, perpustakasn, dan  semacamnya),  perangkat
lunaknyy, rancang muatan kurikulumnya, system dan prosedur
administrasi,  serta  Kesejahteraan  pegawan  dan lenaga

pendidiknya, termasuk standar mutu peseria didiknya.
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Masa depan  benderang  dalam konteks  “Modern”
menyangkut banyak faktor kehidupan vang satu sama lain saling
terkait, tak dapat dipungkin  bahwa pendidikan  formal
terstruklur dominan membentuk  perilaky manusia.Seseorang
atan  suatt  kelompok masvarakal dapat dikatakan modern,
umumnya manakala  kelompok  masvarakat  bersangkutan
memiliki tatakrama kehidupan “saling menghormati beretika,
dan berbudaya™, jarang terjebak dalam konflik terbuka dan
berkepanjangan,

Masa depan  benderang  dalam  konteks  “Religius™
merupakan puncak kesempurnaan kehidupan, hampir dapat
dipastikan  manakala  sekelompok  orang  atau mayorilas
masyarakat sebuah wilayah sodah sampa pada fase kehidupan
cerdas dan modern, maka sesunggubnya masyarakat tersebut

dapat juga dikatakan sudah masuk pada fase religius,

4.1.2.5 Potensi Umum Kota Tangerang Selatan
Struktur ckonomi Kols Tangerang Selatan {(Arns RD,
2010:63) didominasi oleh sekior lapangan usaha pengangkutan
dan komunikasi (30,29%) dan perdagangan hotel dan restoran
(26,81%). Sektor lain yang jups memberikin kontribusi cukup
besar adalah jasa-jasa (17.39%) dan bank. persewaan dan jasa

perusahaan (1540%). Strukwr ckonomi tersebut menunjukkan
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bahwa perckonomian Tangerang Selatan didominasi oleh sckior
tertier, vailu pengangkutan dan komunikasi; perdagangan hotel
dan restoran: jasa-jasa; dan  bank. persewaan dan  jasa
perusehaan, vang memberikon kontribusi hampir 90%,

Sektor sekunder (industn pengolahan; Listrik, gas dan air
bersih: dan konstruksi) memberikan kontribusi 8.76%. dan
sektor primer (pertanian, pertambangan dan pengpalian) hanya
memberikan  kontribusi  kwrang  dari 2%, hika  dilihat
kecenderungan scjak tahun 2004 hingga tahun 2007, sektor
primer dan sckunder mengecil kontnbusinya sceara signilikan
sedangkan seklor tertier meningkat kontribusinya.

Pengpunaan lashan Kota Tangerang Selatan sebagman besar
adalah untuk perumahan dan permukiman yaitu seluas 9941 .41
Ha atau 67.54% dari 14.719 Ha, Sawah ladang dan kebun
menempati posisl kedua terluas depgan 279441 Ha atau
18.99%. Penggunaan lahan paling kecil adalah uniuk pasir dan
galian yaitu seluas 1327 Ha atau 0_1%.

Jenis komoditas pertantan yang  diproduks: antara lam
adalah padi sawah, jagung, ubi kayu. ubi jalar, kacang tanah,
kacang panjang, eabe rawit, bayam, terung, kanpgkung, sawi, dan
cube besar, Komoditas dengan luas panen terbesar, vaitu 121 Ha

dengan produks: 725 Ton GKP. sedangkan komoditas dengan
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luas panco terkecil adalah cabe rawit yvailu 4 Ha dengan
produksi 17 ton.

Berbagai jemis ternak terdapat di Kota Tangerang Selatan
dengan populasi vang berancka ragam. Termnak besar yang terdiri
dari sap1 potong, kerbau dan kuda didominasi oleh sapi potong
dengan populasi 5.073 ekor. Pada ternak kecil, dibandinglan
dengan domba dan babi, kambing memilili populasi terbesar
vailu 14,279 ekor. Unggas yang paling besar populasinya adalah
avam ras petelur dengan 1.244 888 ckor. Unggas-unggas lam
adalah avam ras petelur (populasi 490,100 ckor), ayam buras
{214.946 ckor) dan 1uk (38.868 chor),

Ado lma jenis industr kerajinan vang terdapat di Kota
Tangerang Selatan, yailu Kerajinan Kayu berjumlah 165 unit,
anyaman 28 unit, gerabah | unit, kain 293 unit dan makanan |64
unil. Selain itu industn kerajian tersebut, Juge terdapat 7 unit
pabrik yanp di dalamnyva terdapat satu  kawasan industr.
Fasilitas perdagangan dan jasa yvang tersedia berupa pasar, baik
modern maupun  tradisional, bank, BPR, KUD/koperasi,
kompleks ruko dan minimart. Pasar tradisional yvang terdapat di
tunah milik pemerintah dacrah adalah sebanyak 6 unit, yaitu
Pasar Ciputat, Pasar Ciputat Permai, Pasar Jombang, Pasar
Bmtare Sektor 2, Pasar Serpong. dan Pasar Gedung Hijau.

Seluruhnya berfungsi kecunli Pasar Gedung Hijau, Secara total,
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luas lahan yang ditempati oleh pasar-pasar lersebul adalah
25721 m2 dengan 1.966 kios, 865 los. Berdosarkan tanda daftar
perusahaan (TDP), terdapat perseroan terbatas (PT), comanditer
venotschaap/perseroan komanditer (CV), perusahaan perorangan
(PO),  koperasi, firma, dan bentuk  usaha  lain yang
keseluruhannya  berjumlah 5146 unit. Jumlah wvang paling
banvak adalah PT vaitu begumlah 2.467 unit sedanghan vang
paling sedikit adalah fArma yang hanya berumlah dua wnit.
Koperasi seluruhnya berjumlah 330 wmt yang terdiri dan
koperasi karyvawan (Kopkar), koperasi simpan pinjam (KSP),
koperasi serba usaha (KSU), dan Koperasi Pegawai Republik
Indonesia (KPRI). Namun, koperast vang terdaftar pada Dinas
Permdusirian  dan  Perdagangan Kabupaten Tangerang  baru
sejumlah 81 unit. Secara keseluruhan, jumlah anggola mencapal

24,353 orang,

4.1.2.6 Kaondisi Demogralis
Jumlah penduduk Kota Tangerang Selatun tercatul sebesar
1042682 jiwa, vang terdin dari 519.851 jiwa laki-laki dan
522175 jiwa perempuan. Jumlah penduduk terbanyak yaitu
Kecamatan Ciputat sebanyak 257320 jiwa, sedangkan jumlah

penduduk terendah yaitu Kecamatan Seto sebanyak 71003 jiwa.
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Herikut jumlah penduduk Kota Tangerang Sclatan  menurut

kecamatan,

Tabel 4.3

Jumliah Penduduk Kota Tangerang Selatan Menurul Kecamatan

No Kecamatan Jumlah Penduduk

1 Ciputat 257.320
2 Ciputat Timur 102.725
3 Pamulang 162.229
4 Pondok Aren 148 764
5 Serpong 173,044
6 Serpong Utara 127.597
7 Setu 71.003

Jumlah 1.042 682

Sumber; FISIP UL2010

4.1.2.7 Kandisi Geografis

Kot Tangerang Selatan terletak di bapun timur Propinsi

Banten dan secara administatil terdin dart 7 (tujuh) keeamatan,

40 (empat pulubh sembilan) kelurahan dan 5 (lima) desa dengan

luas wilayvah 147,19 K™, dengan  batas-batas  adminisirasi

sebagal berikout:

1. sebelah wlara berbatasan dengan Kota Tangerang

2. sehelah tmur berbatasan dengan Propinsi DK Jakarta
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3. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupatén Bogor dan

Eota Depok

4. sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten

Tangerang,

Luas wilavah adalah 14.719 ha dimana kecamatan dengan

wilayah paling besar adalah Pondok Aren dengan luas 2 988 Ha

atan 20.30% dari luas keseluruhan Kota Tangerang Selatan,

sedangkan kecamatan dengan luas paling keeil adalah Sew

dengan  luas

1.480 Ha atau 10,06%. Luas wilayah sectiap

kecamatan ditumpilkan dalam tabel 4.4 sebagai berikut.

Tabel 4.4

Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kota Tangerang Selatan

No Kecamatan Luas Wilavah Persentase
(ha) Terhadap Luas
Kuota
1 Ciputat 1838 12,49 %
2 Ciputat Timur 1.543 10,48 %%
3 Pamulang 2.682 18,22 %
4 Pondok Aren 2988 20,30 %
b Serpong 2.404 1633 %
6 Serpong Utara 1.784 12,12 %
7 Setu 1.480 10,06 %

Sumber: Pemda Tangerang Selatan 2010
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4.2 Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004

Lahirnya UL Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada
prinsipnya merupakan penyelorasan terhadap landasan perundangan yang
sesuai bagi terselengeuranya kebijakan otonomi daerah, Adanva kekurangan
dalum UL Nomor 22 Tahun 1999 welah disadarn oleh para wakil rakvar yvang
duduk di Majelis Permusvawaratan Rakyal Republik  Indonesia dengan
melahirkan ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPRZ2000 tentang rekomendasi
kebijakan dan penyelenggaraan otonomi daerah,

Disamping itu, adanya amandemen UUD 1945 yang telah mengubah Bab
IV tentang Pemerintaban Daerah dengan pasal 18, pasal 18A, pasal 138,
Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan
Kedodukan MPR, DPR, DPRD menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2003 wang didalamnya tdak lagi tercantum  Kewenangan DPRD untuk
memilih kepala daeroh. Penubihan kepala daerab secara langsung  juga
dipjawai oleh pasal 1 ayat 2 UUD 1945 “Kedaulatan berada di tangan rakyvat
dan dilaksanakan menorut UUDY, dan pasal 18 avat 4 UUD 1945 “Gubernur
dan Bupati/Walikota muasing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah
Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih  sccara demokratis”.  Ketentuan-
ketentuan inilah yvang menjadi dasar hukum secara umum bagi pelaksanaan
pilkada secarn langsung,

Secara operasional pelaksanann pilkads secarn langsunyg telah diatur dalam

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada Bab 1V bagian Kedelapan pasal
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56 sampal dengan pasal 119 dimulai dar paragrafl kesatu tentang pemilihan

sampai paragral ketujuh tentang ketentuan pidana.

Gambar 4.4

Skema Tahapan Pilkada Secara Langsung
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Sumber: Sosialisasi UL 32/2004

4.2.1 Perihal Penvelenggara
Dengan divndongkannya UL No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, LU No. 22 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi. Sebagaimana

telah dikemukakan sebelumnya, perubahan vung paling signifikan vang



teedapat dalam undang-undang baru, adalah mencgenal pemilihan kepala
dacrah secars langsung. UL Noo 32 Tahun 2004 ini terdin dari 240 pasal.
Dari 240 pasal tersebut, 63 pasal diantaranya mengatur lentang pemilihan
kepala daernh dan wakil kepala daerah secara langsung, yaitu pasal 56 sampai
pasal 119,

Dalam rangka mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sesuai
tuntutan reformasi dan amandemen UUD 1945 Negara Republik Indonesia
tahun 1945m undang-undung ini menganutl sistem pemilihan kepala daerah
dan wakil kepala daerah secara langsung dengan memilih calon secara
berpasangan. Culon diusilkan oleh partar politik atau gabungan partai politik.
Asas yang digunakan dalan pemilihan kepala dacrah dan wakil kepala daerah
sama dengan asas pemilu sebagaimana diatur dalam UL No. 12 Tahun 2003
dan UU Mo, 23 Tahun 2003, vailu asas langsung, umum, bebas, dan rahasia
(luber), serta jujur dan adil (jurdil),

Sebagaimana penyelenggara pemilihan kepola daerah dan wakil kepala
dacrah, wndang-undang mi menugaskan KPUD di masing-masing daerah.
KPUD yang dimaksud dalam hal ini adalah KPUD sebagaimana diatur dalam
UL Mo, 12 Tahun 2003, Dalam melaksanakan tegas penyelengguraan
pemilihan kepala dacrah dan wakil kepala dacrah, KPUD bertanggung jawab
kepada DPRD yang bersangkutan. Mamun, secara organisatoris KPUD tetap
bertangoung jawab kepada KPU pusat. Walsupun tdok diatur datam undang-
undang ini secara orgamsatoris KPU tetap dapat melakukan twgas-tugas

koordinasi dan supervisi terhadap KPUD dan demikian juga KPUD provinsi
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techadap KPUD kabupaten/kota dalam pemiliban bupati‘walikota dan wakil
bupati/wakil walikota,

Dalam menyelenggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
provinsi, KPUD  kabupaten/kota merupakan bagian  pelaksana  tahapan
penyelenggaraan,

Kewenangan KPUD provinsi, kabupaten, dan kota dibatasi sampai dengan
penetapan calon terpilih denpan berita acara yang sclanjutnya KPUD
menyerahkan  Repada DPRD  untuk  diproses  pengusulannya  kepada
pemerintah guna mendapatkan pengesaban, Menurut pasal 66 avar | UL
Nomor 32 Tahun 2004, weas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan
pemilihan kepala dan wakil kepala daerah adalah sebagai berikut:

1) Merencanakan penvelenggaraan pemibhan kepala daerah dan waolkil

kepala daerah;

2) Menctapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala dacrah sesuai
dengan ahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

3} Mengkoordinasikan, menvelenggarakan, dan mengendalikan semua
tahapan pelakasanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah:

4) Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanyve, serta

pemungutan suara pemilihan kepala dacrah dan wakil kepala dacrah
5) Meneliti persyaratan partai polotik atau gabungan partai politik yang

mengusulkan calon:
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6} Meneliti persyaratan calon kepalas dacrah dan wakil kepala dacrah
vang diusullan

Ty Menetapkan pasangan calon yang telah memenuli persyaratan;

8} Menerima pendoftaran dan mengumumkon tim kampanye,;

9y Mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye:

10y Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan
hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

LTy Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah;

12y Melakukan tugas dan wewenang loin vang diatur oleh peraturan
perundang-undangan;

I3y Menetaphkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye

dan mengumumkan hasil audit.

Dalam penyvelenggaraan pemiliban kepala dacrah, menurut pasal 67 UL
Nomor 32 Tahun 2004 KPUD memiliki 6 kewajiban, antara laim:

1) Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;

2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang  dan jasa yang
berkaitan dengan penvelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;

3) Menyvampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahoap pelaksanaan
pemilthan dan  menyampaikan  mformasi  kegiatannyva  kepada

masyarakat,
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4)

5)

&)

Memelihara arsip dan dokumen pemilihan sérta mengelola barang
inventaris milik KPUD berdasarkan peraturan perundang-undangan;
Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD;
Melaksanakan semun lahapan pemilihan kepala daerah dan wakil

kepala dacrah secara tepal wakiu,

Sementara i, dalam penyelengearaan pemilihan kepala daerah secara

langsung, UL Nomoer 32 tahun 2004 mengatur tugas dan kewenangan DPRD,

Tugas dan wewenang tersebul disebutkan dalam pasal 66 ayal 3 yang antars

lain:

1)

2)

Memberitahukan kepada kepala dacrah mengenai berakhirnya masa
jabatan;

Mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah
vang berakhir masa jabatannya dan mengusulkan pengangkalan
kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih:

Melakukan pengawasan pada semua tahapan pelaksanaan pemiliban;
Membentuk panitia pengawis;

Meminta pertangeungjawaban KPUD;

Menyelengezarakan rapat paripurna untuk mendengarkan penyvampaian
vist, misi, dan program dart pasangan calon kepala daerah dan wakil

kepala daerah.
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4.2.2 Panitia Pengawas

Dalam penyelengoaraan pemiliban kepala daernh dan wakil kepala dauerah,
pengawasan  dilakukan Panitia Pengawas (Panwas) vang dibentuk dan
bertangpung jawab kepada DPRD. Anggota Panitia Pengawas untuk provinsi
dan kabupaten/kota berjumiah masing-masing lima orang, sedangkan untuk
kecamatan, anggolanya tga orang. Anggola panitia pengawas ini terdinl dari
unsur kepolisian, kejaksaan, pergurian tinggl, pers, dan tokoh masyarakat,
Apabila di salah satu daerah kabupaten/kota/kecamatan tidak terdapat unsur-
unsur tersebut di atas, dapat diist oleh unsur lainnya. Calon anggota panitia
pengawas kecamatan diusulkan oleh KPUD kabupaten/kota untuk ditetapkan
olch DPRD.

Penganpgkatan anggota Panitia Pengawas Pemilihan kepala daerah dan
wakil kepala daerah (Panwas Pilkada) oleh DPRD. dalam pelaksanaannya
nanti  bisa  menmbulkan masalab. Ada  kekhawatran  dalam  proses
pengangkatan tersebut ikut bermain kepentingan politik tertentu sehingen
immdependens:  Panwas  Pilkada  diragukan.  Sebaitknya DPRD  hanya
menctapkan  saja,  sedangkan  perckrutannya  diserahkan  kepada  swatu
panitig/badan yang independen. Sebagan pegangan bagi panitin.badan i di
dalam menjalankan tugasoya, DPRD membuat aturan tata cara pengangkatan
anggola Panwas Pilkada.

Adapun menurut pasal 66 ayat 4 UU Nomor 32 Thun 2004, tugas dan

wewenang Panitia pengawas antara lain:
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1) Mengawasi semua lahapan penvelenggaraan pemilihan kepala dacrah
dan wakil kepala daerah

2} Menerima  laporan  pelanggaran  peraturan  perundang-undangan
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

3) Menyelesaikan  sengleln  yang timbul  dalam  penyelenggaraan
pemiliban kepala daerah dan wakil kepala daerah

4) Meneruskan temuan dan laporan vang tidak dapat diselesaikan kepada
instansi yang berwenang

5) Mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawasan pada semua

tingkatan

4.2.3 Pemantau

Pemantauan pemilihin kepala dacrah dan wakil kepala daerah, dapat
dilakukan oleh Pemantau Pemilihan vang berasal dari LSM, dan badan hukum
dalam negert. Pemantan untuk dapat melakukan pemantagan, harus memenuhi
syaral antara lain:

i, Bersifit mdependen

b, Mempunyai sumber dana yang jelas.
Sebelum melakukan pemantavan, pemantan harus mendafiar dan memperoleh
akreditasi dan KPUD yvang bersangkutan.

Setelah selesai melakukan pemantavan, pemantan wajib menyampaikan
laporan hasil pemantavannya kepad KPUD yang bersanghutan, paling lambat
tujuh hart setelah pelantikan kepala dacrah dan wakil kepaly daerah terpilih,

Dalam melaksanakan tugas pemantauan, pemantad wajib mematuhi sepala
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peraluran  perundang-perundangan  vang  berlaku. Pemantan  vang  tidak
memenuht  kewajiban  yersebut di oatgs  danfatan tdak  lugr memenuhi
persyaratan, dicabut hakoya sebagal pemantau dan/atau dikenar sanksi sesuai
perundang-undangan, Taln cara uniuk menjadi pemantau pemilihan dan
pemuntaudn pemilihan, serta pencabutan hak sebagal pemantaw, lebih lanjut

diatur datam Peraturan Pemerintah.

4.2.4 Tahapan Penyelenggaraan
4.2.4.1, Tahap Penyelengearaan
Penvelenpggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah meliputi sehagan berikut:
I} Masa persiapan, meliputi:

a) Pemberitoshuan  DPRD kepada  kepala  daerah
mengenat berkahimya masa jabatan;

by Pemberitwhuan  DPRD kepada KPUD  mengena
berakhirnya masa jabatan kepala dacrah;

¢) Perencanaan penyelenggaraan:

d) Pembentukan Panwas, PPK, PPS dan KPPS;

¢} Pemberithuan dan pendaftaran pemantau,

2} Tahapan pelaksanaan meliputi:

a) Penetapan daflar pemilih
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by Pendaflaran dan penetapan calonkepala dacrah dan
wakil kepala daerah

¢) Kampanye

dy Pemungutan suara

¢} Penghitungan suura

f) Penectapan pasangan calon kepala dacrah dan wakil
kepala daerah

Pemungutan  suara  pemilihan  pasangan  calon  kepala

daerah dan wakil kepala dacrah diselenggarakan paling lambat

satu bulan sebelum masa jabatan berakhir.

4.2.4.2 Penetepan Pemilih

Warga negara vang berhak memilih dalam pemiliban kepala daerah
dan wakil kepala daerah adalah warza negara Indonesia vang pada
hari pemungutan suara pemilihan kepals daerah dan wakil kepala
dacrah sudah berumur twuh belas tahun atan sedah/pernab kawin,
seperti vang lercantum dalam pasal 68 UL Nomor 32 tahun 2004
menjelaskan, “Warga negara Republik Indonesic vang pada hari
pemungutan suara pemilihan kepala deeral sudal berumur {7 (tuguh
belas) taliwn atan sudali/pernah kawin memponvai hak memilil™.

Dalam undang-undang ini tidak dijelaskan, warga negara Indonesia
vang mana vang berhak menggunakan hal pilihoya dalam pemilihan
kepala daerah dan wakil kepala doerah, Kemungkinan pertama, adalah

warga negars Indonesia vang terdaltar sebapai penduduk (memiliki

1y



karty tanda penduduk) di dacrah yang bersangkutan. Sementara itu,

kemungkinan  kedua adalsh wargas negarn  Indonesin vang  telah

berdomasili di daerah vang bersanghkutan dalam jangka wakiu tertentu.
Untuk dapat menggunakan hak pilih, seornng warga negara

Indonesia harus terdafiar sebagal pemilih. syarat-syarat agar dapat

menjadi pemilibh dalam pemilihan kepala daerah, sebagaimana diatur

dalam pasal 69 avat 2 UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebagai

berikut:

a. Nyata-nyata tidak sedang tlerganggu jiwanva;

b, Tidak sedang dicabut  hak pilihnyva  berdasarkan  putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Seorang warga negara Republik Indonesia yang Lelah terdaflar
tetapl ternyata lidak lagi memenuhi syarat sehagaimana dalam pasal
0% avatl 2 tdok dapat menggunakan hak pilihova dalam pilkada.

Salah sz perscalan penting dalam  setap penyelenggaraoan
pemilihan kepala dacrah adalabh masalah akurasi data pemilih. Oleh
karena begitu krusialnya persoalan mengenal pemilih, pasal 70 ayvat |
UL Nomor 32 tahun 2004 menctapkan bahwa dallar pemilib pada saat
pemiliban umum terakhic di dacrah digunakan sebagal daflar pemilib
untuk pemiliban kepala daerah. Selain itu, dalam ayat 2 disebutkan
bahwa daftar pemiblih  tersebut ditambah dengan  dafiar pemilib

tambahan  yang telah  memenuhi  persyaratan  schagai  pemilih
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ditetapkan schagal daftar pemilih sementara. Scelanjulnyva dalam pasal
71, pemilih yang telah terdaftar sebagar pemibih  sebaguimana
dimaksud dalam pasal 70 dibert tanda bukt pendaftaran untuk
ditukarkan dengan kartu pemilih untuk setiap pemungutan suara.

Pemilih yang lelah terdaflar sebagai pemilih, kemudian berpindah
tempat tinggal atau ingin menggunakan hak pilihoya di tempat lain,
harus melapor kepada Panitia Pemungutan Suarn (PPS) setempat. PPS
yvang bersanpkutan memberikan surat keterangan pindah dan mencaret
namanva dan daftar pemilih. Pemilih vang bersangkutan segera
mclaporkan kepindahannyva kepada PPS di lempal pemilih vang baru,
Pemiliha terdaftar yvang karena sesuatu hal yang sufatnya memaksa,
tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan,
dapat menggunakan hak pilihnya di tempat lain dengan menggunakan
kartn pemilih, serta Kartu Tanda Penduduk danfatan surat tugas.
Dalam hal mi sebagar contoh dapat disebutkan antara lan; pemilib
karena sakil harus dirawat di ramah sakit di tempat atau lain, pemilih
yang ditahan karena melakukan tindak pidana, juga para pemilih yang
melaksanakan tugas pelayanan umum  seperlt supir bis, wartawan,
pemantau, dan lain sebagainya.

Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 70
dan  pasal 73, Panitia  Pemungutan Swvara (PPS), seperti yang
disebutkan dalam pasal 74 ayat |, menyusun dan menetapkan daflar

pemilih sementara (DPS). DI dalam ayat 2 pasal yang sama, PPS



mengumumkan DPS  unluk mendapatkan tanggapan masyarakat.
Untuk pemilih yang belum terdafiar, pasal 74 avat 3 menyebutkan
bahwa pemilih vang belum terdaftar dalam daltar pemilibh sementara
dapat mendaflarkan dirt ke PPS dan decatat dalam daltar pemilih
tambahan, DPS dan daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai
Daflar Pemilih Tetap (DPT). DPT disahkan dan divmumkan olech PPS.

Tata carn pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh KPUD.

4.2.4.3 Peserta Pemilihan

Peserta dalam pemilihan kepala dacrab dan wakil kepala daerah
adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai
politik atan gabungan partai politik dalam hal ini, adalah partan politk
yvang memiliki kursi di DPRD seperti vang tercantum dalam pasal 59
avat (1) dan (2) UU Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 39 ayat (1)
berbunyi, “Peserta pemilihan kepala deerah dan wakid kepala daerah
adalah pasangan calon vang divsulkan secara berpasangan oleh
partal politik aten gabungan partal politik . Sementara pasal 59 avat
(2) menjelaskan. “Partal poflitik atau  gabungan  partai politik
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat mendaftarkan pasangan
calatt  apabile.  memenuli  persvaratan  perofehan  sekurang-
sekuramgnva 13% (fima belas persen) dari jumlah fursi di DPRD aian
13% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam

pemilifian umum anggota OPRD di daeral vang bersanghkotan.
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Berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) UL Nomor 32 Tahun 2004
dapat dunarik kesimpulan bahwa partai polink atau gabungan partai
politik vang dapal mengusulkan pasangan calon adalah partai paolitik
atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat:

1y Memiliki sekurang-kurangnya lima belas persen kursi di DPRD,
atau
2) Memiliki lima belas persen akumulasi perolehan soara sah

dalam daerah pemilihan yang bersangkutan

Syarat kedua ini merupakan spatu alternatil’ bagi partar polink
atau gabungan partai polititk vang tidak memenuhi syvaral pertama,
yvallu lima belus persen kursi di DPRD, Hal in1 dimungkinkan karena
terdapal kemungkinan partai politik atan gabungan partar politik vang
tidak memperoleh lima belas persen kursi di DPRD, memperoleh lima
belas persen akumulasi sunra suh korens adanya sisg suara di daersh-
dacrah pemiliban yvang yang tidak terkonversi dalam bentuk kursi
Untuk memberi peluang kepada bakal calon perorangan, partai politik
ataw gabungan partai politik, wajib membuka kesempatan yang seluay-
luasnya, bagr bakal calon perorangan dan selanjutnya memproses
bakal calon dimaksud, melalon mekanisme yang demokratis dan
trasnparan. Dalam menetapkan pasangan calon, partai politik atau
sabungan partai polink memperhatkan pendapat dan tanggapan
mazyarakat sepertt yvang tertulis dulam pasal 39 ayat (3) dan (4) UU

Momor 32 Tahun 2004,
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Adapun syarat-svarat untuk dapat divsulkan sebagai calon kepala

daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Indonesia yang

memenuhn syarat:

2)

3)

4)

)

|

)

u)

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Setia kepada Pancasila scbagar Dasar Negara, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita
Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan
Republik Indonesia serta Pemerintah ;

Berpendidikan sekurang-kurangnya sckolah lanjutan tmgkat atas
dan atau sederajat;

Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;

Sehat  jasmani dan rohani berdasarkan hasil  pemeriksaan
kesehatun menyeluruh dan tm dokter;

Tiwdak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan  pulusan
pengadilan  yang telah memperoleh kekoatan hukom  tetap
kareng melakukan tndak pidana vang diancam dengan pidana
penjara paling lama 3 (lima) tahun atay lebih;

Tidak sedang dicabut hak pibihnys  berdasarkan  putusan
pengadilan vang telah memperoleh kekuatan hukum tetap:
Mengenal doerahnva dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan  bersedia untuk

divmumkan:
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10 Tadak sedang memiliki anggungan ulang sccara perscorangan
dan/ atau secara badan hukum vang menjadi fanggung jawabnya
vang merugikan keuangan negara;

11} Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
vang lelah memperoleh kekuatan hukum tetap;

12) Tidak pemah melakukan perbuatan tereela.

13) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPF) atau bagi vang
belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran
pagak;

14) Menverahkan dalar nwayal hidup lengkap yvang memual antara
latn riwayal pendidikan dan pekenaan serta keluarga kandung,
Suimi atau st

15} Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil
kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan
yang sama; dan

16) Tiwdak dalam status schagai penjabat kepala daerah.

Muasa pendallaran pasangan calon paling lame 7 (lujuh) hari

terhitung  s¢jak penpumuman pendalloran pasangan calon. Sesum

ketentuan dalam Pasal 59 ayat (3) UL Nomor 32 Tahun 2004, partai

politik atau gabungan partan politik pada saat mendaftarkan pa sangan

calon. wajib menverahkan:
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2)

3}

4)

3)

)

T

#)

Sural pencalonan vang ditandatangani oleh pimpiman partal
polink atau pimpinan partat politik vang bergsbung;
Kesepakatan tertulis antar partan politik vang bergabung untuk
mencalonkan pasangan calon;

Surat pemyataan tdak akan menarik pencalonan alas pasangan
vang dicalonkan yang ditandatangani oleh punpinan  partm
politik atau para pimpinan partad politk vang bergabung;

Surat pemyataan kesedisan yang bersangkutan sebagai calon
kepala daerah dan wakil kepala dacrah secara berpasangan;
Sural pemyataan lidak akan mengundurkan din ¢bagai pasangan
calon;

Surat pemyataan kesanggpupan mengundurkan dirt dar jabatan
apabila terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah
sesual derigan peraturan perundang-undangan;

Sural pemyataan mengundurkan din dan jabatan negen bagi
calon yang berasal dan pegawai negeri sipil, anggota Tentara
Masional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

Surat pernyataan tidak akurl dan. jabatannva bagi pimpinan
DPRD tempat vang bersangkutan menjadi calon di daerah vang

menjadi wilayah kerjanya;
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9) Sural pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD,
dan DPRD yang mencalonkan din sebagal calon kepala daerah
dan wakil kepala daerah;

1} Kelengkapan persyaratan calon kepala dacrah don wakil kepala
daerah sebagaimana dimaksud dalain Pasal 58; dan

Iy Maskah wvisi, misi, dan program, dari pasangan calon secara

tertulis

KPUD dalam melakukan  penelitian  terhadap  persvaratan
admimistrasi dan para calon diatur dalam pasal 60 avat (1) sampai (5)
UL Nomor 32 Tahun 2004, Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa
KPUD perlu melakoukan klanfikasi kepada instansi pemerintah yang
berwenang dan menerima masukan dan masyarakat. Hasil penclitian
tersebutl dalam jangka waktu paling lama twjub har, terhitung sejak
tanggal penutupan pendaltaran diberitahukan secara tertubis kepada
pimpinan  partai  polink  atoe  gabungan  partai politik yang
mengusulkan calon  bersangkutan.  Apabila  pasangan  calon,
berdasarkan hasil penelitian yang dilskukan KPUD, ternyata belum
memenulin syaral atau ditolak karena ndak memenuht svarat, partm
politik atay gabungan partai politk yang mengajukan calon, diber
kesempatan  untuk  melengkapi dan/utan memperbaikt  surat
pencalonan, beserta persvaratan pasangan calon atau mengajukan

calon baru, paling lambat wjuh har sejak saat pemberitahuan hasil
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penclitian persyvaratan oleh KPUD, Selanjutnva KPUD melakukan
penelitian ulang kelengkapan data dan/atan perbaikan persyaratan
pasangan calon dan memberitahukan hasil penelitian tersebut paling
lambat tujuh hari kepada pimpinan pactai politik atau gabungan partai
politik  vang mengusulkan, Apabila hasil penclitian  persvaratan
pasangan calon untuk kedua kalinya ditolak oleh KPUD, partar politk
atau pabungan partai politik vang bersangkutan tidak dapa lagi
mengajukan calon baru.

Pasangan calon yvang sudah ditetapkan oleh KPUD divmumkan
secara luas paling lambat tyjubh han sejak selesamya penclitian
persvaratan, Kemudian, dilakukan undian secara terbuka, dalam art
wajib dibadiri oleb pasangan calon, wakil partai politik atau gabungan
parta politik vang mngosulkan, pers, dan wakil masyarakat, terhadap
pasangan calon yang sudab ditetapkan/divmumkan untuk menentukan
nomor urut pasangan calon, Penctapan dan pengumuman pasangan
calon oleh KPUD bersifat final dan mengikal. Dalam hal i berarti
tidak ada lagi upaya, baik secara politis maupun secara hukum yang
dapat  dilskukan untuk membatalkan  penetapan pasangan  calon
tersebul, Aturan vang mengatlur perthal penelapan pasangan calon
tercantium dalam pasal 61 avat (1) sampai (4) UL Nomor 32 Tabun
2004

Partai politik ataw gabungan partal politk dilarang menarik

calonnya dan/otau pasangan calonnya. Pasangan calon ataw salah
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seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri, terhiting
sejak ditetapkan sebagar pasangan calon oleh KPUD, Apabila partai
politik atau gabungan  partai pelitik menarik calonnya, danfatau
pasangan  calen  danfatan  salah  seorang  dari pasangan  calon
mengundurkan dird, partar politik #tau gabungan partai politik yang
mencalonkan tidak dapat lagn mengusulkan calon pengganti.

Kemudian, apabila salah satu calon berhalangan tetap, maka:

1) Sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya  hari
kampanye, partar pohittk atau gabungan partar politik vang
pasangan calonnya berhalangan tetap, dapat mengusulkan calon
pengeanti, paling lambat tiga hari sejak pasangan  calon
berhalongan tetap. Kemuodian, KPUD melakukan penelitian
persyaratan  administratil’ dan  menctapkan  pasangan  calon
pengganti paling lambal empat han sejak calon pengganti
didaftarkan,

2) Sgjak dimulainva kampanye sampal pemungutan suara, dan
masih terdapal dua pasang calon atan lebih, tahapan pelaksanaan
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilanjutkan
dan pasangan calon vang berhalangan tetap tdak dapat diganti
dan dinyatakan gugur. Apabila salah satu calon atau pasangan
calon berbalungan wetap pada saat dimulainya kampanye sampai
hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang

dari dua pasangan, lahapan pelaksanaan pemilihan kepala
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dacrah dan wakil kepala dacrah ditunda paling lambat tiga puluh
hart sejuk pasangan culon berhalangan tetup. Kemudian, KPUD
melakukan penelition persyaratan administras: dan menctapkan
pasangan calon pengganti paling lambat empat hari sejak
pasangan cilon pengeanti didaftarkan,

3) Setelah pemungutan suara putaran pertama, sampal dimulanya
hari pemungutan suard putaran kedua, tahapan pelaksanaan
pemilihan kepaly daerah dan wakil kepala daerah, ditunda paling
lambat tiga pulubh hari, Dalam hal i partar politk atau
eabungan partal politik vang pasangan calon pengeanti paling
lambat tiga hari sejak pasangan calon berhalangan (etap.
Selamutnya, KPUD  melakukan  peneliban  persyaratan
admimstragi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling

lambat empat hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.

4.2.4.4 Kampanye
Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka
penyelenggarnan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah,
Kampanve dilakikan selama empat belas han dan harus telah berakhir
pada saal memasuki masa  tenang, yaite  tiga harl menjelang
pemungutan suarg dilaksanakan,
Kampanve disclenggarakan oleh tm kampanye yang dibentuk

oleh pasangan calon bersama-sama partal politik atau gabungan partai
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politik, vang mengusulkan pasangan calon. Tim kampanye harus
didaftarkan kepada KPUD, bersamaan dengan pendafluran pasangan
calon. Kampanye dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah
oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye. Penanggung jawab
kampanye, adalab  pasangan calon, dan dalam  pelaksanaannya
pertangrungiawaban dilakukan oleh tim kampanyve. Pembentukan tim
kampanye dapat dilakokan  secara  berjenjang  di provinsi dan
kabupaten/kota bagi pasangan calon subernur, serta di kabupaten/kola
dan kecamatan bagi pasangan calon bupati/walikota. Dalam kegiatan
kampanye, rakyal mempunyal kebebasan untuk menghading, dalam
arti rakyal uddak  boleh dipaksa  untuk  menghadin atan udak
menghadind atan tdak menghadin kegiatan kampanye. KPUD, dengan
memperhatikan usul dan masmg-masimg pasangan ¢alon, menelapkan
Jadwal pelaksanaan kampanvye,
Bentuk-bentuk kampanye yang dapat dilaksanakan dalam masa

kampanye antara lain:

1} Pertemuan tlerbatas

2y Tatap muka

3) Penyebaran melalul media cotak dan media elekironik

4) Penviaran melalui radio dan/atau televisi

3) Penyebarluasan bahan kampanye kepada umum

0) Pemasangan alat perags di tempal umum

71 Rapat umum



8) Debat publik/debat terbuka antar calon

9y Kegiatan lain yang tdak melanggar perundang-undangan.

Dulam kegiatan kampanye, pasangan calon wajib menyampaikan
vist, misi, dan program  secara  lisan, maupun  tertulis kepada
masyarakat, Penyvampalan materi kampanye dilakukan dengan cara
yvang sopan, lertib, dan bersifal edukanf. Untuk penyusunan bahan
kampanye, calon kepala dacrah dan wakil kepala daerah berhak
mendapatkan nformas: atau data dan pemerintah  daerah, sesum
dengan ketentuan perundang-undangan,

Penyelengparaan kampanye dilakukan di seluruh wilayah provinsi
untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan di seluruh wilayah
kabupaten/kota  untuk  pemilihan  bupatvwalikota  dan wakil
bupati/wakil walikota,

Dalam  rangka mewwudkan rasa keadilan  dan  pembenan
perlakuan vang sama kepada pasangan calon, media cetak dan media
clektronik memben kesempatan yang sama kepada pasangan calon
untuk menyampaikan tema dan maten kampanye, memasang iklan,
dalam ranghka kampanve. Di samping itu, pemenntah daerah harus
memberikan kesempatan vang sama kepada pasangan calon untuk
menggunaolan lasilitas umum.

Dalam  rangka  kegialan  kampanye, pasangan  calon  dapat

melokukan  pemasangan alat pernga,  dengan kelentuan  harus
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mempertimbangkan ctika, estetika, kebersihan dan keindahan kola
atay kowasun setempat sesusi dengan peraturan perundang-undangan
vang berlaku. Lokasi pemasangan alat peraga ditetapkan oleh KPUD
selelah berkoordinasi dengan  pemerintah  daerah. Sementara it
pemasangan alat kampanye di tempat-tempat yang menjadi milik
perscorangan atau badan swasta, harus mendapat izin dan pemilik
tersebut,

Dalam rapat umum atau pertemuan terbatas yvang diselenpgarakan
oleh pasangan calon, peserta yang hadir dalam rapal tersebut hanya
dibenarkan membawa atan mengpunakan tanda gambar dapfatau
atribut pasangan calon yang bersangkutan,

Guna mencegah terjadinya hal-hal yang vang tidak diinginkan,
dalam kampanye dilarang:

1) Mempersealkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan ULD
Megara Republik Indonesia tabun 1945,

2) Menghina sescorang, agama, suku, ras, golongan calon kepala
daerah/wakil kepala daerah danfatau partai politik.

3) Menghasut mengadu  domba  partai poliik, perseorangan,
dan/atau kelompok masvarakat.

4) Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan alau
menganjurkan pengounaan  kekerasan  kepady  perseorangan,
kelompok masyarakat dan/atau partan politik.

5) Menggangeu keamanan, ketentraman dan ketertiban wmum.
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6) Mengancam dan menganjurkan menggunakan kekerasan untuk
mengambil alih kekuasaan dan pemerintahan yang sah,

7) Merusak  danfatay menghilangkan  alat peraga  kampanye
pasangan calon lain.

#) Mengeunakan fasilitas dan anggaran pemerintah pusat dan
daerah

9) Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan

10y Melakukan pawai pawai atan arak-arakan yang  dilakukan

dengan berjalan kaki dan/atau dengan keduanya di jalan raya.

Berkutnys, kegiatan kampanye tdak boleh melibatkan orang-
orang dengan jatan tertenly, yailu:
1) Hakim di semuya jenis dan timgkatan peradilan
2} Pejabat BUMN/BUMD.
31 Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negern,

4) Kepala desa.

Larangan in1 tidak berlaku gpabila pejabat yung bersanghkutan
menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Seorang pejabat
negara vang menjadi calon kepala dacrah dan wakil kepala dacrah
dolam melaksanakan kampanye, horus memenui ketentoan:

1) Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

2} Menjalani cuti di luar tanggungan negara.
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3) Pengaturan lama culi dan jadwal cuti, dengan memperhatikan

keberlangsungan tugas penyelengoaraan pemerintah daerah.

Pasangan calon dilarang melibatkan pegawai negerd sipil, TNI dan
Porli, sebagai perserta kampanye dan juru bicara kampanye dalam
pemiliban kepala dacrah dan wakil kepala daerah. Selama masa
kampanye semua pejabatl negara, dan kepala desa, dilarang membuat
keputusan danfatau tindakan yang menguntungkan atau merugikan
salah satu pasangan calon,

Kampanye yang mempersoalkan dasar negara Pancasila, dan
pembukaan ULD 1945, menghing seseorang, sgama, ras, polongan,
calon kepala daerabh dan walal kepala daerah, menghasut ataw
mengadu domba partai politik, perseorangan, danfatav kelompok
masyarakal, mengpunakan kekerasan, ancaman  kekerasan, atau
menganjurkan  menggunaken  kekerasan  kepada  perscorangan,
kelompok masvarakal dansatan menagambil alih kekuasaan  dan
pemerintahan yang sah, merupakan tindak pidana, dan akan dikenakan
sunksi jika dilakukan sesur kelentuan peraturun perundang-undangsn
vang berlaku.

Sementara i,  pelanggaran  berupa merusak  danfatau
menghilangkan  alat  peraga kampanye pasangan calon lan,
menggunakan fasilitas dan anggaran pemrintah pusat dan pemerintah

daerah, menggunakan tempat ibadah, dan tempat pendidikan, serta
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melakukan pawal atau arak-arakan vang dilakukan dengan berjalan
kaki, dan/atey dengan Rendaraan dijalan rava, adalah merupakan tatn
cara kampanye dan dapat dikenakan sanksi jika dilakukan, berupa:
1) Penmgatan  tertulis  apabila  penyelenggaraan  kampanye
melanggar larangan, walaupun belum terjadi gangguan,
2) Penghentian  kegiatan  kampanye di tempat  terjadinya
pelanggaran atau di seluruh doerah pemilihan yang bersangkutan
apabila terjadi gangguan terhadap kemanan yang berpotensi

meluas ke dacrah pemilhan lan,

Tala cara pengenaan  sanksi lerhadap pelanggaran  larangan
pelaksanaan kampanye, ditetapkan oleh KPUD. Sementara 1o,
pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye vang
melibatkan hakin pada semua jenis dan lingkatan pengadilan, pejabat
BUMN.BUMD, pejabat struktural dan fungsional dalam  jabatan
negeri dan kepala desa dapat dijatubkan sanksinya oleh KPUD dalam
bentuk penghentian kampanye selama masa kampanye.

Selanjutnya, untuk mencegah terjudinyg poliik vang (money
politic), undang-undang inl juga melarang pasangan calon dan/atau
tim kampanye menjanjikon danfatau memberikan uvang atau mater
lainoya untuk mempengaruhi pemilih, Pasangan calon dan/atan tim

kampanye yvang terbukti metakukanhal tersebut berdasarkan putusan
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pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikenai
sunksi pembatalan sebagal pasangan calon oleh DPRD,
Undang-undang i1 juga mengatur mengenal dana kampanye yang

digunakan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye selama masa
kampanye, Dana kampanye dapat diperoleh duri beberapa sumber,
yaatu:

1) Pasangan calon

2) Partai politik  dan/atay gabungan  partai politik  yang

mengusulkan
3) Sumbangan pihak-pilak on yang tidak mengikal, yang meliputi

sumbangan perscorangan dan/atau badan hukum swasta.

Untuk memudahkan pengawasan, pasangan calon yang memiliki
rekening khusus dana kampanye dan rekening dimaksud didaftarkan
kepada KPUD, Sumbangan dana kampanye dari perscorangan tidak
boleh melebih Rp 50.000.000,00 dan dart badan hukum swasta tdak
boleh meleboh Rp 350,000.000,00. Di samping itu, pasangan calon
Juga dapal menerima danfatau menyertuju pembiayvaan bukan dalam
bentuk vang untuk  kegiatan kKampanyve, Pasangan calon wajib
miclaporkan Kepada KPUD setiap sumbangan yang ditenimanya, dalam
Jumlah lebih Rp 2500000000 baik dalam bentuk vang, maupun dalam
bentuk barang yang dapat dikenversikan ke dalam nilai nang. Laporan

dana kampanye terscbut, harus disampaikon oleh pasangan calon
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kepada KPUD dalam waktu satu hari scbelum masa kampanye
dimular dan satu han sesudoh masa kampanye berakhir. Kemudian,
KPUD mengumumbkan melalu media massa, laporan sumbangan dana
kampanyedan setiap pasangan calon, satu hari setelalh menerima
laporan dari pasangan calon.

Pengpunaan dana kampanye dari pasangan calon secara teknis
pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye, Penggunaan dana
kampanye tersebut wajib dilaporkan kepada KPUD paling lambat tiga
hari setelah hart pemungatan seara. Selanjutnya, KPUD menyerahkan
laporan dang kampanye dimaksud kepada Kantor akuntan publik
paling lambat dua hari sewlah KPUD menerima laporan dana
kampanye dan pasangan  calon. Kantor akuntan  publik  vang
bersanghkutan wapb meényelesatkan audit palmg lambat lima belas
hard, setelah menerima laporan dana kampanve dan KPUD. Hasil
audit tersebut divmumkan oleh KPUD, paling lambal tiga han setelah
KPUD menerima hasil audit dar kantor akuntan publik. Laporan dana
kampanye yang disampaikan oleh pasangan calon kepada KPLUD
harus memberi  akses  kepada  warga  masyarakyl  yang  ingin
mengetahui laporan diana kampanye terscbhut.

Dalam memperoleh dana kampanye, pasangan calon dilarang
menerimi sumbangan dan bantuan lain untuk kampanye yvang berasal

duri:
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1) MNegara asing, lembaga swasta asing, LSM asing, dan warga
NegEary asing.
2) Penvumbang dan pemben bantuan vang tidak jelas identitasnya.

3) Pemerintah, BUMN, BUMD.

Pasangan calon yang menerima sumbangan dan sumber-sumber
tersebul diatas tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib
melaporkan kepada paling lambat empat belas har setelah berakhir
masa kampanye dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas
negara. Pasangan calon vang menerima sumbangan dana kampanye
dari sumber tersebul diatas dikenai sanksi pembatalan sebagai calon

oleh KPUD.

4.2.4.3 Pemungutan Suara

Tahapan yvung paling menentukan dalam proses pemilihan kepala
dacrah dan wakil kepala daerah, adalah tahapan pemungutan suara.
Pemungutan suara dilakukan paling lambat satu bulan sebeluwm masa
jabatan kepaly daerah berakhir, Pemungutan suara dilaksanakan pada
lari libur atau han yvang diliburkan. Pemungutan suara dilakukan
dengan cara memberikan suara melalui sural suara, vang berisi nomor
urut, foto, dan nama pasangan calon. Jumlah surat suara dicetak sama
dengan jumlah pemilih ditambah 2 % % dan jumlah  pemalih.

Tambahan schanyak 2 % % digunakan schagai cadangan di setiap TPS
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unluk mengganli sural suara vang rusak atau salah dicoblos oleh
pemilih. Penggunesan surat suarn cadangan di setisp TPS  haros
dibuatkan berita acara. Pembernian suara di bilik svara, dilakukan
dengan mencoblos salah satu pasangan calon yang ada dalam surat
SLArH.

Apabila ada pemilih tuna netra, na daksa, atau yang mempunyai
halangan fisik lain, pada sanl pemberian suara, dapat dibantu pelugas
Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) atau orang lain atas
permintaan pemilih vang bersanghutan, Petugas KPPS atau orng lam
vang membantu pemilih tuna netra atau yang mempunyai halangan
lisik lain, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.
Mengena ketentuan pemberian bantuan kepada pemilih, sebagaimana
dimaksud diatas, lebih fangt diatur dalam pemerintah,

Setiap TPS paling banyak melavani tiga ratus orang pemilih.
Lokasi TPS ditentukan di tempat-tempat yvang muodah dijangkan,
termasuk oleh penyandang cacal, serta menjamin setiap pemilibh dapat
memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia. Mengenai
jumlah, lokasi, bentik, dan tats letak TPS ditetapkan oleh KPUD,
Untuk keperluan pemungutan suara, disediakan kotak suara scbaga
lempat surat suara yang lelah dicoblos oleh para pemilih. Mengenai
Jumlah, bahan, bentulk, vkuran dan warna kotak svars dimaksod,
ditetapkan oleh KPUD dengan  berpedeman  kepada  peraturan

perundang-undangan yang berlaku.



Pada hari pemungutan suara, schelum melaksanakan pemungutan
suarg, KPPS melakukan:
1) Membuka kotak suara.
2) Mengeluarkan seluruh isi kotak suara,
3) Mengidentfikasi jenis dokumen dan peralatan,

4) Menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

Kegiatan tersebut diatas dapat dihadinn oleh para saksi dari
pasangan calon, panitia pengawas, pemantan dan warga masvarakat
dan ha’rus dibuatkan berta acaranva, vang ditandatangani oleh KPPS,
sekurang-kurangnyy dug angeota KPPS dan dapatl ikut ditandatangani
oleh para saksi dan pasangan calon.

Sebelum dimulai pemungutan svara, ketua KPPS memberikan
penjelasan mengenal tata cara pemungulan suara, yang antara lain;

1) Dalam  membenkan swara, pemilih  diberikan  kesempatan
berdasarkan nomor urut kehadian pemilib di TPS.

2y Apahila pemilih kebetulan menerima surat suara dalam keadaan
rusak, pemilih dapal meminty surat suars pengganti kepada
KPPS dan penggantian ini hanva berlaku untuk satu kali.

3) Apahbila pemilik keliru dalam melakukan pencoblosan, pemilih
dapat meminta penggantion surgl suars kepada KPPS, dan

penggantian ganya berlaku untuk satu kah:



4) Pemilih vang telah membenkan suaranya diberi tanda Khusus
oleh KPPS. Tunda khusus dimaksud ditetapkan oleh KPUD

dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Sural suara yang sudah dicoblos oleh pemilih dinyatakan sah apubila;

1) Sural suara ditandatangani oleh/ketua KPPS.

2y Tanda coblos hanya terdapat pada satu kotak Segi empat yvang
memuat pasangan calon, atau

3y Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang
memuat nomor, folo dan nama pasangan calon yang telah
ditentukan, atau

4) Tanda coblos lebih dart same, tetapi masth di dalam salah sat
kotak seg empal, yvang memuial nomor dan nama pasangan
calon, atay

51 Tanda coblos terdapatl pada salah salu gars kotak segr empat,

yvang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon.

Setelah pemungutan susry berakhic, KPPS memulan melakukan
penghitungan suara. Sebelum memualal penghitungan suara, KPPS
terlebih dabulu menghitung:

1y Jumlah pemilibh yvang memberikan suara berdassrkan salinan
dafiar pemilib.

2} Jumlah pemilih yang berasal dar TPS lain.
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3) Jumlah surat suara yang tdak terpakai.
4y Jumlah sural suarn yvang dikembalikon oleh pemilih karena rusak

atau keliru dicoblos.

Khusus untuk surat suara tambahan (cadangan) yvang digunakan
harus dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketwa KPPS dan
sekurang-kurangnya dua orang anggotla KPPS,

Penghitungan suara harus dilakukan dan diselesaikan di TPS yang
bersangkutan dan dapat dibadinn oleh sakst pasangan calon, panitia
pengawis, pemantauy dan warga masvarakal. Saksi pasangan calon
harus membawa surat mandal dart im kampanye yang bersangkulan
dan menyerahkannya kepada ketua KPPS,

Ciuna mencegah terjudinya kecurangan dalam bentuk mamipulasi
penghitingan suara, penghitungan suara harus dilakukan dengan cara
vang memunghkinkan  saks)  pasangan  calon, panitia  pengawas,
pemantay dan warga masvarakal yvang hadir dapal menvaksikan
dengan jelas proses penghilungan suara. Pasangan calon dan warga
masyarakat, melalul saksi pasanpun yang calon vang hadir, dapat
mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh
KPPS apabila terdapat hal-hal yang tidak sesual dengan peraturan
perundang-undangan vang berlaku. lika keberatan yang digjukan oleh
saksi pasangan calon atan warga masvarakat dapat diterima, KPPS

scketika it juga melakukan pembetulan,
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Setelah selesai penghitungan swara, KPPS segera membuat berita
acarg dan sertifikat hasil penghitungan suara vang ditandatangan oleh
ketwa KPPS, dan dapat pula kot sitandatangant oleh parn saksi
pasangan calon. Kemudian saty eksemplar salinan berita acara dan
sertifikal hasil pengjitungan suara, diberikan kepada masing-masing
saksi pasangan calon dan sat eksemplar lagi ditempel di tempat
umum yang bisa dilihat oleh warga masvarakat, Pada kesempalan
pertuma sesudah penghitunpan suara, KPPS menyerahkan berila
acara, sertifikat  hasil penghiungan svara, surat-surat dan  alat
kelengkapan admmistras: pemungutan dan penghitungan suary kepada
PPS.

PPS setelah menenma berita acarn dan sertifikat hasil penghitungan
suarn tersebut, membuat berila acarn penenmaan. Sclanjuinya, PPS
melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat desa/kelurahan,
Pada sagt PPS melakukan rekapitulasi, dapat dihadin oleh saksi
pasangan calon, panitia pengawas, pemantay, warga masyarakat,
Dalam hal ini saksi pasangan calon juga harus membawa sural mandat
dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada
PPS. Pasangan calon dan warga masyvarakal, melalun saksi pasangan
calon vang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap jalanoya
penghitungan suarg oleh PPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang
tidak sesum dengan peraturan perundang-undangan yang  berlaku,

Apabila keberatan yang disampaikan oleh saksi dapat diterima, PPS



seketika itu juga melakukan pembetulan. Sctelah selesai melakukan
rekapitulasy hasil penghitungan suara di semua TPS yang ada dalam
wilavah kena desa/kelurahan yang bersangkutan, PPS membuat berita
acarn  dan  sertifikat rekapitulasi  hasil penghitungan suara, yang
ditandatangani oleh ketua dan sckrang-Kurangnya dua orang anggota
PPS, serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon.

PPS wajib memberikan saty cksemplar satn eksemplar salinan
berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di PPS kepada
masing-masing soksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan
sulu eksemplar di tempatl umum vang dapat dilihat warga masyarakal,
Sclanjuinya, satu  cksemplar berkas  berity acara dan  sertilikat
rekapitulasy hasil penghitungan sunra di PPS diserabhkan kepada PPK
setempat, PPK setelah  menenima  berita  acara  dan  serlifikat
rekapilulasi hasil penghitungan svara dari PPS membual berita acara
penerimaan, Selanjutoyva, PPR mengadakan rapat pleno dalam rangka
melakukan rekapiiulasi jumlah suara untuk tingkat kecamatan. Rapat
pleno ini dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panilia pengawas,
pemantau, dan wargs masyarakat. Untuk menghadin rapat pleno ini
siksi pasangan calon harus membawa sural mandat dan tim Kampanye
vang bersangkutan dan menyerahkannva kepada PPK. Dalam rapat
pleno in pasangan calon dan wargn masyarakat, melalun saks yang
hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan

suary yvang dilakukan PPK apabila ternyata terdapat hal-hal vang tidak
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sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila keberatan yvang
digjukan tersebut dapat diterima dengan alasun dan bukt vang kuat,
sehetka it juga PPK melakukan  pembetulan. Setelah  selesm
melakukan rekapitulasi hasil penghilungan suard untuk semua PPS
vang ada dolam wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan, PPK
membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan
suarn vang ditandatangani oleh ketun dan sekurang-kurnngnya dua
angeoty PPE, serta ihut ditandatangani oleh saksi pasanpan calon
vang hadir: Dalam hal ini PPK wajib memberikan satu eksemplar
salinan bernta acara dan sertilikat rekapitulas: hasil penghitungan suara
tersebutl kepada saksi yang hadir dan menempelkan satu eksemplar
sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum. Seterusnya PPE
wajib menyerahkan satu cksemplar berkas bernta acara dan sertifikat
rekapitulasy  hasil  penghilungan  suara  tersebul  kepada KPU
kabupaten/kota,

KPU kabupaten/kota. setelah menerima berkas berita acara dan
sertifikal rekapitulasi hasil penghitungan suara, membuat berita acara
penerimaan. Kemudian KPU  kabupaten'kota  yang  bersangkutan
menvelenggarakan rapat pleno dalam rangka melakukan rekapitulasi
hasil penghitungan suara unluk semua kecamatan yang ads dalam
wilavah kabupaten/kota vang bersanghkutan, Rapat pleno int dapat
dihadirt oleh saksi pasangan calon, panibia pengawas. pemantau dan

warga masyarakat, Untuk menghadiri rapat pleno, saksi harus



membawa sural mandal dac tm kampanye yang bersangkutan dan
menyerghkannya kepada KPU  kabupaten kota, melalui sokst yang
ladir., pasangan calon dan warga masyarokat dapat mengajukan
keberatan terhadap jalanmya penghitungan suara oleh kabupatenfkola
yvang bacrsangkutun, apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak
sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila
keberatan vang digjukan tersebut berdasarkan alasan dan bokri-buku
vang kuat ditenma. maka ketika itw juga rapat pleno KPUD
kabupaten/kota melakukan pembetulan. Seielah rekapitulast hasil
penghitungan suara unlul semua kecamatan vang ada dalam wilaysh
kabupaten/kola yvang bersangkutan selesai, KPUD kabupaten/kola
membuat berita acara dan sertifikal rekapitulasi hasil penghitungan
suarn, yang ditandatangant oleh ketua dan sekurang-kuranpnya dua
orang  angegola KPUD  kabupaten/kota vang  bersangkutan, serla
ditandatangani oleh soks: masing-masing pasangan calon vang hadir,
Lebih lanjut KPUD kabupaten'kota wajib memberikan satu eksemplar
sulinan berila acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara
kepada saksi pasangan calon yang hadic dan menempelkan salu
chsemplar sertilikat hasil penghitungan suara di tempat umum. KPUD
kabupaten/kota wajib menverahkon satu cksemplar benta acara dan
sertifikat hasil penghitungan suara kabupaten/kota kepada KPUD

provinsi, dalam wilayah KPUD kabupaten/kota berada.



Untuk pemilihan  kepala  dacrah  dan wakil kepala  daerah
kabupaten/kota, berita acara dan rekapitulasi hasil penghitlungan suara,
serta penctapan pasangan calon terpilil, dilakukan dalam rapat pleno
KPUD kabupaten/kota vang bersangkutan. Hasil penetapan pasangan
cialon terpilih tersebut disampaikan kepada DPRD kabupatenfkota
vang bersangkutan, untuk diproses pengesahan dan penagangkatannya
sesual dengan peraturan perundang-undangan yvang berlaku.

Sementara itu, untuk kepala dacrah dan wakil kepala daerah
provisni, KPUD provinsi setelah menerima berita acara dan sertilikat
hasil penghitungan suara, membual berila acard penetimaan dan
melakukan  rekapiulasi  jumlah  suars untuk  ltingkal  provisnod,
Rekaprttulas: jumlah suara im dilakokan dalam suatu rapat pleno vang
dapat dihadin oleh sakss pasangan calon, panitia pengawas, pemantau,
dan warga masyarakat, Untuk dapat menghadin rapat pleno ini, saksi
pasangan calon harus membawa surat mandat dar um kampanye vang
bersangkutan dan menyverahkannya kepada KPUD provisni. Pasangan
calon dan warga masyarakat dapat mengajukan keberatan melalug
sukst yang hadir mengena jolannyva penghitungan suara gpabila
ternyvala  teradapat  hal-hal wvang tdak  sesual dengan  peraturan
perundang-undangan, Apabila keberatan vang diajukan oleh atau
metalui saksi pasangan calon dapatl diterima berdasarkan alasan dan
bukti-bukty yang cukup. KPUD provism seketika ity juga melakulkan

perbaikan, setelah selesal melakukan hasil penghitungan suara untuk

129



semua KPUD kabupaten/kota. KPUD provinsi membuat berita acara
dan  sertifikat  rekapitulasi hasil  penghilungan  spara,  yang
ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya dua orang anggola
KPUD provinst, serta ikut ditandatangai oleh saksi pasangan calon
vang hadir. KPUD provinst wajib memberikan kepada saksi pusangan
calon. satu eksemplar salinan berita acara dan sertifikal rekapiulas:
hasil penghitungan suara dimaksud dan menempelkan satu eksemplar
sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum vang bisa dilihat
masyarakal, Berdasarkan berita acara dan serufikat rekapitulast hasil
penghitungan suara tersebut, rmpat pleno KPUD provinsi menetapkan
pasangan calon terpilih. Hasil penetapan pasangan calon terpilih
tersebutl disampaikan kepada DPRD provinst yvang bersangkutan untuk
diproses pengesahun dan pengangkatannya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

i TPS-TPS tertentu dapat dilakukan penghitungan suara wlang
apabila dar hasil penelitian dan pemeriksaan. terbuki terdapal satu
atau lebih penyvimpangan sebagal bertkut:

1) Penghitungan suarn dilukukan tertutup,

2) Penghitungan  swarn  dilakukan  di tempal vang  Kurang

penerangan cahaya,

3) Suksi pasangan calon, panitin pengawas, pemantan dan wargn

masyarakal tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara

seeara jelas,
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4) Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan
wakiu yang telah ditentukan,
5) Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan swrat suarn sah

dan sural suara tidak sah.

Sementara 1w, penghitungan ulang surat suara di ungkat PPS
dilakukan, apabila terjadi perbedaan data jumlah suara di TPS dan
penghitungan wlang surat siara di PPK dilakukan apabila tegadi
perbedaan data jumlah swara dari PPS. lika terjadi perbedaan data
Jumlah suarn di tngkat KPUD kabupaten/kots dun KPUD provins,
dapat dilakukan penpecekan ulang terhadap sertilikar rekapitulasi
hasil penghitungan suara pada satu tnghkat dibawahnya,

Lebih lanjut di TPS-TPS tertentu dapat dilakukan pemungutan
suarg ulang apabila lerjadi kerusuhan vang mengakibatkan hasil
pemungutan suara tdak dapat dilakukan, Di samping itu, pemungutan
suara di TPS dapat diuwlang apabila dar hasil penelivan  dan
pemeriksaan panitia pengawas kecamuatan terbukti tecdapat satu atau
lebih dur keadaan sebagan berikut:

1) Pembukaan kota suara dan/stay berkas pemungutan suara dan
penghitungan suara tdak dilakukan menurul lala cars vang

ditetaplkan dalam peraturan perundang-undangan.
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2y Peérugas KPPS meminta  pemilih membeni landa  kKhusus,
menandatangan atuu menulis namya alamatnya pada surat suarn
vang sudah digunakan.

3) Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari
satu kali pada TPS yang sama atuu TPS yvang berbeda,

4) Petugas KPPS merusak lebih dari sat suratl suara vang sudah
digunakan olel pemilih, sehingga surat suara tersebul menjadi
tidak sah.

5) Lebih dan seorang pemilih yang tidak terdafiar sebagan pemilih,

mendapal kesempatan memberikan suarg di TPS,

Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang hanva dapat
dilakubkan berdasarkan keputusan PPK, dan harus sudah dilaksanakan
selambat-lambatnya tujuh har, sesudah hari pemungutan suara.

Apabila terdapat keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan
kepala daerah dan wakil kepala daerah, keberatan tersebut dapat
diajukan oleh pasangan calon, kepad Mahkamah Agung, dalam wakiu
paling lambat tiga harr setelah penetapan hasil pemilihan kepala
dacrah dan wakil kepala daerah. Keberatan yang digjukan kepada
Mahkamah Apgung hanva berkenaan dengan hasil penghitungan suara
yang  mempengaruh  terpeilihnya pasangan calon.  Pengajusn
keberatan kepada Mabkamah Agung disampaikan melalun pengadilan

tinggl untuk pemilihan kepala daerah provinsi dan kepada pengadilan



negeri unluk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
kabupaten/kots, Mahkamah Agung harus telah memutus sengketn
lasil penghitungn suara paling lambat empal belas hari sejak
diterimanya permohonan keberatan oleh pengadilan tinggi/pengadilan
nezert; Mahkamah Agung. Putusan Mahkamash Apung dalam hal ini
bersifat final dan mengikat, dalam arti tidak ada lagi upaya hukum lain
vang dapat ditempub untuk membatalkan putusan tersebut. Dalam
melaksanakan  kewenangannya  untuk memerikass  dan memutus
sengheta  hasil  penghitungan  suara, Mabkamah  Agung  dapat
moendelegasikan  kepada pengadilan tnggr  untuk sengketa  hasil
penghitungan suara pemilihan kepala dacrah dan wakil kepala daerah
kabupaten/kota. Putusan pengadilan tingg: dalam hali i juga bersifot
finul dan mengikat.

Berbeda dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil
presiden,  kewenangan memutus dan memerlksa  sengheta  hasil
penzhitungan suara, ada pada Mahkamah Konsutusi Sementara
menurut pasal 106 UL Nomor 32 Tahun 2004, yang berwenang
memutus  sengketa pilkada  adalah Mahksmah  Agung  danfatan

pengadilan tngg.
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4.2.4.6 Penctapan Calon Terpilih dan Pelantikan

Berdasarkan berita acara dan sertifikat hasil penghilungan suarn

KPUD provinst aton KPUD  kabupaten/kota, melalut rapat pleno

menetapkan calon terpilih dengan ketentuan sebagat berikut:

1)

3)

45

Pasangan calon kepala dacrah dan wakil kepala daerah yang
memperoleh suara lebibh dan 50 % dar jumlah sovara sah
ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.

Apabila tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih
dari 50 % dart jumlsh suarn sah, pasangan calon yang
memperoleh suara lebih dart 25 % darl jumlah suara sah
pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar, di antarg yang
memperoleh suara 23 % dinyatakan sebagan pasangan calon
terpilih.

Apabila terdapat lebih dari satu pasangan calon vang perolehan
supranya sama dan di gtas 25 % (dua pulub lima persen) dar
suara  sah, penentuan  pasangan  calon terpilih  dilakukan
berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas,

Apabila ndak oda pasangan calon yang perolehan suaranya
mencapal 25 % dar suara sah, dilakukan pemilihan putaran
kedug vang ditkuti oleh pemenang perlama dan pemenang
kedua.

Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada poin

(4), diperoleh oleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan
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pemenang perama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah
perolehan suara yang lebih luas.

6] Apabila pemenang kedua, sebagaimana dimaksud pada poin (4),
diperoleh oleh lebih dam salw pasangan calon, penentuan
pasangan calon vang dupal ikut pada putaran kedua dilakukan

berdasarkan wilavah perolehan suara vang lebih besar,

Apabila calon wakil kepala daerah terpilih berhalangan tetap, calon
kepala  daerah  terpilth tetap  dilantk  sebagar  kepala  dacrah,
Selanjutnya kepala daerah vang baru dilantik mengusulkan dug orang
calon wakil kepala dacrah kepada DPRD untuk dipilib. Scbaliknya,
apabila calon kepala daerab terpilih yang berhalanpan tetap, calon
wakil kepala daerah terpihh  dilanuk  menjadi kepala  daerah.
Selanjutoya kepala daerah yvang baru dilantik mengusulkan dua orang
calon wakil kepala dacrah kepada DPRD untuk dipilih,

Jika pasangan calon terpilih vang berhalangan tetap, partan politk
atau gabungan partai politik yvang pasangan calonnya memperoleh
suard terbanyak pertama dan kedua dibawah pasangan calon terpilih,
mengusulkan pasangan calon kepada DPRD untk dipilih menjadi
kepala daerah dan wakil kepala daerah sclambat-lambatnya dalam
walktu enam puluh hari. Demikian juga halnya dalampemilibhan wakil

kepala  daerah  sebagal  penggant wakil  kepala  daerah  vang
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berhalangan tetap harus dilakukan selambat-lambatnya dalam wakiu
enam puluh hari.

Setelah pasangan calon terpilih ditetapkan oleh KPUD vang
bersangkutan, diteruskon ke DPRD wntuk selanjuinya  divsulkan
kepada presiden melalui menteri dalam negeri bagi pasangan calon
gubernur dan wakil gubernur, dan kepada menteri dalam neger
melalui gubernur bagl pasangan calon bupati/walikola dan wakil
bupati/wakil  waliketa, untuk  mendapatkan  pengesshan  dan
pengangkatan:

Sebelum memanpku jabalan, kepala dacrah dan wakil kepala

dacrah dilantuk dengan mengucapkan sumpah/janji vang dipandu oleh
pejabat yang melantik dengan sumpahijanji sebagai berikut:
“Dend Allah (Tuban), sava bersumpali/berianyi akan  memenuhi
kewajiban sava sébagai kepala daerat/wakil kepala daeraah dengan
sebaik-hatknya dan seadil-adilnyva, memegang feguh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesic Tahun (945 dan menjolankan
segaly undang-undang dan peraturonnva dengan selurus-larusnva,
serta berbakti kepada masvarakat, nusa dan hangsa”,

Gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh menten dalam negen
atas nama presiden, sedangkan bupati/walikola dan wakil bupati/wakil
walikota diluntik oleh gibernur atas name menteri dalam negeri

Pelantikan dimaksud dilaksanakan dalam rapat paripurma DPRD.
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Bagi kepala daerah vang berakhir masa jabatannva pada tahun
2004 sampal dengun bulan Jum 2005, diselengearakan pemilihan
kepala daerah secara langsung, sebagammmana dimaksud dalam UU
Nomor 32 Tahun 2004, Sementata itu, uotuk kepala daerah vang
berakhir masa jabatannyes pada bulan Januari 2009, sampal dengan
bulan Juli 2009 pemilihan kepala daerahnya diselengearakan pada
bulan Desember 2008, Bagi kepala daerabh yang berakhir masa
Jjabatannya  sebelum  Juni 2005 sejak masa  jabatannya berakhir,
diangkat seorang penjabat kepala daerah. Sementara penjabat kepala
dacrah yvang disngkal sebelum berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004
ini, tetap menjalankan tugasnya sampai berakhimys masy jabatannya.

Apabila masa jabatan gubernur dan bupati/walikota yang berada
dalam satu daerah berakhir pada bulan dan tahun yang sama danfatau
dalam kurun wakiu satu sampai dengan tiga puluh har, pemungutan
suara diselengearakan pada han yang sama.

Khusus untuk pemilihian kepala dacrah dan wakil kepala dacrah
yang jatuh pada tahun 20008, bayvanya dibebankan kepada APBN, dan

APBD.

4.2.4.7 Ketentuan Pidana
Ketentuan pidana yang dimuat dalam UL Nomor 32 Tahun 2004
diatur dalam lima pasal, yaitu pasal 115 sampail dengan pasal 19,

yvang isinya memual berbagai macam bentuk tndak pidana yang
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mungkin tegjadi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala dacrah dan

wakil kepals daerah dan diancam dengan sunksi, baik dolam bentuk

pidana  penjara dan/atau  denda, vang berkisar antara serendah-

rendahnya tiga bulan sampai selinggi-tingginya tigg tahun dan.atay

denda serendah-rendahnyn Rp 100,000,00 dan setingai-tingginya Rp

LO00.000.000.00.  Ketentwan pidana beserta sanksi yang termuat

dalam UL NMomor 32 Tahun 2004 dapat dilihat pada tabel sebagai

benkut:

Tabel 4.5

Ketentuan Pidana Penyelengearan Pilkada dalam UU Nomor 32 Tahun 2004

Pasal Macam Tindak Pidana Sanksi
Pidana Denda
pinjara

Pasal 115

Ayat{l) Setiap orang vang dengan sengaja 15 hiart - Rop DOCLOO0,0H) -
memberikan keterangan vang tidak 3 bulan Rp 1.000.000,00
benar mengenai dirl sendin atau dir
orang lain tentang suatu hal vang
diperlukan untuk pengision daftar
pemilih.

Ayat(2) ﬁ[ap orang yang dengan sengaja I bulan R_p_:'!ﬂﬁ.ﬂﬂﬂ..i}[] -
menyvebabkan orang lain kehilangan 6 bulan Ep 2000 000,00
hak pilihnya dan orang yang
kehilangan hak pilihnya tersebut
mengadukan.

Ayat (3) Setiap orang yang dengan sengaja 3 bulan Ep 600.000,00 -
memalsukan surat yang menurut I8 bulan Ep 6000000
suatu aturan dalam Undang-Lindang
ini diperlukan uniuk menjalankan
stz
perbuatan dengan maksud untuk
digunakan sendin atau orang lain
sehagal seolah-olah surat sah atau
tidak dipalsukan.

Avyat (4) Setiap orang vang dengan sengaja 3 bulan Ep 60000000 -
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dan mengetahui bahwa suatu surat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adnlah tidak sah atau dipalsukan,
menggunakannya, atan menyuruh
orang lain menggunakannya sebagai
surat sah.

I8 bulan

Rp 600000000

Avyat |5)

Setinp orang vang dengan kekerasan
atan dengan ancaman kekuasann
vang ada padanya sast pendafiaran
pemilih menghatang-hatangi
seseorang untuk terdaftar sebagai
pemilih dalam Pemilihan kepala
daerah menurut undang-undang ini.

3 bulan ~
I8 bulan

Rp 600.000.00 -
Rp 600000000

Ayat (6)

Setiap orang vang dengan sengaja
memberikan keterangan yang tidak
benar atau menggunakan surat palsu
seolah-olah sebagai sural vang sah
tentang suatu hal vang diperlukan
bagi persyaratan untuk menjadi
pasangan cafon kepala daerah/wakil
kepala daerah.

3 bulan -
I8 bulan

Rp 600,000,000 -
Rp 6.000.000,00

Pasal 116
Ayat (1)

Setiap orang vang dengan sengaja
melakukan kampanye di [uar jadwal
waktu yang telah ditetapkan oleh
KPUD untuk masing-masing
pasangan calon sehagaimansa
dimaksud dalam pasal 75 avat (2).

15 by -
3 bulan

Rp 100.000,00 -
Rp 1.000.000,00

Ayat(2)

Setiap orang vang dengan sengaja
melanggar ketentuan larangan
pelaksanaan kampanye sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 78 huruf a;
huruf b, b e, horuf d, huruf ¢ dan
huruf £

3 bulan -
1% bulan

Rp 600.000,00 -
Rp 6.000.000,00

Ayat (3)

Setiap orang yang dengan sengaja
melanggar ketentuan larangan
pelaksanaan kampanye pemilithan
kepala daerah dan wakil kepala
daerah sebagaimona dimaksud dalam
Pasal 78 buruf g, huraf h, huruf'i dan
hurut'j dan Pasal 79 ayat (1), avat
(3}, domayat (4],

I bulan -
i bulan

Rp 100.000.00 -
Rp 1.000.000,00

Avyat (4)

Setiap pejabat negara, pejabat
struktural dan fungsional dalam
Jubatan negen dan kepala desa yvang
dengan sengaja melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
LER

| bulan -
& bulan

Fop 60000000 -
Fop 6.000.000,00

Avyat (5)

Setiap orang vang dengan sengaja
mengacaukan, menghalangi, atau

I bulan -
t» bulan

Rp oobo0000 -
Bp 600000000
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mengganggy jalannys kampanye.

Avyat (6) Setiap orang yang membern atau 4 bulan - Ep
menerima dana kampanye melebihi 24 bulan 2000 00 GO0, 00 -
batas yvang ditentukan sebagaimana Rp
dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3. 1O00.000.000.00

Ayat(7) Setiap orang vang dengan sengajo 4 buelan - Ep
menerima atau memberi dana 24 bulan 2000000 000,00 -
kampanve dari atau kepada pihak- Rp
pilak yang dilarang sebagnimana 100000000000
dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1},
dan/atan tidak memenuhi kewajiban
sehagaimana dimaksud dalnm Pasal
85 mynt (2).

Avyat () Setinp orang vang dengan sengajn 2 bulan - Rp LOO0 000,00 -
memberikan keterangan yang tidak 12 bulan Rp
benar dalam laporan dana kampanyve 1 000.000.000,00
sebapaimana diwajibkan oleh

 Undang-Undang in.

Pasal 117

Avat(l) Setinp orang vang dengan sengaja 2 bulan Rp 1.000.000.00 -
menggunakan kekerasan atau 12 bulan Ep 10,000,000, 00
uncaman kekerasan dan menghalang-
lialangi seseorang vang akan
melakukan haknya untuk memilih.

Ayat{2) Setiap orang vang dengan sengaja 2 bulan Rp L.O00_G00,00 -
member] atau menjunjikan vang atau | 12 bulan Ep 10.000.000.00
nuateri lainnya kepada seseorang
supaya tidak menggunakan hak
pilihnya, atan memilih Pasangan
cilon tertentu, atau menggunakan
hak pilihnya dengan cara tertentu
schingga sural suaranva menjadi
tidak sah,

Ayat (3) Setiap orang vang pada waktu 15 Tt - Rp 1O0.000,00 -
pemungutan suara dengan sengaja 60 han Rp [.O00_000,00
mengaku dirinya sebagal orang lain
untuk menggunakan hak pilib.

Ayat (4) Setiap orang vang pada waktu I bulan Rep 200.000,00 -
pemungutan susra dengan sengaja 4 bulan Rep 20000000, 00
mengaku dirmya sebagail orang lain
untuk menggunakan hak pilib.

Ayat (5) Setiap orang vang dengan sengaja fs bulan Rp 100000000 -
menggagalkan pemungutan suaro. 3 tahun Ep 10000 G000

Avyat (&) Seorang majikan atau atasan yang 2 bulan Rp 100000000 -
tidak memberikan kesempatan 12 bulan Rep [O000.000.00
kepada seorang pekeria untuk
memberikan suaranya, kecuali
dengan alasan bahwa pekerjaan
tersebut tidak bisa ditinggalkan.

Ayat (7) Setiap orang yang denpan sengaja 2 bulan Ep LOO0 000,00
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pada wakiu pemungutan suara
mendampingt seorang pemilih selain
vang diatur sehagpimana dimaksud

12 bulan

Rp 00000000 00

Ayat (B)

Setiap orang yang bertugas
membaniu pemilih sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 avat (2}
dengan sengaja memberitahukan
pilihan si pemilih kepada orang lain.

2 bulan —
12 bulan

Rp 1.OOD.O00.00 -
Rp 00000000 D

Pasal 118
Ayat{l)

Setiap orang yang dengan sengajn
melakukan perbuaton vang
menyebabkan suara seorang pemilih
menjadi tidak berharga atau
menvebabkan Pasangan calon
tertentu mendapat tambakan suara
utan perolehan suaranya berkurang.

2 bulan —
| tahun

Rp LOOGD.O00.00 -
Rp 100000,

Avat(2)

Setiap orang vang dengan sengaja
merusak atau menghilangkan hasil
pemungutan Suara yang sudah
disegel.

4 bulan -
2 tahun

Rp 2,000.000,00 -
Rp 20.000.000,00

Ayat{3)

Setiap orang vang karena
kelalaiannva menvebabkan rusak
atan hilangnya hasil pemungutan
suara vang sudah disegel.

15 hari -
2 bulan

Rp 100.000,00 -
Rp 1.000.000,00

Avat (4)

Setiap orang vang dengan sengaja
mengubah hasil penghitungan suara
dan/atau berita acara dan sertifikat
hasil penghilungan suar.

i bulan -
3 tahun

Rp
100.000.000,00 -~
Rp 1.000.000.000

Pasal 119

Jika tindak pidana dilakukan dengan
sengaja oleh penyelenggarn atau
pasangan cafon. ancaman pidananya
ditambah 1/3 {satu pertiga) dan
pidana yang diatur dalam Pasal 115,
Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal 118,

4.3 Hasil Penelitian

Pada sub bab im berisikan analisa hasil penclitian yang menggunakan

teknik analisis st deéngan pendekatan kualitanl Pencarian data-data melalud

dokumen-dokumen terkait Pilkada dan wawancara dengan mlomman. Pencliti

memilih KPU Kabupaten Pandeglang. KPU Kota Tangerang Selatan, DPRD

Kabupaten Pandeglang, DPRD Kota Tangerang Seclatan, dan Panwas scbagai
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informan dalam  penclitian ini, Penchiti menetapkan  pihak-pihak yang
disebutkan diatas sebagai informan karens merekn adalah pihak-pihak vang
terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada. Data-data yvang diperoleh melalui
studi dokumentasi dan wawancara diperlukan untuk mengetahui bagaimana
penyelenggaraan Pilkada sccara langsung menvrut UL Nomor 32 Tahun

2004,

4.3.1 Masalah Kepastan Hukum Identitas Peonyelengeara Pemilihan Kepala
Daerah Secara Langsung

Dalam penyelenggaraan kenegaraan, diperlukan adanya pedoman
secarg tertulis. Tidak terkecuali dalam hal penyelenggarnan pemilihan
kepala daerah secara langsung di Indonesia.

Peran kepastian hukum dalam rangka penyelenggaraan pilkada
secars longsung sangatleh penting agar pilkads dapat begalan sesuat
dengan harapan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penelii dengan
Ketwa KPU Kabupaten Pandeglang vailu Bapak Budi Prakeso, beliau
menjelaskan tentang pedoman hukum penyelenggaraan pilkada secara
langsung sebagai bertkut:

“UL Nemor 32 Talun 2004 swdab  didak dipakai  rerkaidt
penvelenggaranva, Tetapi pemvelenggaraannyva masth menggunakan

U Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahon 2004 mengatur
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temtang cara pemvelenggaraan pemily bupati dan wakil, disebutlah
pitkada. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tetap dipakai ™

Hal yang hampir sama sepertt yang disampatkan oleh Bapak Budi
Prakoso. dijelaskan oleh Komisioner KPU Kote Tangerang Selatan
Bapak Sam Anl ketks diwawancara oleh peneliti terkait pedoman
hukum yang digunakan. Berikut penjelasan beliau sebagat beriku
“Dalam penvelenggaraan Pemilukada Walikota Tangerang Selatan
kemarin, walaupun ada perbedaan digmtagra UL 32 Tahun 2004 dan
UL Penvelenggara Pemifu, tetapi kami menggunakan dua nndang-
undang tersebut sebagai landasan Pemilukada Tungsel .

Dalam penjelasan lebih lanjut, Ketua KPLU Kabupaten Pandeglang
Bapak Budi Prakoso menuturkan bahwa dalam proses penvelenggaraan
pilkada ada dua regulasi yang dipakai. Benkut jawaban belian yang
disampaikan kepada peneli;

“Sesungguhnva dalaom proses penvelenggaraan pemilu itu ada 2 hal,
Regulaxi menvanghut tata cara penvelenggaraan dan regulasi vans
menvangkut  tentang  penvelenggaranva, Dwe  hal  vang  berheda
Regulasi pemvelenggaraannva berdasarkan UL Nomor 32 Tahun 2004,
dan UL Nomor 22 Tahun 2007 ientang penvelengparanva. Regulasi
teatany proses pemvelenggaraannya (i masih diatar dalam (U Nomor
2 Tahun 20047,

Dari pernyataan Bapak Budi Prakoso dan Bapak Sam Ani yang

discbutkan diatas dapat diketahui, bahwa dalam proses pelaksanaan
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pemiliban kepala daerah secara langsung ada regulasi yang dipakai
sebagal pedoman, Repulas) tersebut ada dua vaity, pertama regulasi
terkait penyelengearaan pemiliban kepala daeral secara langsung,
Kedua, regulas terkait penyelenggara pemilihan kepala daerah secara
langsung, Dua regulasi tersebut diatur dalam perangkal undang-undang
wvang terpisah. Regulasi penyelenggarman pilkada ada d&i dalam UU
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan regulasi
penyelenggara pilkada diatur di dalam ULl Nomor 22 Tahun 2007
tentang Penyelenggara Pemiliban Umum.

Ketun KPLU Pandeglang Bapak Budi Prakoso menyampaikan
kepada peneliti dengan adanya dua regulasi yakni UU Nomor 32 Tahun
2004 dan UL Nomor 22 Tahun 2007 berakibat adanya beberapa
perubahan menyangkut pelaksanaan Pilkada, Salah satu yvang berubah
adalah terkait KPUD. Benkut pemaparan beliau:

“Tidak ada seilah KPUD, sgat ini vang ada  adaloh KPU
Kabupaten/Kota. KPUD ta hanva ada dalam ULD Nomer 32 Tahun
2004, Sekarang sudah bukan KPUD lagi sejak tabun 2000 ofy 2008
sorry, Saat ini disehbut KPU Kabupaten garis miving Kota. Kalay KPU
Kabupaten Pandeglang disechut KPU Kabupaten Pandeglang, KPU
Kota Tangerane Scelatan, KPU Proviesi Banten. Hal it dalom UL
Namaor 22 Tahun 2007, demibian pula dalam Undang-Undang vang
barn Nomar £33 Tahun 2001 tentang penvelenggara pemifu. Disebutkan

bukan KPUD tadi itu, tapi KPU Kabupaten/Kota, It perbedaannya,
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Bordasarkan jawaban vang disampaikan oleh Bapak Budi Prakoso
diatas, wda  perbedsan mendasar  terkanl penyelenpgoara  pilkada.
Disebutkan di dalam pasal 57 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerinlahan Daerah bahwa penyelenggara pilkada adalah
KPUD, Pasal tersebut berbunyi,

“Pemiliban kepala daerah dan wakil kepale daerah diselenggarakan
oleh KPUD vang hertangoungiowab kepada DPRD™.

Sementara ite, di dalam UL Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyvelengeara Pemilihan Umum disebutkan penvelenggara prlkada it
adalah KPU Kabupaten/Kola, seperti yang lercantum dalam pasal ayat
(1) yang berbunyi sebagai berikut,

“Komisi Pemifthan Umnm Provingg dan Konsi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, selanjutnva  disebut KPU Provinsi dan  KPU
Kabupaten/Kota, adalah Penvelenggara Pemily di provingg  dan
kabupatendbota

Melihat dua pasal tersebut dintas, jelas terlihat ada perbedaan
mengenat identitas komisi pemilihan umum. Berdasarkan perbedaan
pihak penyelenggura pilkada seperti yang disebutkan diatas, secarn
sckilas tdak ada permasalahan kelihimannya, Akan tetapt sesungguhnya
substansinya jauh berbeda.

Pihak penyelenggara vang dimaksud di dalam UL Nomor 32
Tahun 2004 vaitu KPUD merupakan bagian dan subkoordinas: dan

pemerintah doerah. Huruf D™ dalam “KPUD™ ilu menunjukkan bagian
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integral dari pemerintah dacrah, D lain pibak, dalam UL Nomor 22
Tahun 2007, KPU tunpa "D Kabupaten/Kota merupakan komisi yang
sifatnya hirarkis berjenjang dengan KPU vang ada di tingkat alasaya.
Hal ity ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2007
yang berbunyi:

“Kev, KPU Provinst, dan KPU  Kabuparen/Kota  hersifar
Rierarkis™.

Dengan adanya perbedaan mi menunjukkan bahwa ada peraturan
yang saling tumpang tindih antara undang-undang vang sawn dengan
undang-undang yang lainnva terkait pihak penyelenggara pemilihan
umum kepala daerah secara langsung, Undang-undang yang saling
tumpang tindih tersebut alah UU Nomor 32 Tohun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dengan UL Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemiliban Umum. Tumpang tndib terjadi dikarenakan
UL Nomor 22 Tahun 2007 bukanlah undang-undang yang diterbitkan
schagal revisi undang-undang yvang laimn, dalam hal im UU Nemor 32
Tahun 2004, Schingea, pasal-pasal datam UL Nomor 32 Tahun 2004
tetap berlaku sepenuhnya.

Selain i, Bapak Budi Prakoso menvampaikan alasan dipakamya
dus undang-undang tersebut,

“Karena disini ada dua asas hukum, Asas pertama asas fex
specialist derencat lex generalis, dan ado lagi lex. . ee.. lupa sava

namanva. Yang bhusus meantup vang wmum, Lex spesialisnva UL
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432

Namor 32 Tahun 2004 mengenal kepalo daeral. Ada fuga asas, lupa
istilahnya saya, undang-undang vang keluar belakangan akan menutuo
veng terdalulu. Sayva pakai dua asay e,

Pemaparan Ketua KPU Pandegling Bapak Budi Prakoso, dengan
mengounakan dua asas hukum  yang disebutkan di atas, semokin
menguatkan babhwa dalam proses pelaksanaan pemiliban kepala daerah
sceara langsung menggunakan UL Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintghan  Daerah dan UL Nomor 22 Tahun 2007  tentang

Penyelengeara Pemilihan Umum.

Permasalahan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah terkait Penvelenggaraan Pilkada
4.3.2.1 Masaloh Pagal 57 ayat (1)
Berdasarkan penelitian peneliti, terdapat pasal-pasal dalam
UL Nomor 32 Tahun 2004 terkall penyelenggaraan pemilihan
kepala dacrah secara langsung vang menimbulkan masalah.
Pasal wvang rentan menimbulkan masalab adalah  pasal
dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menjelaskan tenlang
penvelenggara pemilihan kepala dacrab. Di dalam pasal 57 avat
(1) discbutkan babwa “Pemilthan kepala docraf dan wakil
kepala  daerah  diselenggarakan ofeh  KPUD  yang

hertanggungiawab kepada DPRD™.

147



Melalui wawancara, Ketua KPU Kabupaten Pandeslang

menjelaskan  terkait  peran  penyelengpara  pilkade KPUD
sebagaimana yvang dimaksud dalam UU Nomor 32 Tahun 2004
schagai berikut:
“Dalam istifah KPUD peraturan penyelenggaraan pilkada yang
membuar  KPUD  dengan  sistematiba yvaneg  diciur oleh
Kemendagri, KPU i o yistematikbonva,  rvambu-rambu
unmnye, Silahkan KPUD membuat sesuoi dengan kebutuhan
di daerah masing-maxing. Antara peraturan penyelenggaraan
pemifukada df Pandeglang dengan Bekasi berbeda, Walaupun
secara wmium sama tapi ade hal-hal vang sifatmva reknis
herbeda. Implikasinva adalah, amran tekniy penvelengearaan,
regulasi penvelengearaan pilkada tevserah KPUDT

Berdasarkan penjelasan Bapak Budi Prakoso  tersebut
diatas, penelinl menemukan adanya masalah terkail kewenangan
KPUD schagai penvelenggara pilkada. Masalah yang dimaksud
adalah kewenangan yang diberikan  kepada KPUD  untuk
membuat aturan sendir terkait pilkada dengan mengacu dengan
rambu-rambu vang sudah ditetapkan Kemendagn.

Adanya kewenangan KPUD untuk membuat aturan sendiri
dalam hal penvelengporaan  pilkada, KPUD skan mudah
dimasuki pesan-pesan atau intervensi dan pihak-pihak  luar.

Dengan posisi KPUD di kabupaten adalah bagian yvang tidak
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terpisahkan dari pemerintah daerah, seperti yang discbutkan
dalam pasal 37 ayat (1) UL Nomor 32 Tahun 2004, maka
peluang terjadinya KPUD terintervenst oleb incumbent sangat
besar,

Sementart itu, pasal di dalam pasal 5 ayat (1) UU Nomor
22 Tahun 2007 menyebutkan KPU Kabupaten/Kota bersifan
hirarkis. Maka dar itw, dalam konteks awran kewenangan
KPUD dalam membuat aturan teknis penvelenggaraan pilkada
terdapat bentrok. Bentrok vang dimaksud alabh UU Nomor 32
Tahun 2004 dengan UL Nomor 22 Tahun 2007, Di dalam pasal
8 ayal (3) hurut o menyebutkan salah satu wgas dan wewenang
KPU Pusat, yang berbunyi:
"Memyusun  dan menetapkan pedoman tata cara
pervelengzaraan sesual dengan (ahapan vang diatur dalom
peraturan perundang-undangan

Berdasarkan pasal 8 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2007
bahwa yang berwenang membuat  aturan  penyelenggaraan
pilkadas adalah KPU Pusat. Dengon adanya pasal tersebut,
kembali menimbulkan tumpang tindih aturan hukom.

Permasalahan pasal 57 ayar (1) ternvata tidak hanya
menimbulkan kerawanan intervensi dan bertentangan dengan

UL yang lain, tetapm pasal tersebut memmbulkan masalah lain.
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Dalam pasal 57 ayat (1) discbutkan bahwa " KPUD yvang
bertangoung jowah kepada DEROT,

Sementara itu, pasal 22E ayat (5) UUD Republik [ndonesia
tohun 1945 menjelaskan perihal sifat komisi pemilihan umum
vang berbunyi:

“Pemilthan wmum diselenggarakan oleh suatn konist pemilihan
wmim vang bersifat nasional, tetap, dan mandivi”.

Menurut Jimly Asshiddigie (2006:236-23%) mendefinsikan
Komist Pemilihan Umum sebagai berikut:

“Romist Pemilihan Umum  adalah  lembags negary  yvang
menyelenggarakan  pemiliban umum  di Indonesia,  yakni
meliputi Pemilihan  Umum  Anggota DPR/DPD/DPRD,
Pemilihun Umum Presiden dan Wakil Presiden, serte Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi
Pemilihan  Umum  tdak dapat  disejojarkon  kedudukannya
dengan lembaga-lembaga negara vang lain yang
kewenangannva ditentukan dan diberikan oleh UUD 19435,
Hahkan nama Komisi Pemilihan Umum belum disebul secara
pasti ataw tdak  ditentukan dalam UUD 1945, retam
kewenangannya schagai penyelenggara pemiliban umum sudah
ditegaskan dalam Pasal 22E ayar (5) UUD 1945 yaitu Pemiliban
umum diselengearakan oleh suatu komisi pemiliban umum yang
bersifal nasional, tetap, dan mandiri. Artinva, bahwa Komisi
Pemilthan Umum ity adalab peoyelenggara pemily, dan sebagai
peoyelengpara bersifal  pasional,  tetap  dan mandiri
(independen)”,

Berdasarkan  definisi yang  disampaikan  oleh  Jlimly
Asshidiqie, vang dimaksud dengan komisi pemilihan umuwm
adalah  lembaga negarn vang menyelengearakan  pemilihan
umum di Indonesia vang bersifat nasional, tetap dan mandin

(independen). Pemilihan umum  vang  disclenggarakan aleh
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komisi pemilihan umum meliputi pemilihan Umum Anggola
DPR/DPD/DPRD, Pemilihun  Umum  Presiden  dan Wakil
Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah.

Berdasarkan  ntepretasi  penchiti  setelah melibhat  dan
membandingkan antara bunyi pasal 22E ayat (5) UUD R1 1943
dan pasal 57 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004, peneclit
menilai bahwa pasal 57 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004
bertentangan  dengan  pasal 22E avat (5) UUD RI 1945,
Pertentangan tersebut disebabkan bahwa KPUD vang dimaksud
dalam pasal 57 avat (1) UL Nomor 32 Tahun 2004 merupakan
bagian dan subkoordinas: dan pemenmtah daerah. Hurf D"
dalam “KPUD” ilu  menunjukkan  bagian  ntegral  dan
pemerintah daerah vang beranggung jawab kepada DPRD.
Pasal tersebut bertentangan dengan pasal 22E ayar 5y UUD
1945 RI  dimana disebutkan  bahwa  pemilihan umum
diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum bersifat nasional,

tetap dan mandiri,

4.3.2.2 Masalah Pasal 97 ayat (1)
Pasal berikutnya dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 vang
sangat rentan terjadi menjadi akar masalah dalam  proses

penyelenggarann pilkada adalah pasal teckait rekapitulasi suara
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di  PPS  untuk  rekapitulasi  perolechan  suara tingkat
desa'kelurahan, Pasal yang dimaksod adalah pasal 97 avat (1)
Ul Nomor 32 Tahun 2004, yang berbunyi:

“Setelaly  menerima herita wcara  dan sertifikat hasil
petighitungan suara, PPS membuat herita acara penerimadn
dan  melaknkan  rekaptivlast  fumiah  swara wmink  tiogkat
desakelurahan dan dapar dikadivi oleh saksi pasangan cafon,
punitia pengavas, pemantau, dan warga masyarakai”.

Menurut  pendapat  penelity, adanva  aturan  mengenal
rekapitulasi perolchan suara di linghkat desa seperli vang
tercantum dalam pasal 97 avat (1) UL Nomor 32 Tahun 2004
memmbulkan  dus  masalah  dalam  kavannva  proses
penyelenggaraan pemilihan képala daerah secara lungsung,

Masalah pertama  adalah  rawan terjadinva Kecurangan,
Rekapitulasi perolehan suara i tingkat desa sangat rawan
mienjadi tempal jual-beli surat suara s1sg yvang gantinya
dicoblos-coblogin sesual dengan hasil kesepakatan., Schingga
hasil perolehan suara dapat direkayasa,

Rekapitulasi perolechan suara di tingkat desaflelurahan
sangal besar kemungkinannya menjodi tempat  legadinya
rekavasa suara dikarenakan ketidaksomaan kondisi antara satu
desa atau kelurahan dengan di desa ataw keluarahan yang lain

di wilayah Indonesia. Kondisl kantor kepala desa di satu



wilavah tdak sama dengan kondisi kantor kepala desa di
tempat lain. Contohnya, kondiss kantor kelurahan di Tangerang
dengan kantor kantor kepala desa di Rancakpinang Ujung
Kulon kondisinya sangatlah jauh berbeda. Bahkan tidak jarang,
kantor kepala desa digadikan kandang kambing, tdak ada meja,
tidak ada kursi, hanya ada plang “Kantor Kepala Desa™, dan
jaraknva jouh dar pemuliman masvarakat. Maka dan i,
sanpatlah  rawan  akan  kecurangan  ketika  rapat  pleno
rekaprtulasi perolehan suara diadakan di tingkar PPS di desa
atau kelurahan.

Masalah kedua  adalah membengkaknya biava
penyelengoaraan  pilkada.  Dengan  diadakannya  proses
rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPS akan menyebabkan
bertambahnya  beban  anggaran  penyelengearaan  pilkada.
Seandamya, biova rapat pleno rekapitulasi perolehan suara i
lingkat PPS sebesar Rp 500,000 per desa dikalikan dengan
jumlah  desa wvang ada di kabupaten’kota. i Kabupaten
Pundeglung sendiri, jumlab desa vang ada sebanyak 335 Jika
dihitung, maka untuk biayva rapat pleno rekapitulasi perolehan
suara di tingkat PPS saja bisa mencapai Rp 167.500.000,00.
Angku yvang terbilung sangat besar untuk sat proses dalam

penyelengparaan pemilihan kepala daerah secara langsung.
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Berikut ini jumlah personil/pelaksana penyelenzparhan Pilkada

di Kabupaten Pandeglang sebavai berikut:

Tahel 4.6

Jumlah Personil/Pelaksana Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Pandeglang

Tahun 2010
Nu Nama Satuan Jumlah | Jumlah Masa Kerja
Lembaga Anggota Umit Anggota | Pilkada I PSU | Jumlah
1 PP 3 s 175 | 8 i I 9
2 Sekretariat a5 140 | 8 1 9
PPK
3 PRS 33s LOOs | 7 I B
4 Sekretariat 335 1.005 7 1 B
PPS
5 PPDP 1 2145 2145 | 1 - 1
[ KPPS Pilkada 7 2.145 15,015 | 1 |- 1
T KPPS PSU 7 2145 15,015 | I 1
Jumlah 34.500 i

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 20010 KPU Pandeglang

4.3.2.3 Masalah Pasal 82 ayat (1) dan {2)

Pasal lain dalam UL Nomor 32 Tahun 2004 vang menurut

penilaian peneliti dapat menmmbulkan masalah adalah pasal yang

mengatur larangan melakokan polink vang (vore buving). Di

dalam pasal 82 ayat (1) UL Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan

larangan bagt pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala




dacrah memberikan wvang. Pasal terscbut berbunyi scbagail
berikut:
"Pasangan calon dansataw tim kampanve dilorang menjanjikan
danfatan  memberikan  wang  olan  maieri  lainova untnk
mempengarithi pemilih ™

Menurut pendapat penchii. pasal tersebut membuktikan
bahwa undang-undang  penvelenggaraan pemilihan kepala
daerah secara langsung mempunyai banyak celal bagi pasangan
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk melakukan
prakick pohitik wang. Dalom pasal tersebul menjadi celah bagi
pasangan calon untuk melakukan politik vang karena di dalam
pasal tersebut ndak menyertakan penjelasan rinct mengenai lim
kampanye itu sendirt.  Dengan tidak adanva penjelasan lebih
rincel di dalam pasal tersebut terkail tim kampanye, akibatnya
indikasi prakuk polik vang oleh seorang calon kepala dacrah
bisa dengan mudah dipatahkan dengan alasan s1 pemberi vang
atay materi bukanlah calon kepala daerah wvang bersangkutan
atan tim suksesnya,

Sementara iu, di dalam pasal 82 avat (2) UU Nomor 32
Tahun 2004 mengatur mengenai sanksi bagl pasangan calon
vang melakukan politk uang, Puasal tersebut berbunyi sebagai

berikut:
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“"Payangar  cafon  danfuran fim kampanve  vang terbukil
melakukan pelunggaran sebagaimana dimaksud pada avar (1)
herdasarkan putusan  pengadilan vang  telah mempunvai
kekuatan  hukwm  tetap  dikenai sanksi pembatalan sebagai
pasangan calon oleh DPRD",

Menurut analisis peniliti. ketentuan terkait larangan dan
sanksi bagi pasangan calon yang melakukan politik vang masih
terlalu longgar schingga belum bisa menjerat para pelaku politik
uang (money politics) dengan hukuman vang setimpal dan
memberikan efek jera.

Dalam pasal 82 ayat (2) menyatakan bahwa sanksi berupa
pembatalan sescorang sebagal pasangan calon oleh DPRD akan
dijatuhkan jika sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap.
Padahal, putusan i baru dapat diperoleh setelah  proses
peradilan vang cukup loma vang bahkan mungkin belum selesai
selelah pilkada berakhir.

Pasal 82 avat (1) dan (2) UU Nomor 32 Tahun 2004
menunjukkan  bahwa  ketentvan  dan  peraturan  perundang-
undangan vang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan kepala
dacrah  (pilkada) sccara langsung masih  terlalu  longgar,
mempunyal banyak celah, dan ndak memberikan sanksi tegas
sehingga  dapat  dimanfaatkan oleh  pasangan  calon  untuk

melakukan kecurangan politik  wang, Tidak hanya  dapat

156



dimanfaatkan oleh pasangan calon untuk melakukan politk
uang, celah dalam pasal 82 ayal (1) dan (2) UL Nomor 32
Tahun 2004 bahkan dapat mengakibatkan kisruh pilkada dan
usaha pemakzulan kepala daerah dan wakil kepala daerah
sebapaimana terjadi di Pilkada Kabupaten Balangan pada tahun
2010,

Kisruh pilkada akibat politik uang terjadi di Kabupaten
Bulangan Provinsi Kalimantan Selatan. Konflik bermula dari
putusan Pengadilan Meger Amuntai Nomor
LA3/Pid. Sus/201 /PN Amt-2012 tertanggal 12 Januan 2012 atas
terpidana  Svahnl  yang  dijatwhi hukuman  akibat  terbukt
melakukan politk vang pada Pilkada Kabupaten Balangan 2010,
Svahril sendiri merupakan seorang warga Kabupaten Balangan
vang di dalum persidangan mengaku sebagal tim kampanye
pasangan Sclek Effendy-Ansharnddin.

Berdasarkan keputusan Pengadilan Negert Amuntal, DPRD
Kabupaten Balangan mengambil keputusan untuk membatalkan
pencalonan Sefek Effendy-Ansharuddin yang sudah lerlangur
menjadi  bupati  dan  wakil  bupatt  Kabupaten Balangan.
Keputusan DPRD Kabupaten Balangan terscbut tertuang dalam
SK DPRD Nomor 6/2012 dan telah dikirimkan kepada Menten

Dalam Negen. Keputusan pembatalan yvang diambil DPRD
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Balangan tersebul semakin membuat konflik di Kabupaten
Balangan semakin memanas,

Pembatalan itu dibangun atas dasar bahwa perilaku Svahnil
yang membagi-bagikan wang kepado pemilih dimotori Sefek
Effendy-Ansharuddin, pasangan calon kepala daerah dan wakil
kepala  daerah  Kabupaten Balangan.  Syahril  di dalam
persidangan menyatakan  bagian dart tm kampanye Sefek
Effendy-Ansharuddin, kendati namanya tak terdafiar di KPUD
selempat.

Dalam pasal B2 ayat (1) dan (2) UL Nomor 32 Tahun 2004
mencegaskan bahwa (1) Pasangan calon danfatan tim kampanye
dilarang menjanjikan danigion memberilian wang atouw matev
lainnya untnk mempengaruhi pemilih. (2) Jika pasangan calon
dan/atan tim kampamve vang terbukti melakukan pelungearan
bherdasarkan  putusan  pengadilan  vang telah  mempunyai
kekuatan  huakum  retap  dikenat sankxi  pembatelan sebagai
pasangan calon eleh DPRD,

Klausula dalam Pasal 82 UL Mo 32 Tahun 2004 tersebut
diatas vang divakini banvak pihak untuk membatalkan pasangan
calon, kendati telah dilantik dan menjalankan pemerintahan
lebih setahun, Massa memaksa DPRD untuk membatalkan

kemenangan (memakzulkan)  pasangan  Sefek  Effendy-
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Ansharuddin walaupun sudah dilantik dan menjabat scbagal
kepala daerah wukil kepala daerah ebih dan setahun,

Hulu dan kasus kisruh Pilkada di Kabupaten Balangan
tohun 2010 adalah klausula pasal 82 avat (1) dan (2) UL Nomor
A2 Tahun 2004, Di dalam pasal 82 avat (1) UU Nomor 32 Tahun
2004, undak  dijelaskan  secara lebih  detail mengenai tim
kampanye pasangan calon. Schingga status terpidana Syahril
yang tak tercacat schbagal angpoty tim kampanye Sefek Effendy-
Ansharuddin i KPUD amat mudah dibantah  oleh pihak
pasangan calon,

Benkutnya, pasal 82 ayal (2) vang menyatakan bahwa
sanksi berupa pembatalan seseorang sebagai pasangan calon
oleh DPRD akan dijatuhkan jika sudah ada putusan berkekuatan
hukum tetap, Klausula pasal 82 avat (2) UU Nomor Tahun 2004
yang menegaskan bahwa pembatalan pasangan calon dilakukan
jika sudoh ada putusan tetap tkut andil mendorong tmbulnya
kisruh Pilkada Kabupaten Balangan. Kisruh terjadi dikarenakan
adanya  putusan  pengadilan Negenn  Amuniai Nomor
1R3/Pid. Sus/ 200 VPN AmE-2012  tertanggal 12 Januan 2012,
Putusan pengadilan Negeri Amuntai tersebul berjarak dud tahun
setelah  penyelenggarann Pilkads  Kabupaten  Balangan
dilaksanakan. UL Nomor 32 Tahun 2004 udak mengatur

tengeang wakiu penyelesaian perkara tindak pidana politik vang
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pada =agt pemilihan kepala dacrah dan wakil kepala dacrah.
Pada aklirnya, celah yang ada dalam pasal 82 avat (2) LU
Nomor 32 Tahun 2004 menyebabkan terjadinya kisrub Pilkada
Kabupaten Balangan hingga berujung pemakzulan bupati dan

wakil bupati oleh DPRD Kabupaten Balangan,

4.3.2 4 Masalah pasal 106

Masalah lain yvang terdapat dalam UU Nomor 32 Tahun
2004 adalah regulasi mengenai keberatan atau gugatan terhadap
hasil pemilihan kepala dacrah secara langsung, Di dalam pasal
106 UL Momor 32 Tahun 2004 menjelaskan tentang pihak yvang
dituju untuk mengajukan  keberatan dan  berwenang untuk
mengambil kKeputusan atas keberatan hasil pemilihan kepala
dacrah, Aluran tersebul rértuang dalam pasal 106 avat (1) yang
berbunyi sebagar berikuot:
“Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah
dan wakil kepala daerah hamva dapar diapukan oleh pavangan
caton kepada Malkamal Adgung dalam wakin paling lambat 3
fiiga) hari setelah penciapan hasil pemilihan kepala dacrah dan
wakil kepala daeral "'

Sementari di pasal 106 avat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004
ditegaskan mengenai pthak yang berwenang memutus sengketa

pilkada yang herbunyi sebagai berikut:
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“Maltbamal Agung memupiny sengheta haxil penghitungan suara
sehggaimana dimaksud pada avar (1) dan avar (2) paling
lambat 14 (empat beles) hari sefak diterimanva permohonan
keberatan olel Pengadilan Negeri/Pengadilan
Tinggi/Mahkamah Agung™.

Berdasarkan pasal 106 avat (1) dan ayat (4) UL Nomor 32
Tahun 2004, pasangan calon dapat mengajukan keberatan atau
gugatan terkait hasil pemilihan umum kepala dacrah kepada
Mahkamah Agung. Mahkamah Agung  berwenang  untuk
memutus  sengketa  hasil pemilihan kepaly  daerah  seételah
menerima gugatan dart pasangan calon.

Berdasarkan analisis peneliti, pasal 106 ayat (1) dan avat
(4} tumpang tindih dengan UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi, Pasal vang tumpang tindibh  adalah
terhadap pasal 10 ayat (1) UU Nemor 24 Tahun 2003 yvang
berbunyi schagar berikut:

"Mahkamah Kanstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhiv vang putusannva bersifat final untuk;
a. Mengufi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar

Negara Republik fndonesia Pahun 1945;

b Memutus sengheta kewenangan lembaga negara  yang
kewenanganmya  diberikan  oleh Undang-Undang  Dasar

Negara Republik Indonesia Talun 1945;
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o Memutus pembubaran partai pelitik; dan

d. Memutus perselisthan tentang hasil pemiliban wmum "

Berdasarkan pasal 10 avat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003,
dijelaskan mengenal kewenangan yvang dimiliki oleh Mahkamah
Konstitust yang antara lain menguji UL terhadap UUD R1 1945,
memulus  sengheta  kewenangan  lembaga  negara  yvang
kewenangannya diberikan oleh UUD RI 1945, memutus
pembubaran partai politik. dan memutus perselisihan tentang
hasil pemilihan umum.

Di dalam pasal 10 avat (1)} burof d UL Nomor 24 Tahun
2003 ditegaskan bahwa yang berwenang memutus perselisihan
hasil pemilihan umum adalah Mahkamah Konstitusi. Sementara
itu, di dalam pasal 106 avat (1) dan ayat (4) UU Nomor 32
Tahun 2004 mencrangkan bahwa bentuk sengketa pemilihan
kepala daerah diputuskan olch Mahkamah Apung,

Berdasarkan isi pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun
2004 dan ayat (6) dan pasal 10 ayat (1) UL Nomor 24 Tahun
2003, penelitt mentlan terdapat masalah twmpang tindih diantara
kedun undang-undang tersebul. Tumpang tindih diantara kedua
undang-undang  tersebut  berkaitun dengan pihak vang

berwenang untuk memutus sengketa Pilkada
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Selain wmpang tindih dengan perangkal undang-undang

vang lam, pasal 106 ayat (1) dan (6} UL Nomor 32 Tahun 2004
juga  bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945, Pasal 106 avat (1) dan ayat (6)
bertentangun dengan pasal 24C ayat (1) dan (2} UUD R1 1945,
Pasal 24C avat (1) dao (2) UUD BRI 1945 menegaskan sebagai
berikut:
“Mahkamalh Konstitusi  bherwenang  mengadili puda tingkat
pertama dan terakhir vang putnsannva bersifai final untuk
menguii undang-undang  terhadap Undang- Undang  Dasar,
memutny sengheta kewenangan  lembaga negara vang
kewenangannva  diberikan  ofeh  Undang-Undang  Dasar,
memutus pembubaran partai politik, dan memutns perselisihan
feptang hasil pemililan wmum®.

Dalam pasal 24C ayat (1) UUD RI 1945 ditegaskan bahwa
Mahkomah Konstitusi mempunyal kewenangan untuk mengadili
yang putusannya bersifat final untnk menguji undang-undang
terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga négara vang kewenangannya diberikan oleh undang-
undang dasar, memutus pembubaran politk, dan memutus
perselisthan tentang pemiliban umuom,

Sementara ita, di dalam pasal {06 ayat (1) dan (4) UL

Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa yang herwenang
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memulus  sengketa pemiliban  wmum  bukan  Mahkamah
Konstitusi melainkan Mahkamah Agung. Atas dasar adanya
perbedaan diantara s pasal 24C ayat (1) UUD RI 1945 dengan
pasal 106 ayat (1) dan {(4), peneliti menilai bahwa pasal 106 avat

(1) dan avat (4) bertentangan dengan ULD R 1945,

4.3.2.5 Masalah Pasal 59 ayat (1)

Di dalam UL Nomor 32 Tahun 2004 mengatur mengenai
hal-hal teckait penyelenggaraan pemilithan kepala daerah secara
langsung. Salah satu vang dijelaskan dalom wundang-undang
terschut adalah perthal peserta pemilihan kepala daerah dan
wakil kepala daerah:

Dalam pasal 59 ayat (1) mengatur terkait peserta pemilihan
kepala dacrah vang berbunyi sebagai berikut:

“Peserta pemilthen kepala daerah dan wakil kepalo deerah
adalalr pasangan calon yvang dinsulkan secara berposangan
oleh partai politih atau gabungan partai politk”.

Berdasarkan pasal 59 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004
dijelaskan bahwa warga negard vang ingin mencalonkan diri
menjadi kepala dacrah dibaruskan melalul partai politk atau
gabungan purtai politik. Sementara i, dalam pasal 27 ayat (1)

dan pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dijelaskan terkait kedudukan
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warga negara Indonesia di hadapan pemerintahan. Pasal 27 ayat
(1yULUD 1945 berbunyi sebugai berikut:

"Segala warga negara bersamaan  kedudukannva di dalam
hukum dan pemerintahan dan wafih menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya ™,

Di dalam pasal 28D avar {3) UUD 1943 menegaskan
mengenai hak warga negara sebagai berikut:

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan vang
sama dalam pemerintahan”,

Berdasarkan pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (3) UUD
1945 ditegaskan bahwa negara memberikan kedudukan vang
sama bagi warga negara di dalam hukum dan pemenntahan:
Megara juga membertkan jaminan sehiap warga negara berhak
untuk memperoleh kesempatan vang sama dalam pemerintahan.

Menurut analisis penelits, 151 pasal 59 ayai (1) UL Nomor
32 Tahun 2004 bertentangan dengan ketentuan pasal 27 ayat (1)
dan pasal 28D ayat (3) UUD 1945 Peneliti menilai bahwa
dengun  adanya persvaratun  yang  berhak mengajukan  din
sebagmr calon kepala dacrah harus diusung oleh partai politk
dan pabungan pariai politik scbagaimana vang diatur dalam
pasal 39 avat (1) UL Nomor 32 Tahun 2004 ndak sesuam dengan
pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (3) UUD 1945, Dengan

adanya ketentwan bahwa pasangan calon harus diajukan oleh
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partai poliik, maka sescorang yang ingin mencalonkan din
menjadi kepaln daerah menjadi terhalang  dikarenakan yang
bersangkutan bukanlah dar partai polink. Dalam pasal 59 ayat
(1) tersebut peneliti menilai asas persamaan kedudukan di depan
hukum jelas ndak ads dalom muatan pasal terscbut, Pasal
terscbut mencerminkan pembedaan kedudukan dan perlakuan
(wnegual treatment), ketidakadilan (fnjusiiee) dan diskriminasi
bagi warga negara. Peneliti juga berpendapal bahwa  pasal
tersebut telah menghilangkan makna perlakuan vang sama bag
seliap wargs negara schagaimana diamanatkan oleh Pasal 27
ayat (1) dan pasal 28D ayat (3) ULID 1945,

Dalam perkembangannya terdapat perubahon dalam pasal
56 UL Nomor 32 Tahun 2004, Keputusan Mahkamah Konstitusi
memperbolehkan calon perseorangan untuk dapat berlaga dalam
pemiliban kepala docrah, Sebelumnya, secarn eksklusif, calon
perscorangan  diperbolehkan tampil dalam pemiliban  kepala
daerah  di Provinsi Manggroe Aceh Darussalam,  sebagai
konsekuensi dan Perjungian Helsinki. Diperbolebkannya calon
perscorangan di Acch, telah menjadi bahan pertimbangan bag
ME untuk akhirnyva meloloskan wji materi terkait dengan calon
perseoranoan, ME berpendapatl calon perseorangan merupakan
bagian dart hak politik warga negara, dan oleh sebab 1mu tdak

dapat dilarang, Konsekuensi darl keputusan MK tersebut,
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merubah  perundang-undangan  yang  telah  ditctapkan
sehelumnya.

Upaya hukum yang dilakukan Lalu Ranggalawe anggota
DPRD Kabupaten Lombok Tengah NTB membuahkan hasil,
Politisi  dort  Partai Bulan  Bintang  tersebul mengajukan
permohonan agar calon independen dapat ikut pilkada tanpa
melalui jolur parpol. Ranggalawe melaloi kuasa hukumnya
mengajukan  wji matent  kepada  Mahkamah  Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi dalam sidangnya pada Senin, 23 Juh 2007
memutuskan mengabulkan permohonan Lalu Ranggalawe.

Dengan adanyy Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut,
pasal 39 ayat (1) mengalami perubahan: Bunyi ash pasal dan
ayal tersebul berbunyi, “Peverta pemilihan kepole dacral dan
wakil kepale dacral adalal pasangan calon vang divsulban
secara berpasangan olehpartal polittk ataw gabungan paria
poligk™. Kini pasal 539 ayat (1) berbunyi, “Peserta pemililan
kepala daerah dan wakil kepala daerah adalaly povangan
cafon™

Pasal 59 ayat (3) juga dirubah sehingga terbukalah
kesempatan bagh calon independen tanpa lewat jalur parpol atau
gabungan parpol. Pasal dan ayat tersebut sebelum  dirubah
berbunyi, “Partai politik atan gabungan partal polittk wajih

membuka  kesempatan  seluas-luasnva  bagi  bakal calon
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perseorangan vang memenuhi svaral sebagaimane  dimakyued
dalam pasal 38 dan  selanjutmya memproses bakal colon
dimaksud melalul mekanivme vang demokratiz dan transparan®.
Kini pasal 59 avat (3) berbunyi, “Membuka kesempaian bagi
hakal calon perseorangan vang memenuhi syarat sehagaimana
dimabsud dolam poasal 38 melalut mekanisme vang demolratis

duan transparan”.

4.3.2.6 Masalah Pasal 88

Dalam UU Nomor 32 Tuhun 2004 dijelaskan mengenai tata
cara pemungutan suard pada penyelenggaraan pemilihan kepala
dagrah secara langsung. Tata cara vang tercantum dalam UL
Momor 32 Tahun 2004 menjelaskan dari awal himgga lahap
akhir proges penyelenggaraan pemilihan kepala dacrah,

Salab sate tata cara pemuliban kepala daerah vang diatur
dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah mekanisme pemberian
suars ketika hart pelaksanaan. Dalam pasal 88 UL Nomor 32
Tahun 2004 menegaskan perihal cara pemberian suara ketika
hari pelaksanaan yang berbunyi sebagai berikut:

“Pemberian suarg univk pemilihan kepala daerall dan wakif
kepata  daerah  dilakukan  dengan  mencoblos  safah  satu

pasangan calon dalom surat suava .
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Dalam pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2004 yang
disebutkan  digtas, bahwa untuk memberikan  suars dalam
pemilihan kepala daerah  secarn  langsung  adalah  dengan
mencobles salah satu pasangan calon dalam surat suarn.

Menurut analisis peneliti, pasal §8 UL Nomor 32 Tahun
2004 mempunyail kerentanan menimbulkan masalah, Masalah
vang  timbul  dengan  adanya  aturan mencoblos  adalah
kebingungan  di kalangan  masyarakat  sebagai pemilih.
Kebingungan terjadi disebabkan pada pemiliban umum tahun
2009 pemilih datam memberikan svara tidak dengan cara
mencoblos melainkan dengan cara mencontreng. Sementara itu,
dalam pelaksanaan pemilihon kepala daerah yang dilaksanakan
di seluruh wilayah Indonesia pasca pemilu tahun 2008, cara
pemberian suara oleh pemilih adalah dengan cara mencoblos.

Perbedaan cara pembenan suara dalam pemilihan wmum
tahun 2004 depgan pemilihan kepala daerah adalah adanva
perbedaan landasan hukum. Dalam  pemilihan umuam 2009,
landasun hukum yang dipakar adalab pasal 133 ayat (1) UU
Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihin Umum DPR, DPD,
dan DPRD vang berbunyi sebagat berikul:

“Pemberian suarg untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DERD
provinsi, dan  OPRD kabupatenikora  difokukan  dengan

mentherikan tanda satu kali pada sural swara ™.
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Sementara itu, dalam penyelenggaraan pemilihan kepala
daerah yvang dijadikan landasan hukumnya alah UL Nomor 32

Tahun 2004 Tentang Pemermtahan Daerah.

4.3.2.7 Masalah Pasal 42 avat (1) hurul'i jo Pasal 57 ayat (8) jo Pasal 66
avat (3) huruf d

Dalam  pelaksanasn  pemilihan  kepala  daerah  secara
langsung terdapat beberapa lembaga yang ada dan dibentuk
untuk menjamin terselenggaranya asas pemilihan kepala daerah
yang langsung, bebas, adil, rahasia serta jujur dan adil.

Salah satu lembaga agar pemilihan kepala daerah berjalan
sesual prosedur yang berlako adalah Panitia Pengawas: Dalam
Ul Nemor 32 Tahun 2004 pembentukan Panitia Pengawas
dijelaskan dalam pasal Pasal 42 ayvat (1) huruf i jo Pasal 57 avat
(8} go Posal 66 avat (3) hwuf d UU Nomor 32 Tahun 2004,
Berikut bunvi dari ketiga pasal tersebut:
= Pasal 42 ayat (1) huruti
"DERD mempunyai tugas dan wewenang: membentuk panitia
pengawas pemilihan kepaly daerall”

o Pasal 57 ayat (8)
"Panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepata
daerah dibentuk olel dan bertangrungiowab kepada DPRD dan

herkewagiban menvampaikan laporanma ™,
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= Pasal 66 avat (3) huru! d
“Tugas dan  wewenang DPRD dalam  penvelenggaroan
pemilian kepala daerah dan wakil kepala daeral adalah:

wmemthentulk panitia pengawas ",

Berdasarkan ketiga pasal dalam UL Nomor 32 Tahun 2004
yvang disebutkan diatas, menjelaskan bahwa yang mempunyai
tupgas dan kewenangan dalam pembentukan Panitia Pengawas
Pemilihan Kepala Daerab adalah DPRD. Sementara itu, di
dalam pasal | ayat (16) UL Nomor 22 Tahun 2007 Tentang
Penvelengogara  Pemilihan Umum  menjelaskan rerkait
pembentukan Panitia Pengawas yang berbunyi sebagai berikul:
“"Panitia Pengawas Pemitlu Proving dan Panitic Pengawas
Pemiln Kabupaten/Kota, selanfutnva disebut Panwasl Provins
dan Panwasly Kabuparen/Kota, adalah Panitia vang dibenmk
oleh Bawasly wuntuk mengawasi penvelenggaraan Pemily di
wilavah provinsi dan kabupaten'toia ",

Berdasarkan pasal 1 ayat (16) UL Nomor 22 Tahun 2007
tersebut  diatas, Panitia  Pengawas  dibentuk  oleh  Badan
Pangawas Pemilu (Bawaslu), Menurut analisis peneliti, ada
ketidaksesuman dan tumpang todib hokom teckait prhak vang
memiliki kewenangan dalam pembentukan Panitia Pengawas. Di

dalam pasal Pasal 42 avat (1) huruf { jo Pasal 57 ayat (8) jo

171



Pasal 66 ayat (3) huruf d UL Momor 32 Tahun 2004 ditegaskan
bahwa DPRD sebagai lembaga yvang berwenung membentuk
Panilia Pengawas. Sementara itu, & dolam pasal 1 ayat (16) UU
Nomor 22 Tahun 2007 menjelaskan bahwa yang berwenang
membentuk Panitia Pengawas adalah Bawaslu,

Akibat  adanya  twmpang  tndib hukum o mengenai

pembentukan Panitin Pengawas  Pilkada  menimbulkan
kebingunpun. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub
Bagian Rapat dan Fasalah DPRD Kabupaten Pandeglang, Bapak
Mukhlis Ali SH. terjadi kebingungan dalam tubuh DPRD
Kabupaten Pandeglang. Bernkut penjelasan Bapak Mukhlis
Artlin SH:
“Dudu ketikn menjeleng Pilkada kita sudah mengagendakan
umiuk  pembentukan  Pamitia Pengawas.  DPRD sudal
memjadwalkan untuk ite. Tetapi pembentukan Panitia Pengawas
tidak fadi dilaksanakan karvema kefentiannia sudah berbeda.
Tetapd kalan pada talun 2003, Panitia Pengawas DPRD vang
hentuk™,

Berdasarkan penjelasan vang disampaikon oleh Bapak
Mukhlis Arifin SH diatas, DPRD Kabupaten Pandeglang
berencana  menjalankan kewenangannva  untuk  membentuk
Panitia Pengawas Pemibthan Kepala Daerah. Tetapi, DPRD

Kabupaten  Pandeglang  membatalkan  rencana  tersebut



dikarcnakan menurut DPRD Kabupaten Pandeglang  ada
peraturan yang baru dimana Panitia Pengawas tdok dibentuk
oleh DPRD  Kabupaten Pandepglang. Seperli  yang telah
dijelaskan sebelummnya, di dalam pasal | ayat (16) UL Nomor 22
Tahun 2007 menjelaskan bahwa Panitia Pengawas Pemilihan
Kepala Daerah bukan dibentuk oleh DPRD twtapt oleh Badan

Pengawas Pemilu,

4.3.3 Kejahatan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

Di dalam pelaksanaan pemilihan kepala dacrah secara langsung
benwuk-bentuk kejahatan atawpun kecurangan sangat mungkin terjadi.
Dan kejahatan ataupun kecurangan dalam pilkada dapat dilukokan baik
oleh KPUD sebagat penyelengeara pilkada maupun pasangan calon
yvang berkonstestasi meraith posisi kepala daerah dan wakil kepala
dacrah.

UL Nomor 32 Tahun 2004 schagar pedoman tala  cara
penyelengearaan pilkada dibarapkan dapat menjaga dan mengantisipasi
terjadinya  kejahatan  dan kecurangan  yang  dilakukan  oleh
penyelenggara maupun para pasangan calon. Untuk wu, penclit
melakukan wawancara dengan Ketua KPUD Pandeglang Bapak Budi
Prakoso menanyakan terkant kejphatan dan kecurangan yvang tegjadi di

Pilkada. Behiauw menjelaskan sebagan berikut:
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“Ada dua kefohatan vang dilakukar olef penvelengeara pilkada vaiti
KPU yang seringkali dilakukan ketika pilkada. Kalaw di iklan apapun
makanan anda minumava teh botal sosro, kalaw dalam pemilu, apapun
kejafatan unda  dilakukan  dengan cara  apapun,  wjung-ufnngnva
peralehan suara, penggelembungan suara, Kejahatan pertama adalah
dengan membuar TPS fiktf arau pemilih fikuf Intinva, bukan masalah
TPY aton pemilihnve, tapi vang terpenting adalah swrat suaramva,
Surat sware ttulah vang dijadikan objek jual beli. Tekait TPS, TPS itu
bukan KPU tapi vang membuar PPS; Tidak boleh KPU membuar TPS.
TPy fikiif biva pikak PPS yang membual ataw biva juga KPU
konghalingkong dengan PPS. Ketika Pilgub kamu milth ga? Kalaw 300
orang vang terdaftar oi TPS, yang hadiv 230 saja,. Swral swara sisanva
3t kan, ditambal cadangan, Sural suara sisa inilah vang difual belikan
kepada para pasangan calon dan dicoblos-coblosin. Di Bandung Barai
pernah ferbukil. Lalu kejahatan berikutnya adalah rekayvasa perolelan
angka suara. Bamvak yekall terjadi surat suara sisa dibuat sah™.
Berdasarkan penjelazan Bapak Budi Prakoso diatas, dapat ditarik
kestmpulan bahwa ada dua kejahatan yvang seringkali dilakukan oleh
penyelenggara pilkada. Dua kejahatan tersebut yaitu, pertama, membuat
TPS fikif atau pemilib fkiif, dan kedua, merekayasa perolehan angka
sudra dengan membual surat suarg sisa dibuat sah. Kedoua kejahatan

tersebut mempunyai substans: masalah vang sama yvaitu surat suara,
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Di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 diatur mengenai mekanisme
penghitungan suara di TPS dan tindakan terhadap sural susra sisa
Dalam pasal 96 ayat (1) UU MNomor 32 Tahun 2004 dijelaskan
mengenai mekanisme sebelum melakukan penghitungan suara di TPS
vang berbunyi sehagai berikut:

“Sebelum penghitungan suara dimulal, KPPS, menghtitung:

a. Jumlah pemilih vang memberikan suara berdasarkan safinan
daftar pemilil tetap untuk TPS;

b, Jumlah pemilifh dard TPS lain;

¢, Jumlah surat swara yang tidak terpakai;

d.Sumlah swrat swara vang dikembalikan olel pemilih karena rusak

atau fkelirn dieoblos ™.

Dalam pasal 96 ayal (2) UL Nomor 32 Tahun 2004 seperti yang
discbutkan diatas diatur beberapa hal yvang harus ditakukan oleh KPPS
sebelum melaksanakan penghitungan suara di TPS. Menurut penelitl,
pasal  tersebut  yang  memungkinkan teradinya kecurangan  yang
dilakukan oleh penvelenggars pilkada. Kecuranpan sangal mungkin
terjadi dilakukan oleh penyelenggara pilkada dikarenakan dalam UL
Nomor 32 Tahun 2004 tidak ada aturan untuk membual sural suara Sisa
menjadi ndak dapat dipakar setelah TPS ditutup, Surdl suara sisn
menjadt tdak dapat dipakai bisa dilakukan dengan beberapa cara,

misalnya disobek, atau ditandai dengan tanda silang atau semacamnya.
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tetapi, di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tidak ada aturan mengenal

membual cacal suara sisa.

4.3.4 Kecurangan Pasangan Calon dalam Penyelenggoraan Pemilihan Kepala

Daerah Secary Langsung

4.3.4.1

Kecurangan  Pasangan  Calon  dalam  Pilkada Kabupaten
Pandeglang Tahun 2010

Setelah  mengetahui kejahatan  ataw  kecurangan  yang
dilakukan oleh pihak penvelengeara Pilkada, peneliti mencoba
mengeksplorasi kecurangan apa vang dilakukan oleh pasangan
calon peserta Pilkada, Di dalam UU Nemor 32 Tahun 2004
tentang Pemenntahan Daerah dijelaskan mengenar larangan-
larangan bagi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
dacrah. Tidak hanya mengatur terkail larangan, UL Nomor 32
Tuhun 2004 juga mengatur ketentuan pidana pemilihan kepala
dacrah secara langsung.

Lintuk mengetahoi kecurangan apa vang terjadi di Pilkada,
khususnya Pilkads Kabupaten Pandeglang pada tahun 2010,
peneliti menanvakannya kepada Bapak Budi Prakoso, Ketua
KPUD Pandeglang. Berikut jawaban beliau yang disampaikan
kepada peneliti terkat kecurangan vang dilakukan pasangan

NOImor urul 5:
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“lrpa fahar, Jahatnva mereka, mereka membuat surat swara
palsu. Mereka membuart seperti ini (menunjukkan surar suara
Repada peneliti). Setelah membuat, mereka mereka mencoblosi
nomor 3, dilipat lagi, dimasukiin ke dalam karung, kemudian
di huang ke sungai. Dibuang ke Mandalowangi, i Saketi, di
Sukaresmi. Jadi dia buar serat swara sendivi, dicoblosi sendiri,
kemudian  dibwang,  diambil legi dalom  keadean  basal,
difadikan bahan gugatan ke MK, KPU Pandeglang dikatakan
menthuang surat suara vang dicoblosi nomeor 3. KPU dimduh
menthuang surat swara. Tetapi vang membuat sural suara
palsy gak fefiti. Yang dipakai alat buke of MK olelr mereka
vang dari Madalawangi dan i Sokeri. Teiapi yang di
Sukaresmi ditinggalkan, Kita ambil yang o Sukaresmi. Ttulal
gobloknva  mercka,  Mereka  tidak  relid,. Mereka  ini
menyvangkanya ini (sambil menunfukion surat suara vang asdi
dan vang palsw) garis, padabial wlisan, karena sava sendiri
vang mendesain sural suara. Dalam persidangan, inf terbukd
surat suara palsu ",

Berdasarkan keterangan vang disampaikan oleh Ketua KPU
Pandeglang, telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh
salah salu pasangan calon vaily pasangan nomor urul 5 yakni
Irna Narulita-Apud  Mahfud  dalam  pilkada Kabupaten

Pandeglang dengan membuat surat suara palsu, mencoblosinya
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dengan nomer 5, membuangnya ke sungai, lalo diambil lagi.
Mereka melakukan  hal tersebut  untuk  memenuhi  fegal
standing  dalam  mengajukan  gogatan  hasil  pilkada ke
Muahkamah Konstitusi,

Terkall mekanisme menggugal hasil pemilihan  kepala
dacrah ke Mahkamah Konsttusi diatr dalam  Peraturan
Muohkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemiliban Umum
Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah (PMK 15/2008).
Dalam peraturan MK tersebul dijelaskan, para pihak vang
mempunyal kepentingan langsung dalam  persclisthan hasil
Pilkada im adaleh Pasangan Calon sebagai Pemohon dan
KPUWKIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota scbagai
Termohon, Pasangan Calon selain Pemohon  dapat juga
menjadi Pihak Terkait dalam perselisthan hasil Pilkada. Para
pihak inr dapat diwakili dan/ataw didampingt olebh kuasa
hukumnys masing-masing  yang mendapatkan surat kuasa
khusus danfatau sural keterangan untuk lu. Kemudian, objek
persclisihan Pilkada adalab hasil penghitungan suara vang
ditetapkan oleh Termohon yang memengaruhi  penentuan
Pasangan Calon yang daput mengikuti putaran kedua Pilkada

atau terpilibnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan
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wakil kepala dacrah. Berdasarkan wraian di atas  dapat
disimpulkan bahwa:

a. Perselisthan hasil pilkada adalah perselisihan antara
pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
sehagal peserta pilkada dan KPU provinsi danfatau KPU
kabupaten/kota sebagal penyelenggara Pilkada:

b. Yang dipersclisihkan adalah penetapan penghitungan
suara hasil Pilkada yang ditetapkan oleh KPU provinsi
atay KPLU kabupaten/kola  yang  mempengaruhi
penentuan calon untuk masuk ke putaran kedua Pilkada
atau terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil

kepala daerah.

Selain kecurangan yang discbutkan diatas, pasangan l[rna-
Apud jugn melakukan kecurangan vang lam. Kecurangan
tersebut disampaikan oleh Ketua Panwas Pilkada Kabupaten
Pandeglang Bapak Masykur, S.Ag sehagai berikul:

“Pasangan nomor wrut 5 terbukti melibatkan Kepala Desa
{Kades) dan menggunakan sarana pendidikan sebagal tempat
kampanve. Pertemuan frna dalam ocarg alal bikalal dengan
Kades di Kecamatan Carita, Labuan, Panimbang, Cikensik,
Munjul dan Pagelaran hagion davi kampanve: Semua unsur

pelanggaran ferpenuhi’.
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Berdasarkan penuturan Kelua Panwas Pilkada Kabupaten
Pandeglung tersebut dintas, pasangan nomor urul 5 melakukan
kecurangan lain yaitu mengeunakan sarana pendidikan dalam
berkampanye. Selain i, pasangon lma-Apud juga berbuat
curing dengan melibatkan kepala desa saal berkampanye,

Di dalam UL Nomor 32 Tahun 2004 diature larangan-
larangan vang ditujukan untuk para pasangan calon. Aluran
mengenai hal-hal yang dilarang dalam berkampanye diatur
dalam pasal 78 dan 79 UL Nomor 32 Tahun 2004, Dalam
kamtannva dengan kecurangan yvang dilakukan oleh pasangan
nomaor urut 5, telah tegadi pelanggaran yvang dilakukan oleh
pasangan nomor urut 5 terhadap pasal 78 yang berbunyi:
“Dalam kampanye dilavang;

a. Mempersoalkan dasar negarg Pancasila dan Pembukaan
Undang-Undang  Dasar Negarag  Republik  Indoneaia
Tahun 1945

b, Menghinag sexseorang, agama, suku, ras, golongan, calon
kepala  daerah/wakil kepala  daerah dan/atay  pariai
politik;

. Menghasut  ataw mengadn domba pariai polik,
persearangan, danatay belompok masyvarakal;

d. Menggunakan kekerasan,  ancaman  kekerasan  alou

menganjurkan penggunaan kekerasan kepada
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perseorangan,  kelompok  masvarakal  don/atan partal
politik;

. Menggangen  keamanan, ketenteraman, dan  ketertiban
umtn

| Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan
untick mengambil alih kekvasaan dar pemeriniahan vang
sah

g. Merusak danfataw menghilanghan alal peraga kampanye
pasangan calon fain;

h Menggynakan fasilitas dan anggaran pemerintaly dan
pemerintah daeral;

i Menggunakan tempat ihadah dan tempat pendidikan;

f. dan Melokukan pawai atan arvak-arakan vang dilakukan
dengan herfalan kaki danfatan dengan bkendarvaan di jalan

rava

Di o dalam  pasal  tersebot  diatas  dijelaskan mengenai
barangan ketika kampanye. Dalam pasal 78 huruf { disebutkan
bahwa kampanye dilarang menggunakan tempat ibadah dan
tempat pendidikan, Pasangan calon tidak diperkenankan untuk
berkampanye di masjid, musholla, atae tempat ibadah ninnya.
Selamn itu, pasangan calon  dilarang menggunakan sarana

pendidikan sebagai tempat untuk melaksanokan kampanye.
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Berdasarkan pasal 78 UL Nomor 32 Tahan 2004, pasangan
calon  Irne  Norulita-Apud  Mahfud  lelah melakukan
pelanggaran terhadap UL NMomor 32 Tahun 2004 dengan
melakukan kampanye di sekolah, seperti yang tertuang dalam
pasal 78 huruf'1,

Selan melanggar pasal 78, pasangan nomor urat 5 juga
melangear pasal laim dalam UL Nomor 32 Tohun 2004,
Pasangan lma-Apud melanggar pasal 79 ayat (1) . Di dalam
pasal tersebut disebutkan:

“Dalam kampanye, dilarung melibatkan:

a. Hakim pada semua peradilan;.

b Pejabar BUMN/BUMD;

o, Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negara
d. Kepala desa

D dalam pasal 79 ayat (1) UL Nomor 32 Tahun 2004
dijelaskan mengenm pihak-pihak yang dilarang dilibatkan
ketika kegiatan kampanye. Pasal tersebul menyebutkan bahwa
dalam kampanye dilarang melibatkan; (a) hakim padd semua
peradilan, (b) pejabat BUMN/BUMD, {¢) pejabat fungsional
dan struktural dalam jabatan negara, dan (d) kepala desa.

Berdasarkan pasal 79 avat (1} UU Nomor 32 Tahun 2004,

pasangan lrna  Narulita-Apud  Mahfud  telah  melanggar

peraturan perundang-undangan karena telah melibatkan kepala
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desa dalam kegiatan kampanyenya. Pasangan nomor urut 5
tersebut melanggar ketentuan pasal 79 avat (1) hurof d UL
Momor 32 Tahun 2004,

Selain ilu, disamping melanggar ketentuan perundang-
undangan di atas, pasangan calon Ima Narulita-Apud Mahfud
juga terbukn melakukan pelanggaran lam, Menurut keterangan
Bapak Budi Prakozo, pasangan Irna Narulita-Apud Mahfud
melakukan pelanggaran lain, Pelanggaran  tersebut  berupa
membagi-bagikan amplop berist uvang dan bingkisan-bingkisan
vang terdapat folo pasangan brna Narulita-Apud Mahfud,
Pasangan lma  Narulita-Apud  Mahlud  membagi-bagikan
amplop berist vang dan bimpkisan-bingkisan tersebut ketika
penvampaian vis: dan masi di rapat panpurna DPRD.

Di dalam pasal 66 avat (3) UL Nomor 32 Tahun 2004
DPRD  mempunyai togas  dan kewenangan  untuk
menvelenggarakan rapatl paripwna untuk mendengarkan visi
dan misi pasangan calon, Pasal 66 ayat (3) UL Nomor 32
Tahun 2004 menjelaskan terkait tugas dan kewenangan DPRD
dalam pemilihan kepala daerah vang isinva schagai berikut:
“Tugay dan kewenangan DPRD dalam  penvelenpgaraan
pemilitan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:

a. Memberitahukan  kepada  daeralt mengenai akan

berakhirnva masa fabatan;
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b Mengusulhan pemberhentian kepala duerah dan wakil
kepala  daerah vang berakhir masag jabatannyva  dan
mengusulkan  penganghatan  kepale  deerah dan wakil
kepala daeraly terpilih,

c. Melakukan pengawasan pada semua tahapan pelaksanaan
pemilthan;

d. Membentuk panitia pengawas;

¢ Meminta pertanggungjowaban pelaksanaan tugas KPUD;
dern

[ Menvelenggarakan rapal paripurng uniuk mendengarkan
penvampaian visi, misi, dan program dari pasangan calon

kepala daerah dan wakil kepaly doerah ™.

Berdasarkan pasal 66 ayat (3) huraf  DPRD mempunyai
tugas  dan  kewenangan  untuk  menyelenggarakan  rapat
paripurna dalam ranghka penvampatan vist dan misi pasangan
calon kepala daerah dan wakil kepala dacrah,

1 lapangan, pasangan bupati dan wakil bupati nomor urut
5 terbukti melakukan  pelanggaran  ketika  pelaksanaan
penyampaian visi dan mist pasangan calon kepala dacrah dan
wakil kepala daerah di DPRD, Tidak hanys pasangan nomor
urut 5, pasangan Erwan Kurtubi-Heryani yang merupakan

pasangan nomor urdl 6 juga terbukti membagi-bagikan amplop
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berisi uang dan bingkisan vang dibungkus dengan kertas kado
bergambar Irny Naorulita-Apud Mahfud dan Erwan Kurtubi-
Heryani kepada anggota DPRD. Bukt keecurangan pasangan
calon tersebut peneliti dapatkan ketika berkunjung ke kantor

KPUD Kubupaten Pandeglang

Gambar 4.5
Bukti Pelanggaran Pasangan Irna Narulita-Apud Mahfud dan

Erwan Kurtubi-Hervani di Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pandeglang

Sumber: KPUD Kabupaten Pandeglang



Dengan terbukti membagi-bagikan amplop berisi vang
dan bingkisan-bingkisan kepada angeota DPRD, pasangan lrna
MNarulita-Apud Mahlud dan Erwan Kurtubi-Heryani melanggar
ketentuan  perundang-perundangan. Kedua pasingan calon
melangear pasal 82 ayvat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 vang
berbunyi sebagai berikut:

“Pasangan  calon  daniatau tim o kampanve  dilarang
menjanfian dansatan memberikan wang ataw materi lainnva
wntnk mempengarwhi pemilih .

Sclam  kecurangan-Kecurangan  yvang  dilakukan  oleh
pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
Kabupaten Pandeglong vang sudah disebutkan di atas, terdapat
kecurangan lam. Berdasarkan wawancara denpan Bapak Budi
Prakoso, pasangan calen lain terbukti melakukan pelanggaran.
Beliau membert penjelasan sebagai berikut:

“HBupati Erwan mengivimbkan sural kepada para camat,
furah, ager dengan sumber dava vang ada df (nstansi masing-
masimg  membantu  pemenangan  incumbent.  Sumber dayva
fermasik juga vang. Lebth gila lagi, sekda membuat surat
kepada para kades vang isinve ‘Kalay anda membuat surat
pernvataan tertulis siap memenangkan momor 6, dunag fresh
money akan dicairkan’. dda vang lebih dahsyvar lagi, swrar

bupati dan sekda kepada ketua PGRI di tingkat becamuatan.
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Sural tersebut berisi untuk memasang baliko di setinp 80,
isinva Gapailah Cita-Cita Setinggi Langit dengan gambar
inewmbent. Bagus kan? Bogus! Yang jadi masaleh, balilo
dibell dengan dana BOS. Semua bukti kecurangan terbukti di
MK, Man nolak? Bagaimana mau nolak, suratnya ada,
orangnva hersaksy it MK "

Berdasarkan  penjelasan Bapak Buodi Prakeso  tersebut
diatas, Erwan Kurtubi  sebagai  calon  bupali  incrmbent
melakukan Kecurangan ketika mencalonkan din menjadi
Bupat Pandeglang, Kecurangan tersebut berupa menginmkan
sural kepada para camat, lurah untuk membanty pemenangan
dirinya dengan menggunakan sumber dayva milik negara. Surat
tersebut bernomor “lstimewa”™ dibert sifat “Rahasia” dengan
perthal  “Sukses Pilkada 200107, Berkul isi sural yang
dikicimkan Erwan Kurtubi seloku Bupati Pandeglang vang
dikirnimkan kepada Kepala Dinas/Instansi, Camal, Kepala
Desa/Lurah, PGRI, dan Korpr:

“Dalam rangka mensukseskan Pasangan WANI No, 6
sebagal calon Bupati/Waldl Bupati Kab. Pandeglung Periode
2000 - 2005, maky untuk mendukung kefancaran pelaksanaan
suksesnva Pilkada, dengan ini kami menghimbaun kepada
sefurnh satwan kevjn Perangkat Desa, Kepala Dinasinstansi,

Camai, Kepala  Desa/Lurah, PGRI,  Korpri  antuk
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mensukseskan  Pasangan WAND No. 6. leseeuksi ini
disampatkan agar dilaksanakan sebagaimana mestinva dan
dikoordinir olelt Sekda dan Axda”

Dalam persidangan perselisihan hasil Pilkada Kabupaten
Pundeglung di Mahkamah Konstitusi, surat tersebut terbukt
kebenarannyva dan menjadi alat bukt persidangan.

Selain ite, Erwan Kurtubi mengirimkan surat kepada kepala
desa untuk  membuat surat  pernyataan  kesediaan  untuk
memenangkan pasangan nomor urul & dengan imbalan dana
fresh money akan dicairkan kepada kepala desa yang  bersedia
membuat sural pernyataan tersebut. Berikutnya, Erwan Kurtubi
melakukan kecurangan dengan menginm surat kepada ketun
PGRL di tingkat kecamatan meminta memasang baliho di
setiap  SD.  wyang  bergambar  Erwan  Kurfubi  dengan
menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah.

Kecurangan yang dilakukan oleh pasangan nomor wrut 6
telah  terbukti  di  persidangan Mabhkamah  Konstitusi.
Berdasarkan  kecurangan-kecurangan  yang  dilakukan  oleh
Bupati Erwan Kurtubi, pasangan calon nomor urul 6
melangear beberapa pasal vang ada dalam UU Nomor 32
Tahun 2004, Pasal-pasal vang dilanggar antara lain pasal 78

hurut b, pasal 79 ayat (1), ayat (3), dan pasal 82 ayat (1)
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Dalam pasal 78 huul b UU Nomoer 32 Tahun 2008
disebutkan larangan ketika melaksanakan kampanye, vang
bunyinya sebagai berikur:

“Dalam kampanye  dilorang  menggunakan fasilitas  dan
anggaran pemierintak dan pemerintah daerah™.

Berdasarkan  penjelasan  Bapak Budi  Prokoso. Erwan
Kurtubi sebagai pasangan calon kepala daerah incmmbent
melakukan kecurangan dengan cara mengirim sural kepada
camat, lurah unluk membantu pemenanzan pasangan calon
nomor urut 6. Erwan Kurlubir sebagai calon kepala daerah
dalam konteks ini telah menggunakan fasilitas negara. Fasilitas
yvang digunakan oleh Erwan Kurtubi adalah fasilitas dalam
bentuk otoritas yang dimilikinya sebagai bupati Kabupaten
Pandeglang,

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 78 hural b oakan
dikendr sanksi sesual vang tercantum dalam ketentuan pidana
pemilithan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang
tercantum dalam pasal 116 ayat (3) ULl Nomor 32 Tahun
2004, Pasal 116 ayat 3 UU Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan
schagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengajo melangoar  ketentudn
farangan pelafsanaan kampanye pemilthan kepala doerak dan

wakil kepala davral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78
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buref g hurwf by hwewf © dar bt 7 dan Pasal 79 avar (1),
avat (3), dan ayar (4), diancam dengan pidana penfara paling
singkat [ {satu) bulon ataw paling lama 6 (engm) bulan
danfatan denda paling sedikit Rpl00.000.00 (seratus ribu
rupiaht  atay  paling  banvak RplO000.000.00  (satu  juta
rupiain)

Pazal 116 avat (3) seperti yang discbutkan dintas berlaku
untuk orang yang melakokan pelanggaran. Ada perbedaan
tingkat hukuman, jika vang melakukan pelanggaran adalah
pasangan calon. Dalam pasal 119 UU Nomor 32 Tahun 2004
menegaskan  perbedaan tngkal  hukuman, vang bunyinya
sebagail berikut:

“Jika tindek  pidana  dilakukan  dengan sengaje oleh
pemvelengrara  ataw pasangan calon, aneaman  pidananya
ditambah 143 (satu pertiga) dari pidana yang digtur dalam
FPayal 113, Pasal 116, Paxal 117, dan Pasal 1187,

Berdasarkan pasal 116 avat (3) dan pasgal 119 ULl Nomor
32 Tahun 2004, bahwa setiap orang yung melakukan
pelanggaran terhadap pasal Pasal 78 hora! g, burul b, horal' i
dan huruf | dan Pasal 79 ayat (1), avat (3), dan avat (4),
diancum dengan pidang penjara pabing singkat satu bulan atau
paling lama enam bulan dan/atan denda paling  sedikil

Rpl00.000,00 atau paling banyak Rpl.000.000.00, Hukuman
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ditambah jika yvang melakukan pelanggaran adalah pasangan
calon, Dalam pasal 119 UU Nomor 32 Tahun 2004
mienjelaskan bahwa pasangan calon vang melanggar pasal 115
sampat pasal 118 ancaman pidananya ditambah satu pertiga.
Berdasarkan ketentuan pasal 116 ayat (3) dan pasal 118 UU
Nomor 32 Tahuo 2004, Erwan Kurtubi melanggar pasal 78
huruf b UL Nomor 32 Tahun 2004, Selain melanggar
ketentuan pasal 78 huruf b UU Nomor 32 Tahun 2004,
pasangan Erwan Kurtubi-Heryani juga melangear pasal 79
aval (3) dan (4) UL Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 79 avat (3)
UL Nomor 32 Tahun 2004 berbunyi:
“Pejabat negara vang menfadi calon kepale daerah dan wakil
kepala  daerall  dalam  meloksanakan  kampanve  harus
mententhi ketentuan:
a. Tidak menggunakan fasifitas  vang  terkait  dengan
Jahatannya;
b, Menjalani cuti df luar tanggungan negara; dan
¢, Pengatwran  lama  cuti  dan  jedwal enti dengan
memperhatikan
keberlanngsungan twgas penvelenggaraan pemeriniaban

daerah,
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Semenlara i, pasal 79 avat (4) UU Nomor 32 Tahun
2004 berbunyi sebagal benikut:
“Pusangan calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil,
anggota Tentara Naxional Indonesia, dan anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan
Juru kampanyve dalem pemilihan kepale daeval dan waki!
kepala daerah”,

Dalam  kaitannya  dengan  pelanggaran yang  dilakukan
pasangan Erwan Kurtubi dan Heryani. pasangan calon
bernomor urut 6 il telah melanggar pasal 79 ayat (3) dan (4)
UL MNomor 32 Tahun 2004, Pelanggaran v ditunjukkan
dengan Erwan Kurtubi mengeunakan fasilitasnyn  sebapgai
bupati dengan membuat sural kepada camat, lurah, kepala desa
serta ketua PGRI untuk mendukung pemenangan pasangan
nomor urut 6. D1 dalam pasal 79 ayat (3) horof a jelas
disebutkan bahwa udak diperkenonkan bagi setiap calon
pasangan yang menjabal jabatan negara untuk mengpunakan
fasilitus terkail dengan jabatannya: Dalum konteks pelanggaran
tersebut, Erwan Kurtubi telah menvalahgunakan jabatannya
untuk kepentmgan pemenangan pemiliban kepala dagrah.

Selain 1u, Erwan Kurtubi juga teluh melanggar ketentuan
pasal 79 ayat (4) UL Nomer 32 Tahun 2004, Pasangan calon

Erwan Kurtubi-Heryanl melanggar pasal 79 avat (4) UL
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Nomor 32 Tahun 2004 dikarenakan melibatkan camat untuk
membantu kepentingan pemenangan dalam pemilihan kepala
daerah.

Berdasarkan hasil wawaneara dengan Bapak Budi Prakoso,
Erwan Kurtubi jugs teluh melakukan tindakan pelanggaran
lainnya berupa menjanjikan dana fresh money kepada para
kepala desa di Kabupaten Pandeglang jika para kepala desa
tersebut  membual  surat pernyvataan siap mendukong
pemenangan pasangan calon nomor wrnt 6 dalam Pilkada
Kabupaten Pandeglang,

Tindakan Erwan Kurtubi yang menjanjikan wang kepada
kades tersebut melanggar pasal 82 ayat (1) ULl Nomor 32
Tahun 2004 dimana ditegaskan dalam pasal tersebut bahwa
pasangan  calon  dilarang  menjanpikan wang  unluk
mempengaruhi pemilih, Pelanggaran terhadap ketentuan pasal
82 avat (1) tersebut dapat dikenar danksi dengan pembatalan
pasangan calon schagai calon kepala daerah dan wakil kepala
dacrah oleh DPRD, dengan catatan setelah terbukt melaln

putusan pengadilan vang mempunvail hukum tetap.
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4.3.42 Kecurangan Pasangan Calon dalam Pilkada Kota Tangerang
Selatan Tahun 2010

Setelah memaparkan berbagal kecurangan yang terbukti
dilakukan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten
Pundeglung pada pemilihon kepala dacrah tahun 20140, penelii
juga mengeksploras: kecurangan apa yvang dilakukan oleh para
pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah walikota dan
wakil walikota Tangerang Selatan di tahun yang sama.

Peneliti mendapatkan fakta kecurangan vang dilakukan
para pasangan calon walikota dan wakil walikota berdasarkan
risalah dan keputusan sidang perselisihan hasil pemilihan
kepala dacrah  wvang diputuskan oleh Mahkamah Konstitus:,
Dalam surat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-
210/PHPUD-YVULI22010 terdapat kecurangan-keourangan yang
dilakukan oleh  pasangon  calon  vang  tecbukn  ketika
perstdangan.

Di dalam putusan tersebut, pasangan calon nomor 4 Airin
Rachmi Diany-Benyvamin Davnie terbukt melakukan beberapa
kecurangan  schagaimana bunyi dalam putusan Mahkamah
Konstitusi berikut ini;

“Mahkamah menilai kehadiran Aivin Rachmi Diany dalam
kegiatan-kegtatan  soxial  memang  tidak  dilarang,  apalagi

Pilak Terkait (dirin Rochmi Diany) memosisikan dirinva
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sebagai Ketwae PMI Koto Tangerane Selatan serta sebagal
Pemerhati Pendidikan dan Kesehatan, Namun yvang tidak
dapat difelaskan adalah keterkaitan aniara Ketua PMI Kota
Tangerang Selatan atanw Pemerhati Pendidikan dan Kesehatan
dengan herbagai  kegiatan  yang  divelenggarakan  ofeh
Pemerintah Kota Tangerang Selatan, anmtara lain, acarg
pelantikon thatan  Pencak  Sifar  Indonesio  (IPS1) Kota
Tangerang Selatan (vide Buke PA-§.15); acara Kompetisi
tHah Raga antar Pelajar fvde Bukii PA-8.19); acara
Pemberian Dang Peninghatan Kinerja Ketug BRWRT (vide
Bukti P.A-8.25); acara Pembukaan Teknologi Tepat Guna
fvide Bukti PA-8.26); acara pelantiftan Ketnog KT se-
Keluwrahan Chreundew  (vide Bukti PUI-8.9), dan kegiatan-
kegiatan lainnyva. Seandainva pun posisi Prhak Terkaft dalam
acara-geard fersebut hanvalah sebagai undangan, namun alaf
buketi  berupa foto vang diajukan ofelr Pemohon [ felah
menunfukkan  hahwa  kehodivan Pihak  Ferkant sangat
diistimewakan (vide Bukti P.I-8.3, dan Bukti P.1-8.4 sampai
dengan Bukil PA-8.8)".

Berdasarkan bunyi putusan Mahkamah Konstitusi terscbut
diatas, Airin Rachmi Diany, vang dalam putusan tersebut
disebut dengan Pihak Terkait, sebagar salah satu pasangan

calon walikota Tangerang Selatan yung pada saat bersamaan
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menjabal schagal Ketua PMI Tangerang Selatan menghadin
kiegiatan-kegiatan - vang  tddek  ads  sama sama sckali
hubungannya dengan posisinya sebagar Ketun PMI Kota
Tangerang Selatan. Selain itu, Adrin Racmi Diany sangat
diistimewnkan olch pemerintah Kota Tangerang  Selatan
terbuktn dengan udak adanya perwakilan pasangan calon
walikola dan wakil walikota lain vang hadir dalam kegiatan-
kegiatan yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi
diatas. Pencliti menilai adanva kesengajaan adanya uvpaya
membangun  pencilraan  oleh  aparatur  Pemerintah Kola
Tangerang Selatan, jika Pihak Terkait (Ainn Rachmi Diany)
menghadir acora-acara yang diselengearakan oleh Pemerintah
Kota Tangerang Selatan, sementara dalam acara-acara tersebut
tidak ada tokoh masyarakal lain yang diposisikan sctara
dengan Pihak Terkant

Selain iu, pasangan calon nomor 4 juga terbukt melakukan
pelangparan lainnya, sepertt yang disebutkan dalam pulusan
Mahkamah Konstitusi berikut:

“ddanva pembentukan AIFAC (Airin Fans Club) vang
dipimpin oleh . Ahadi (Asda | Kotg Tangerang Selatai)
sehagai General Manager-nva. Selafm i, menurut para
Pemohon tevdapat Memo dengan stempel dan randa tangan H.

Ahadi vang isinva meminte agar pefabat tevkait mendukung,

196



mempermudah, menvukseskan, dan ferfibat langsung dalum
kerja AIFAC herupa Memo dari Asda | Kote Tangerang
Sefatan H. Ahadi vang ditujukan kepada para Camat se-Kota
Tangerang Selatan, para Lurah se-Kota Tangerang Selatan,
dan para Jajaran SKPD Kata Tangerang Selatan, terkait
Sesialisasi Pembeniukan Kepengurusan AWFAC {divin Fans
Club) di xetiap Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Tangerang
Selatan yerta rekaman audio visual”.

Berdasarkan bunyi putusan Mahkamah Konstilusi yang
discbutkan diatas, Asda | Kota Tangerang Selatan H. Ahadi
yang seharusnva bertindak netral terbukti berpihak kepada
pasangan calon nomoer 4. Ketdaknetralan H. Ahadi sebagas
aparatur negara dibuktikan dengan adanya pembentukan Airnn
Fans Club {AIFAC) oleh yang bersangkutan. Selain itu, H.
Ahadi mengirimkan memo yang distempel dan ditandatangani
vang bersangkutan kepada camatl dan lurah se-Kota Tangerang
Selatan untuk mendukung pasangan calon nomor 4.

H.  Ahadi  sebagsn Asda | jugs  menunjukkan
ketndakaetralannyva dengan membenkan janji berupa bantuan
bagi Radio Metro Zona jika pasangan calon nomor 4 berhasil
menjadi pemenang  dalam  pemiliban kepala daerah Kota

Tangerang Selatan. Hal tersebut terbukti dalam persidangan
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Mahkamah Konstitusi scbagaimana  bunyl dalam  putusan
sebagai bertkut:

“Axda [ dalam sombutannva menjonfiban akan ada bantuan
bagi Radio Metro Zona fika thu Aivin “jadi "

Selain keberpihakan Asda | terhadap pasangun calon nomor
4, terdapat kecurangan lain yang tenadi dalam pelaksanaan
pemilihan kepala daerah Kota Tungerang Selalan, Kecurangan
dilakukan oleh PNS di lingkungan Kota Tangerang Selatan
sebagaimana bunyi putusan Mahkamah Konstitus: berikut:
“Benar terdapat pengarahan oleh Camar Pamnlang pada apel
Senin pagi kepada aparat pemerintahan tingkat kecamatan
nntuk mendukung Aivin Rachmi Diany; Camat Serpong vang
mengarahkan Saksi Rohidi untuk mendukung Aivin; Sekeam
Popdok Aren pada apel Senin pagl vang mengarahkan jajaran
pemerinialan Kecamatan Pondok Aren agar mendukung
Airin;  Lurah  Cipavung  vang  memerintafkan  perekruian
redawan divin; dan Lurall Pamulapg Barat vang mengarafian
Ketua BT dan BW untuk mendukung Airin”,

Berdasarkan bukti kecurangan yang discbutkan dalam
putusan Mahkamah Konstitusi diatas, tegadi kecurangan vang
bersifot terstruktur dalam rangka memenangkun  pasangan
calon mnomor 4. Dalom  putusan  tersebut,  perangkat

pemerintahan  dari jajaran camal dan lurah menunjukkan
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keberpihakannya terhadap pasangan calon nomor 4 dengan
menginstruksikan bewahonnys untuk memihh pasangan Airin
Rachmi Diany-Benyamin Davnie.

Berdasarkan UL Nomor 32 Tahun 2004, pasangan calon
dilarang untuk melibatkan pejabat dan pegawai negen sipil
untuk memenangkan pemiliban kepala daerah, Selain it
pasangan calon dilarang menjanjikan atan memberikan uang
atay matert lammnya untuk mempengaruhi pemilih. Aturan
tersebut diatur dalam pasal 79 ayat (1). avat (4) dan pasal 82

avat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004,

4.3.5 Langkah-Langkah KPUD dalam Mengantisipasi Permasalahan dalam
Penyelenggarnan Pemilihan Kepala Daerah
4.3.5. 1 Membuat Aturan Bersilfat Beshikking

Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala dacrah secarn

langsung sangat besar kemungkinan terjadi  permasalahan.

Permasalahan tersebul hisa berbentuk kecurangan oleh pasangan

calon, angearan  pilkada, kekosongan  aturan,  dan lun

schagainva. KPUD scbagar penvelenggara pemilihan kepala

dagrah sccarn langsung dituntul untuk dapal mencegah atau

mengutasi segala permasalahan vang akan terjadi,
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Dalam penvelenggaraan Pilkada Kabupalen Pandezlang
tuhun 2010, KPUD Kabupaten Pandeglang melakukan beberapa
langkah-langkah untuk mencegah dan mengatas: permasalahan
dalam proses penyelenggaraan pilkada,

Peneliti menanyakan terkait langkah apa yang diambil KPU
Pandeglang untuk mencegah terjadinya kecurangan adanya TPS
fiktif dan penjualan surat suara, Ketua KPUD Pandeglang Bapak
Budi Prakoso menyampaikan penjelasan sebagai benkut:

“Sava  membuat  atuwran  sendiri  karena  sayva  melithat
kekosongan aturan dengan resiko diberhentikan, sava dikenai
sanksi pelangparan kode eftk, Save membuat atiran vang
hersifar beshikking, bukan regelling, Bahkan dalam benink surai
edaran dengan konsebwensi dava melanggar kode etik dalam
rangka mencegalt adanyva TPS fiktif Karena sava melihal
adanva lemie, sebual kekosopgan aturan. Lol sava membuai
atwran, setiap TPS vang dibeat, PPS harns membuar berita
acara yang ditandatangani Babinsa, Babinmay, LSM, Ketua RT,
Ketwa RW. Dengan langhal ini, ldak mungkin anda bisa
membuat TPS vang hanva didatongi 3 malaikal doang. Maka
suratl swara lar herdaxarkan DPT fiktif dan TES fiktlf nyvaris
tidak mungkin tevjadi. Lalu, savapun membuat aturan faim vaitu
Joam f swang TPS dituiap, secelah divutup haram hwkamnyva korak

suara langsung dibnka, sebelvm melakukan sebuall alidivitas.
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Aktivitas apa? Jam | stang TPS ditatup, laly semno saksi
dikumpulkan, semuo swrat sugra sisa kavena ketidakhadiran
pemilil harus dibuat cacar”.

Berdasarkan jawaban dari Bapak Budi Prakoso diatas,
KPUD  Pandeglang  telah  mengambil  longkah  untuk
mengantisipas) tergadinya kecurangan adanya TPS fkuf dan
transaksi penjualan surat suara d tinglkat desa atau kelurahan,
Langkah tersebut denpgan cara mengeluarkan aturan bersifat
heshiklking vang mengharuskan PPS membuat berita acara
dalam membuat TPS dengan ditandatangani Babmimas, Babinsa,
LSM. Ketua RT, Ketua BW.

Langkah anvisipatif lum yang ditempuh KPUD Pandeglang
adalah dengan mengharuskan membual cacal sural suara Sisa
sebelum penghitungan suara di TPS dimulai,

Selanjutnva, penelii menanyvakan langkah anbisipasi apa
vang dilakukan KPUD Pandeglang untuk mencegah terjadinya
rekayasa perolehan suara. Bapak Budi Prakoso membeérikan
Jowaban sebagal berikut:

“Ii pandeglang tidak munghin terjadi relavasa suvara, tidak
munghin, Caranva gimana? Savae membual sural kepada
pasangan calon, Kodim, Polres. Muhasiswa, LSM. Semua svara
ditnlis ot C2 plapne. Serelah selesai langsung dibuar berita

acara. Df Pandelang gak begitu. Selesai ditandatangani saksi-
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saksf,  dipotret. Saksi juga dowd memotret. Masvarakai,
Babinmas, Bahinsa juga motret. Kalo sudah begini siapa yang
bherani merekavasa? Mendagei bilang, sulit bagi komisioner
KPU Pandeglang untuk berbuat curang antvk memenanghan
pasangan calon, Kalo sudah seperti ini, kalo ente Komisioner
KPU  Pandeglang apa  vang akan ente lokukan  wniek
memenangkan saloh satn pasengan? Caranmya gimang sava
tanyva. (Neh karvena te, di Pandeglong tidak ada vang ribut
merthutkan  peroletan swara. Maving-maxing sudah motres,
maging=-masing  sudah  bisa ngejumlabin. N Cilegon vang
wilgyahmva seapril rapat plenonva 12 jam, Kabupaten Serang
16 jam, sava exma {0 menit, Ga ada yang rusuh, ga ada vang
nedak ™

Berdasarkan keteransan vang disampaikan Bapak Budi
Prukoso diatas. KPU Pandeglang telah mengambil langkah
antisipatil untuk mencegah terjadinya rekavasa perolehan suara.
Langkah antisipatif tersebut dengan cara mengeluarkan aturan
digitalisasi C2 pleno. Dengan cara digitalisasi C2 pleno, lembar
C2 plano dipotret oleh saksi-saksi, masyarakal, Babinmas,
Babmsa., Dengan adanva digitalisasi C2 pleno, tidak terjadi
rekayvasa suara dalam  Pilkads Kabupaten Pandeglang yang
bernkibal pada tersendatnva penetapan perolehan hasil suara.

Terbukel, ketika rapat pleno penctapan perolehan hasil suara



Pilkada Kabupaten Pandeglang vang dilaksanakan KPUD
Pandeglang hanya berlangsung selama 1 memt.

Sementara  itu,  dalam  penyelenggarann  Pilkada Kota
Tangerang Sclatan tahun 2010, KPU Kota Tangerang Selatan
menerbitkan  aturan  sendifl gung  mengantisipasi terjadimya
permasalahan dan kecurangan dalam jalannya proses Pilkada,
Hal tersebut diakui oleh Komioner KPU Kol Tanpgerang
Selatan Bapak Sam Ani sebagai berikut:

“Kami sehagat penvelenggara di level bawal melakukan aturan
tambakan  dalam  penvelenggaraan  Pemilu,  sebatas  tidak
hertentangan dengan undang-undang dan Peraturan KPL™,

Dalam pelaksanaan Pilkadn Kota Tangerang Selatan tahun
2010, KPU Kota Tangerang Selatan mengambil beberapa
langkah  yang  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya
permasalahan dalam pelaksanaan Pilkada, khususnva mencegah
terjadinyva kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada. Bapak Sam
Ani menjelaskan terkail langkah-tangkah yang diambil olch
KPU Kots Tangerang  Selatan dalam  rangkan mencegah
permasalahan ataupun kecurangan., Berikut penjelasan beliau
kepada peneliti:

“Uhntwk  mengantisipasi  terjadinva  kecurangan,  kami
mengharuskan KPPS membuatl cacal sural suara sisa ketiko

mau penghitungan suara. Kelika velexsai, dikitung berapa survat



sunara vang terpakaei, vang ddak terpakai dibvar cacar. Kami
Juga  mengharuskan  KFPPS,  saksi-saksi  pasangan  calon
mendigitalisasi C2 plano. Atwran ini kami buat dalam bentuk
surat ¢daran yvang disebar ke setiap KPS,

Berdasarkan penjelasan Bapak Sam Ani yvung disebutkan
diatas, guna mengantisipas) tegadinya permasalahan ataupun
kecurangan dalam Pilkada, KPU Kota Tangerang Selatan
mengambil  langkah  yaitu  pertama. mengharuskan  KPPS
membual cacat sural suara sisa sebelum penghitungan suara
dilakukan, dan kedua, mengharuskan KPPS dan saksi pasangan
calon uniuk memaotret alau mendigitalisasi lembar C2 plano.

Memang didalam UL Nomor 32 Tahun 2004 tidak terdapat
aturan mengenal keharusan KPPS untuk membuat cacat surat
suary sisa ketika sebelum penghitungan svarg akan dimulai dan
mendigitalisast lembar C2 plano ketika penghitungan suara i
TPS telah selesal. Begitu juga dengan keharusan PPS membuat
berita acara yang dibubuhi tanda tangan pihak  Babinsza,
Bubinmas, Ketua RT, Ketuan RW ketika mendirikan TPS. Ketiga
proses tersebut tidok diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004,

Dalam pasal %6 avat ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004
menjelaskan  tentang mekanisme penghilungan  suara,  yang
berbunyi sebagar berikut:

"Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung!



a. Jumlah  pemililh vang  memberikan  suara berdusarkan
salinan daftar pemilih tetap untuk TPS:

b Sumlah pemilil dari TPS lain;

o Jwmlah serat suara vang tdak terpakai dan

d. Jumilah surat sugra yang dikembalthan olelh pemilih kareng

rusak atan kelirn dicoblos ™.

Berdasarkan pasal 96 ayat (2) diatas, tidak diatur mengenai
keharusan KPPS untuk membuat cacal surat suara sisa sebelum
pelaksanaan penghilungan suara dimulai di TPS.

Selain itu, dalam pasal 96 avat (9), avat (10%, ayat (11) LU
Momor 32 Tahun 2004 mengatur tenlang proses pelaksanaan
Pilkada getelah penghitungan suara di TPS selesar dilaksanakan,
yang berbunyi sebagai berikut:

“Sewerg seieloh selesai penghitungan suara i TPS, KPPS
membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan seara
vang ditandatangani ofel ketua dur sekurang-kurangnya 2
fdua) erang anggota KPPY serta dapat ditandatangani oleh
saksi pasangan calon. (V).

KPPS memberikan | fyatu) cksemplar salinan berita acara dan
sertifikar hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan
caton vang hadir dan menempelkan 1 fxatu) eksemplar sertifikar

hasil penghitungan swara di tempat wmum. (1)),



KPPS menverahkan berita acara, sertifikat haxil penglitungan
suara, surat  swara, dan alat  kelenghapan  administrasi
pomungutan  dan penghitungan  suara kepada PPS segera
yetelah yelesai penghitungan swara. {11)."

Berdasurkan  pasal 96 ayat (9) sampai ayat (11}
menunjuklkan babwa tdak discbutkan mengenar  keharusan
KPPS untuk memotrel atau mendigilalisasi lembar €2 plano
sesaal setelah proses  penghitungan suara di TPS  selesai
dilaksanakan.

Sementara itu, kaitan dengan pembuatan berita deara, di

dalam UL Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur terkait
pembuatan bernita acarn di TPS ada dalum pasal 92 avat (3).
Pasal dan ayat tersebul berbunyi sebagai berikut:
“Kegtatan  KPPS  sebagaimana  dimaksud  pada avar (1)
dibuatban berita acara yang ditandaiangani oleh Ketua KEPS,
dan sekurane-kurangnva 2 fdua) angeota KPPS dan dapat
ditandatangani oleh sakst dari pasangan calon.”.

Berdasarkan pasal 82 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004
diatas. yvang menandatangani berita acara TPS hanvalah dari
pibak penyelenggara Pilkada tanpa mengikutsertakan unsur

masyarakat setempat, Polr (Babinmas), dan TNI (Babinsa),

4.3.5.2 Desain Surat Suarn Khusus
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Langkah antisipatfl lain vang diambil KPUD Pandeslang
untuk oleh mencegah timbulnys kecurangan adalah dengan
membuat surat suara khusus. KPUD Pandeglang membual surat
suara dengan ciri khusus untuk mencegah beredarnya surat suara
truan yang dipakar unluk merckayasa perolehan suara, Terkait
langkah vang digmbil KPUD Pandeglang tersebut dijelaskan
Bapak Budi Prakoso sebagai berikut:

“Mereka ini menvangkanyva garis, padahal tulisan. Karena sava
sendiri yang mendesain surat suara. "

Langkah yvang diambil KPUD Pandeglang terbilang cukup
efektil. Walaupun tidak dapat mencegah terjadinya pemalsuan,
tetapi dengan adanya pendesainan surat suara asli yang berbedn
dan surat soara biasa menjadi senjata KPUD Pandeglang untuk
melawan tuduhan dart pasangan calon nomor 3 vang, Pasangan
calon nomor urut 5 menudub berpihak kepada salah satu calon
dengan carg membuang sural suara yang dicoblos nomor urut 3
ke sungai di Mandalawangi, Saket dan Sukaresmi.

Tuduhan yang dilayangkan kepada KPUD Pandeglung
tidak  terbukti  dalam  persidangan  MK. Bahkan MK
memerintahkan Kapoln untuk menindaklanjuti permalsuan surat
suara vang dibuang ke sungai.

Langkah antisipatif vang diambil oleh KPU Kabupaten

Pandeglang  dengan  mendesain surat  suara khusus  juga
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dilakukan oleh KPU Kota Tangerang Selatan, KPU Kola
Tungerang Selatan mencetak surat suarn untuk Pilkada Kot
Tangerang Selatan dengan menggunakan desain dan bahan yang
khusus. Bernkut penjelasan Komisioner KPU Kota Tangerang
Selatan kepada peneliti:

“Kami membuat surat suara dengan tipe Full Security Printing.
firvisible text. Swural swarg ini ade delapan ik kevahasioan.

Jadi tidak mungkin bisea dipalsukan™.

4.3.5.3 Pengpunaan Negative Legislation

Dalam pelaksanaan  pemilihan kepala  dacrah  secara
langsung  tahun 20010, KPUD  Kabupaten  Pandeglang
mengogunakan  perangkat  hukum  vang  sifatnya  regative
legislation. Dalam sistem hukum tata negara ada dua bentuk
legislasi, vang pertama adalah positive fegislaiion, dan vang
kedua adalah megative legivlation. Positive legisfation adalah
hukum yang dibuat oleh dua pihak. yvaitn DPR {legislatif) dan
pemerintah (eksekonl), Positive legisfation lahir karena adanya
pemulakatan atou tawar-menawar antara eksekutil dan legislatif.
Sementara megafive fegislation adalah output dari kepulusan
Mahkamah Konstitusi. ©

Bernkut i penjelasan  Bapak Budi Prakeso  terkait

penggunaan negative legislation:



“Sayva katakan, banvak neeative fegisfation vang dilaksanakan
dalam pemilukada Pandeglang, Apa itu? Calon perseorangan.
It megative  legislation.  Tidak ada  undang-undang  vang
mengatur. Putusan MK vang mengatur, karena ketika seseorang
terhalang  wntuk mencalonkan dird menjadi  bupati. karena
katanyva hak semuwa warga negara unfuk mencalonkan alau
dicalonkan, berhak kan? Ya kelaw man mencalonkan, harus
masuk  partal politit. Pertanvaannya, apakal waith  setiap
warza negara Indonesia tkut berpariat pelink? Lah katanyva
hebas,  Olel karena  fu,  berdasarkan pemikiran it MK
memutuskan  seseorang  mencalonkan  diri tidak  perfu
menggunakan perahu sepoanjang ada dulungan secara fertulis
duari masvarakat sekian persen”.

Berdasarkan penjelasan Bapak Budi Prakoso diatas, KPLUD
Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan penulihan kepala
daerah secara langsung mengounakan  pegative  legislation.
Negative legivlation digunakan KPUD Kabupaten Pandeslang
adaluh keputusan Mahkuamah Konstitusi tentung
diperbolehkannya calon perseorangan untuk mengajukan din
menjadi calon perscorangan.

Dalam Pilkada Kabupaten Pandeglang whun 2010, ada
enam pasangan calon yang mengtkuti konstestasi merebul posist

bupati dan wakil bupati Kabupaten Pandeglang periode 2010-
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2015, Enam pasangan calon tersebut ada yang berasal dari panal
polink dan jugs dan calon perseorangan/independen. Berikut
calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada Kabupaten

Pandeglang tahun 2010,
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Tahel 4.7

Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Pandeglang Tahun 2010

Nama Pasangan Calon

Partai Politik/Gabungnan Partai Politik vang
Mengajukan Pasangan Calon/Calon
Perseorangan

Yoyon Sujana, SE. - M. Oyim, SE.

Calon Perseorangan, mendapatkan 47.821
dukungan dari 35052 dukunpan minimum.

Edi Suhaedi, SH., MH -
Hj. Apryliani Hendyasanty Putri, SE.

1. Parta Bintang Reformosi

2. Partai Gerakan Indonesic Rava

1. Parta Merdeka

4. Purtn Demokrost Pembaruan

5. Parta Boarisan Mosio

6. Parta Karya Perjuangan

7. Partai Patriot

d. Partm Perpuangan Indonesia Baru
9, Purtin Pelopor

10, Partar Pemuda Indonesig

11, Partw Penepak Demokrasi Indonesia
12, Partai Republikan

13. Partas Bulan Bintang

14, Purt Keadilun dan Persatuan Indonesia
15, PMBEK Indonesin

I6. Partm Kedaniatan

17, PNI Marhaenisme

14, Partns Demokrast Kebangsann

19, Purtan Buruh

20, Partin Persatuan Daeeah

21, Partar Kebangkitan Mosional Ulama
22, Paral Mahdaml Ummah Indonesia
23 Part Indonesin Sejahiern

24, Partai Serikar Indonesia

Drs. H, Djadjat Mujahidun -
Ir. H. Endjat Sodrajat

Calon perseorangan, mendapatkan 40,059
dukungan dari 35,052 dukungan minimum.

Sunarta, SE -
Apus Wahyy Wardana

H. Iroa N.m:lit.l_,§5 MM -
H. Apud Mahfud

Calon perseorangan, mendapatkan 49.463
dukungan dari 350,52 dukungan minimum.

_____ Partai Persatuan ﬁEmb.’!l‘lng.‘l‘l:Hi
Partai Demokrast Indonesia Perjuangan
Partai Pengusaha dan Pekerja

Dirs, H, Erwan Kurtubi, MM -
Hj. Heryani

Partai Demakrul

Partar Colkar

PKS

PR

Partai Peduln Rakyat Nosional
Purtai Karyn Peduli Bangsa
Partar Matahari Bangsa

s Becinl Hetl Nunknl Kakys

DO~ A B W R =g b —

Sumber: KPUD Kabupaten Pandeglang



Berdasarkan tubel diatas, calon yvang berssal dari parta
politik atau pabungan partar politik terdapal 3 pasangan ealon,
sementara pasangan calon perseorangan jugn berumlah sama
banyaknys sebanyak 3 pasangan calon, Enam pasangan calon
bupati dan wakil bupati Kabupaten Pandeglang ditetapkan oleh
KPUD Kabupaten Pandeglang melalui Sural Keputusan KPU
Kabupaten  Pandeglang  Nomer 21L/KPU-PDG/AHL2010
Tentang Penetapan Nomor Uroat Pasangan Calon Bupan dan
Wakil Bupati Dalam Pemiliban Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Dacrah tertanggal & Agustus 20110,

Selain di pemilihan kepala dagrah Kabupaten Pandeglang,
di dalam pelaksanaan pemilihan Képala daerah Kota Tangerang
Selatan KPU Kota Tangerang Selatan juga menggunakan
negaiive  legislgiion,  KPU  Kola  Tangerang  Selatan
menggunakan  putusan  Mahkamah  Konsttusi  terkait
diperbolehkannya calon dar jalur perscorangan. Hal tersebut
terbuktl dengun adanya pasangan calon dan jalur perseorangan
dalam pemilihan kepala daerah Kota Tangerang Selatan tahun
2010, Benkut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota

Tungerang Selatan tahun periode 2000-2013:

I
(B



Tabel 4.8

Daftar Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010

No Nama Pasangan Calon Partai Politik/Gabungan Partai Politik yvang
Urut Mengajukan Pasangan Calon/Calon
Perseorangan

| Drs. H, Yayat Sudrajat, MM, M.Si - | Calon Perseorangan
H.M. Morodom Sukaro, S_.1F

2 Hj. Rodhivah Najhibah, S.Pd — Calon Perseorangan
H.E. Sulaiman Yasin

3 Drs, Ho Arsid. 3.5 - PPP, Gerindra, Hanura, PBB
Andre Taulany

4 Hj. Airin Rachmy Diany, SH., MH — | Demokrat, PKS, Golkar, PDIP, PDS, PEB, PPDL,
Drs. H. Benyamin Dawnie PRPI

Berdasarkan tabel diatas, calon yang berasal dari jalur
perseorangan bequmlah dua pasangan dan pasangan calon yang
bernsal dar partal poliik dan gabungan partai politik juga

berjumlah dua pasangan.

4.3.5.4 Eksckutor Sanks: Pelunggaran Pilkada
Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 terdapat penjelasan
mengenal kewenangan  KPUD  menclapkan  cara dan
membernikan  sanksi  terhadap  pelanggaran dalam  Pilkada.
Kewenangan KPUD tersebut diatur dalam pasal 81 ayat (3) UU

MNomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi sebagal berikut:
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“Tata cara pengengan sankyi terhadap pelangearan larangan
pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada avar (2}
ditetapkan oleh KPUD™

Benkutnya, di dalam pasal 81 avat (4) ditegaskan mengenai
sanksi vang dapat diberikan oleh KPUD sebagai berikut:
“"Pelangearan atas keteniwan farangan pelabsanaan kampanye
yehagaimana  dimaksnd  dalom pasal 79 dikenaf sawksi
penghentian kampanye selama masa kampanyve olef) KPUDT,
Berdasarkan pasal 81 ayat (3) dan ayat (4), KPUD mempunyai
dua kewenangan berkaitan dengan sanksi terhadap pelanggaran
dalam Pilkada. Kewenangan pertama adalah menetapkan bentuk
sanksi yang diberikan kepada pelanggar aturan kampanye.
Kewenanpan kedua adalah, KPUD dapat memberikan sanksi
untuk menghentikan kampanve selama masa kampanye kepada
pasangan calon,

Menurut analisis peneliti, kewenangan KPUD vang diatur
dalam pasal 81 ayat (3) dan (4) adalah KPUD bertindak sebagai
cksekutor sanksi, KPUD tdak bertindak sebagm pihak yang
mengadili terkait adanya dugaan pelanggaran. Pihak  vang
mempunyal  kewenangan untuk  mengadili sebuah  tindakan
adaluh pelangearan atan bukan pelanggaran  adalah  Pamitia

Pengawas Pilkada.



Sementara o, dalam konteks pelanggaran, menurul analisis
peneliti, berdasackan bunyi pasal 81 avat (1) dan (2) UL Nomor
32 Tahun 2004, ada dua bentuk pelanggaran, yaitu pelanggaran
pidana dan pelanggaran administratif. Berikut bunyi pasal 81
ayal ( Iy dan (2) ULl Nomor 32 Tabun 2004:

"Pelangearan atas keteniwan farangan pelabsanaan kampanye
sebagaimana dimaksud dalani Pasal 78 e a, eaf b, huraf
¢, fuernf d, huraf e, dan haraf [ merapakan tindak pidang dan
dikenat sanksi sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan ™. (1)
“"Pelangearan atays ketentnan larangan peloksanoan kampanye
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 78 hueaf g, hurenth, e
dun hurnf j, vang merupakan pelanggaran fata cara kampanye
difenar sanksi.
a. Peringatan  feriulis  apabila  penvelenggara  kompanyve
melangoar larangan walaupun belum terjodi gangguan;
b, Penghentian  kegiotan kampanve  df  tempat  derjadinya
pelanggaran  atau di selurwh  daeval pemilihan  vang
bersanghuran apabila terjodl gangeuan ferhiadap keamanan

yang herpotensi menvebar ke dacrah pemilihan lain ™. (2).

Pasal 81 ayat (1) dan {2} peneliti intepretasikan bahwa ada

dua macam bentuk pelanggaran, vaitu pelanggaran pidana dan



pelanggaran administatif, Keterkaltannya dengan KPUD, segala
bentuk pelungparan yane diputuskan oleh Panitia Pengawas
Pilkada adalah pelanggaran bersifal administratl, maka yang
menjadi eksekutornya adalah KPUD. Bentuk sanksi tersebut
berupa teguran, melarang atau menghentikan kampanye, sampai
wvang terberat adalah membatalkan pasangan calen sebagai
calomn.

Sementara itu, bentuk-bentuk pelanggarun yang diputuskan
oleh Pamitia Pengawas Pilkada adalab pelanggaran vang terdapat
unsur pidana, maka yang menjadi cksekutomya bukan KPUD
melainkan penyidik dalam hal i pihak kepolisian,

Terkait pelangparan apa saja vang terjadi di Pilkada
Kabupaten Pandeglang tabhun 2010 yang diberi sanksi oleh
KPUD Pandeglang, peneliti meminta penjelasan dari Bapak
Budi Prakoso. Berikut jawaban behaw kepada peneliti:

“Kita membertkan  sanksi  bherupa  teguran-teguran  kepada
pasangan cafon. Sampat vang cukup berat melarang pasangan
calon nomor 3 uptek kampanyve sampai selesainva  masa
kampanve walan masih tersisa 2 hart karena di Munjul calon
nomaor 5 ftu kampanve di sekolah, 2 hari kan lwmayan, Baru
Pandeglang vang melaksanakan itu. Sava sudah tanva Pak Putu
Kema Polja Pilkada KPU Pusat, barn pertama kali KPU

menghentitan calon tidak boleh kampanyve di Pandeglang. Mau
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berantem, berantem ave sova bilang. Maw Dimvati kek. sigpa
kek, masa bodo™,

Berdasarkan penjelasan Bapak Budi Prakoso diatas, KPUD
Pandeglang menjalankan fungsinya sebagai cksekulor sanksi
pelanggaran, KPUD  Pandegling memberikan  sanksi  yang
ringan berupa leguran-leguran swmpai sanksi yang cukup berat
vaitu  melarang  pasangan  calon  nomor  wrut 5 untok
berkampanye hinggy  berakhirnya  masa  kampanye.  Telah
diketahui, bahwa pasangan calon nomor 5 merupakan tokoh
berpengaruh di Kabupaten Pandeglang. Calon Bupati Irna
Marulita adalah st dart Dimyat Matakusumah mantan Bupat
Pandeglang: Tetapi KPUD Pandeglang tdak pandang bulu
dalam membert sanksi kepada pasangan calon yang terbukt

melakukan pelangearan,

4.3.5.5 Komistoner KPU Tidak Tkut dalam Tim Anggaran Pilkada
KPUD Pandeglang sebagai penyelengpgara pemilihan kepala
daerah wajib untuk menjaga netralites kelembagaan, Upaya
terschut ditempuh pihak KPU Pandeglang salah satunva dengan
carg yaltu para Komisioner KPU Pandeglang tidak masuk dalam
Tim Anggaran Pilkada bersama TAPD Pemerintuh Kabupaten

Pandeglang. Langkah KPUD Pandeglang tersebut dijelaskan



oleh Bapak Budi Prkoso selaku Ketwa KPUD Pandeslang
kepada peneliti sebavai bertkut:
“Sava katakan pada waktn itu kepada sekretariat. Bapak-bapak
yekretavial,  supava  nefral,  dienggapava KPU yang
komisionernyva lima ini supaya netral, sava perintabifan kepada
bhapak-bapak di sekretariat, pegang regulasi penyvelenggarvaan
pemilie, ini aturanma, Bahwa biava untuk ind, dasar hakunmva
tni. Sudal ada. Pegang fni kami komisioner tidak akan ik
dalam tm penghtivngan wlang hlava penvelenggaraan, Kami
tidak fkwt, hanva selreiarial safa vang thue, Balkan kami lehil
sarkay lagi. Apa iiu? Bapak-bapak yekretarial yang nanti rapat
hiaya penvelenggaraan pemily, jangan menvebutkan  angia,
herapapun jungan. Cukup bapak ajeg o&f aturanmea, Aturannya
harwy  ada kegiatan  ini,  anghkanye  bigr mercka  yang
menegniukan, pemda  vang  meneniukan  anghanva, Jangan
sampai kegiatan yang ada o wratan iniada vang terfewat. Ya
kan?  Misalnva  pesnutakhivan  pemilih,  ada  peiugas
pemutakhivan, ada ongkos print out segala macam. Kan it
datwrannva. Sekretarial gieg dengan atiuran ini! Tapi sekretarial
Jangan sekali-kali mencantumban arngha  safuanmyva  berapa,
fangan! Biar Pemda sendivi”™,

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Budi Prakoso yang

disebutkan diatas, Ketua KPU Pandeglang mengambil langkah



dengan  mengambil  keputusan  lima  Komisioner  KPU
Pandeglang  tidak  ambil  bagian  dalam  TAPD  bersama
Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk menentukan biaya
penyelenggaraan Pilkada, Pihak KPU Pandeglang dalam TAPD
Pemerintah Kabupaten Pandeglang diwakill oleh sekretariat
KPUD Pandeglang, Selain iu, Ketwa KPUD Pandeglang
mengistriksikan kepada sekretariat KPUD Pandeglang vang
masuk dalam TAPD tidak diperkenankan menyebutkan angka
biavanya, cukup hanva menvebutkan jenis kegiatan yang harus
dilaksanakan.

Setelah melalui pembahasan bersama TPAD Pemerintah
Kabupaten Pondeglung, KPU  Pandeglong mendapatkan
anggaran Rp 23 Miliar. Jauh sebelumnya, KPU Pandeglang
pernah mengajukan estimasi biayva penvelenggaraan Pilkada
schesar 32,4 Mibar, Blava schesar 324 Miliar itu uwnluk
pembiayain 2 putaran Pilkada.

Dalam perkembangannya, muncul reaksi-reaksi  terkan
Jumlah biaya penyelenggaraan pemilihan kepala dasrah. Salah
satunya adalah datang dan DPRD Pandegling. Anggota DPRD
Pandeglang dari Partai Hati Nurani Rakyal Oman Ariawan
berbicara di medin cetak membert fanggapan atas  biaya

penyvelengogaraan  Pilkada Kabupaten Pandeglang.  Oman



Artawan mengatakan, “Daripada wntvk pemifukada, lebil baik
nangnya uniwk pembratan jalan™.

Pihak KPUD Pandeglang memberikan tanggapan  atas
pernyataan anggoln DPRD tersebut. Ketua KPUD Pandeglang
Budi Prakeso mengeluarkan stafement di koran, “Kalou tidak
ada  pemilu, wdak akan ada anda!”. Selain i, KPUD
Pandeglang mengambil langkah dengan mengivimkan  sural
kepada Frakst Hamuwa DPRD  Pandeglang dan DPP Parai

Hanura untuk meminta audiensi.

4.3.6 Masalah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah
“4.3.6.1 Masalah dalam Pilkada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010
4.3.6.1.1 Sengkety Pilkada vang Beryjung Pemungutan Suara Ulang

Pemilikan  kepala  daerah  Kabupaten Pandeglang
dilaksanakan pada tanggal 3 Okober 2014 Hasil perolehan
suara Pilkada Kabupaten Pandeglang dituangkan dalam Surat
Keputusan KPU Pandeglang Nomor 29/KPU-PDG/X2010
tertanggal 10 Oktober 2010 Tentang Penctlapan Rekapitulas
Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Dacerah
dan Wakil Kepala Dacrah Kabupaten Pandeglang Tahun
2010, Berikut it hasil perolehan suarg Pilkada Kabupaten

Pandeglang tahun 2010,
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Tahel 4.9

Hasil Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Pandeglang Tahun 20140

No Pasangan Calon Suara Sah | Persentase | Persenilase
Urut Pemilih Suaru Sah
bperr
1 Yoyon Sujana SE dan M, 51.633 o % 9%
Oyim, SE.
2 Edi Suhaedi dan Hj. 32.940 44 [
Aprilia Hendvasanty Puln,
SE.
3 Drs. Djadjat Mudjahidin 12.015 1 % 2%
dan Ir. H. Endjat Sudrajat
4 Rona Sunarto, SE dan 12.234 2% 2%
Apus Wahyu Wardana
5 Hj. lrna Marulita, SE, MM 2200624 25.% 7%
dan H. Apud Mahiud
(4] Drs. H. Erwan Kurtubi, 239.510 29:% 43 %
MM dan Hj. Heryvam
Jumlah Suara Sah 552 894 96 %
Jumlah Suara Tidak Sah 12824 4%
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah 575718 T1 %
Jumlah Pemilih yang Tidak 237.467 29%
Mengounakan Hak Pilih
Jumlah DPT B13.1K5 100 %
Dalam pelaksanaan rapat pleno terbuka Penghitungan

Suarn di KPU Pandeglang pada tanggal 10 Oktober 2010,

saksi pasangan calon nomor urut 3, Dra. Hafazah, M .51, tidak

menandatangani berita acara model DB-KW K. KPU.

Dra. Hafazah, M.S:

memberikan

pernyataan/alasan

dalam model DB2/KWE.KPU tentang Pernvataan Keberatan

Saksi dan Kejadian Khosus yang Berhubunpan  dengan




Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Walal Kepala Daerah di Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Pandeglang. Berikut catatan vang ditulis

oleh Dra. Hafazah, M.Si:

Bahwa telab tegadi pelanggaran  Pemilukads  yang
dilakukan  secara  sistematis  dan massif untok
memenangkan calon nomoer urut 6;

Bahwa KPU Pandeglang telah melanggar ketentuan
pasal 7 point 4-3 Peraturan KPU Nomor 17;

Bahwa askibat pelanggaran tersebut  diatas,  telah
mempengaruhi hasil peroleban suarg pasangan calon
AonOT uril 53

Bahwa telah terjadi pembiaran pelanggaran-pelanggaran
tersebut, oleh  penvelengpara Pemilukada Kabupaten
Pandeglang

Bahwa karena hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon
pleno ini untuk menunda penelapan  pasangan calon
terpilih sumpai ada keputusan yang berkekuatan hukum

tetap schagaimana ketentuan UL

Selanjutnya,  pasangan  lma Narolite-Apud  Mahfod

mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi melaln

kuasa hukum/advokat Novian & Partner, sesual  sureat

(]
(3]
(B



permohonan  Nomor  1293NP.XTB2000,  wangeal 13
Cktober 2000 perihal permohonan keberatan atas perselisihan
hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
Kabupaten Pandeglang tahun 2010, dengan regisier nomor
LOO/PHPU D VI2010. Dengan adanya keberalan ini, maka
Pilkada Kabupaten Pandeglang terjadi persehsihan (senghketa)
dan penetapan calon terpilih menunggeu putusin Mahkamah
Konstitusi,

Berdasarkan  misalah sidang putusan  Mahkamah
Konstitusi Nomor 190/PHPU.D-VIIL2010 diyelaskan tidak
semua permohonan gugatan dapal discelesaikan atau diterima
oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam  nsalah sidang tersebut,
bahwa dalam menilat proses terhadap hasil Pemilu atau
Pilkada tersebut Mahkamah Koenstitusi membedakan berbagai
pelanggaran kedalam tiga kategord,

Pertama, pelanggaran dalam  proses  wang  ldak
berpengarub atay tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap
hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho,
kertas simulasi vang mengpunakan lambang, dan alat peraga
vang tak scsual denpan tata cara yvang telah diatur dalam
peraturan  perundang-undangan. Untuk  jenis  pelanggaran
yang sepertt  im Mahkamah Konstutus:  tidak  dapat

menjadikannya sebagal dasar pembatalan hasil penghitungan
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suara  vang  ditetapkan  oleh KPU  alan KPU
Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah
peradilan umum dan/atau PTUN.

Kedua, pelanggaran  dalam  proses  Pemilu  atau
Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau
Pemilukada sepertt money politic: keterlibatan oknum pejabat
atan PNS,  dugasn  pidana  Pemilu, dan  sebagainya.
Pelanggaran yang seperti in dapat membatalkan hasil Pemilu
atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan,
yvakni karena tegadi seeara lerstrukiur, sistematis, dan masif
yvang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam  berbagai
pulusan  Mahkamah Konsutus:  Pelanggaran-pelanggaran
yvang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilo atau
Pemilukada  seperti yang  bersifar  sporadis,  parsial,
perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan
pengarvhnyva terhadap pilihan pemilib udak dijadikan dasar
oleh Mahkamah Konstitusi untuk  membatalkan hasil
penghitungan sura oleh KPL/KPLU
Provinsi/Kabupaten/Kota.

Ketiga, pelanggaran lentang persyaratan menjadi calon
yang hersifat prinsip dan dapat divkur (sepert syaral tdak
pernah dijatubi pidana pemjara  dan  syarat  keabsahan

dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk



membatalkan  hasil Pemilu atau Pemilukada Karena ada
pesertanya vang tidak memenuh syaral sejak awal,

Adapun sgendn pelaksanaan sidang perselisihan hasil
Pilkada Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikul.

Tahel 4.10

Agenda Persidangan Perselisihan Hasil Pilkada Kabupaten Pandeglang

Tahun 2010

Tanggal Agenda Sidang

25 Oktober 2010

Pendahuluan/pembacaan tuntutan

28 Oktober 2010

Pemeriksaan Saksi

249 Oktober 2010

Pembuktian

4 November 2000

Pengucapan Putusan

Sumber: KPUD Kabupaten Pandeglang
Setelah melalui mhapan-tahapan sidang di Mahkamah

Konstitusi  terkait  peschisihan  hasil Pilkada Kabupaten

Pandeglang, pada langgal 4 November 2010 Mahkamah

Konstitusi membuat keputusan, yang tertuang dalam Putusan

Muahkamah Konstitusi Nomor 190/PHPU D-VUL2010,

Keputusan tersebul berbunyi sebagai berikut:

|, Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Membatalkan Keputusan Komist Pemilihan Umum
Kabupaten Pandeglang Nomor 29K PU-PDGXTAHUN
2000 entang Penclapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara Pemilthan Umum  Kepaly Daerah doan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010

tertanggal 10 Oktober 20 1) dan Berita Acara Model DB-




KWEK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara. Pemilthan Umum  Kepals Daerah dan Wakil
Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh  Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang tertanggal 10
Oktober 20010;

Memerintahkan  kepada  Komisi Pemilihan  Umum
Kabupaten Pandeglang untuk melakukan pemungulan
suarg ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Dacrah dan
Wakil Kepala Daernh di seluruh TPS se-Kabupaten
Pandeglang dengan mengikutsertakan seluruh Pasangan
Calon  Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Pandeglang dalam Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang
Tahun 20010 wang telah  ditetapkan  oleh  Komisi
Pemiliban Umum Kabupaten Pandeglang;
Memerintahkan  Komist  Pemilihan Umum, Badan
Penpawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Banten, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kepala Daerah Provinsi Banten, dan Panitia Pengawas
Pemilihon Umum Kepala Dacrah Kabupatlen Pandeglang
untuk mengawast pemungulan  suarn ulang  tersebut

sesual dengan kewenangannya;
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5. Melaporkan kepada Mahkamah hasil pemungutan suara
ulang tersebut selambat-lambainys 90 (sembilan puluh)
hari setelah putusan i divcapkan;

6. Menolak permohonan  Pemohon  untuk  selain dan

selebihnya.

Berdasarkan  putusan Mahkamah  Konsttusi Nomor
T9OPHPU.D V2010 tangeal 4 November 2010, Komisi
Permilihan Umum  Kabupaten Pandeglang  diperintahkan
untuk melaksangkan Pemungutan Soara Ulang di seluruh
TPS se-Kabupaten Pandeglang dengan mengikutseriakan
seluruh pasangan calon kepala daerab dan wakil kepala
dacrah Kabupaten Pandeglang dalam  Pilkada Kabupaten
Pandeglang tahun 2010,

KPU Kabupaten Pandeglang melaksanakan pemungutan
suara ulang pada tanggal 26 Desember 20100 Adapun hasil

perodehan suara dart pemungutan suara ulang sebagai bertkut:



Tabel 4.11

Hasil Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Pilkada

Kabupaten Pandeglang Tahun 2010

No Pasangan Calon Suara Sah | Persentase | Persentase
Urut Pemilih Suara Sah
DPT
| Yoyon Sujana SE dan M. 22.003 2% 4 by
Oyim, SE.
2 Edi Suhaedi dan Hj. 13.707 1% 2%
Aprilia Hendyasanty Putri,
SE.
i Drs. Djadjat Mudjahidin 6.426 1 % 1 %
dan Ir. H. Endjat Sudrajat
4 Rona Sunarto, SE dan 6471 1% 1 %
Apus Wahyvu Wardana
3 Hj. Irna Narulita, SE, MM 2201624 12 % 41 %
dan H. Apud Mahiud
6 Drs. H, Erwan Kurtubi, 265.263 32 % 44 %y
MM dan Hj. Hervani
Jumlah Suara Sah 534.494 65
Jumlah Suara Tidak Sah 11.176 1
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah 545,670 a7
Jumlah Pemilih vang Tidak 268.151 32
Menggunokan Hak Pilih
Jumlah DPT R13.185 100 %

Rekapitulasi hasil penghitungan suarn dituangkan dalam

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU

Model DB.KWEK-KPU sebanyak 13 (tiga belas) rangkap

yaitw untuk disampaikan ke KPU Pusat 1 set, KPU Provinsi

Banten 1| set, Panwasly Kabupaten Pandeglang | set, saksi

pasangan calon 6 sel, untuk divmumbkan 1 set, laporan ke




bupati 1 set, laporan ke DPRD Kabupaten Pandeglang | set,
laporan ke Mahkamah Konstitusi | sel, dan untuk arsip KPU
I set.

Dalam  rapat  pleno  lerbuka  rekapiiulasi  hasil
penghitungan suara di Kabupaten Pandeglang, suksi pasangan
calon nomor wrut 5 kembali tidak menandatangani Berita
Acara Model DB EKWE KPU dan memberikan pernyataan
dalam lembar Pemyataan Keberatan Saksi dan Kejadian
Khusus  wang  Berhubungan  dengan Rekapitulasi
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerab dan
Wakil Kepala Daerah di Komist Pemilihan Umum Kabupalen
Pandeszlang. Pernyataan tersebut berbunyi sebagat berikut:
“Bahwa kami masih mendapathan  beberapa kecurangan
yang tersirukter, sistematts, dan maysif pada pemunguian
suara wlang, batk menjelang & selama pemungutan suara
wlang tanggal 26 Desember 20007

Pagangan calon nomor urut 5 mengajukan pengaduan
kembali ke Mahkamah Konstitus:. Pasangan Ima Narulita-
Apud Malilud mengajukan pengaduan dengan dasar adanva
pelangparan-pelangearan ketlka Pemungutan Suarg Ulang,
Berikut im pelunggaran-pelanzguran yang  digjukan  oleh

pasangan calon nomer 5 vang tertuang dalam Risalah Sidang



Perkara Nomor [90PHPU-VI2010 Mahkamah Konstitust

tertanggal 31 Januari 201 1:

1.

ek

Adanya  keterlibatan  Gubernur  Banten.  Bupah
Pandeglang, Sekda Kabupaten Pandeglang, Assda
Kabuputen Pandeglang, SKPD, Camat, Trantib, PDAM,
PMS, Lurah, Kepala Desa. Sckretaris Desa. BT, dan RW
untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urul &;
Adanya pemberhentian, mutasi, demosi, dan mumidasi
terhadap PNS yang memberikan kesaksian di Mahkamah
Konstitusi,

Ketdaknetralan Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten
Pandeglang dan Pamitia Pengawas Pemilihan  Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Pandeglang;

Tenadinya praktik money politics,

Adanya surat suara vang sudah dicoblos.

Adapun agenda pelaksanaan sidang lanjutun persehisthan

hasil Pemungutan Suara Uang adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.12

Agenda Sidang Perselisihan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pilkada

Kabupaten Pandeglang

Tanggal

Agenda Sidang

21 Januar: 2011

Mendengarkan  laporan  pelaksanaan pemungutan  suar
ulang dar:
1. KPU Kabupaten Pandexlang
KPU Pusat
KPU Provinsi
4. Panwaslu Kabupaten Pandeglang

Lik b

l 31 Januar: 20101

Penpgucapan Putusan

Pada tanggal 31 Janwarn 2011, Mabkamah Konstitusi

mengeluarkan potusan mengenai permohonan  perselisihan
yvang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 5, Isi dari
Keputusan Mahkamah Konstitusi antara lain:

o Menetapkan hasil perolehan suarn dan masing-masing

Pasangan Calon dalam Pemiliban Umum Kepala Daerah
dion Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun
2010, schagai berikut:

I, Pasangan Calon Nomor Urit 1, Yoyon Sujana, S.E.
dan M. Oyvim, 5.E., sebanvak 22,003 (dua pulub dua
ribu tiga) suara:

2. Pasanpan Calon Nomor Urut 2, Edi Subaedi, S.H.,

M.H. dan Hj. Aprvlis Hedvasanty Putrd, S.E.,




sebanyak 13,707 (tiga belas ribu wjuh ratus tujuh)
SUIrA;

3. Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs. H. Djadjat
Mudjahidin dan Ir. H. Endjat Sudeajat, sebanyak
6,426 (enam ribu empat ratus dug puluh enam)
SUATA;

4, Pasangan Calon Nomor Urut 4, Rona Sunarto, SE.
dan Agus Wahyy Wardana, sehanyvak 6,471 (cnam
ribu empat ratus twjuh puluh saty suara;

5. Pasangan Calon Nomor Urut 5, Hj, Irna Narulita,
S.E., MM, dan H. Apud Mahpud, scbanvak 220,624
(dua ratus dwa puluh by enam ratus dua puluh
empal) suarn;

6. Pasangan Calon Nomor Urut 6, Drs. H. Erwan
Kurtubi, MM, dan Hj. Heryani, sebanyak 265263
{dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam
puluh tiga) suara;

= Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten

Pandeglang untuk melaksanakan pulusin i,

4.3.6.1.2 Kendakpahaman DPRD Kabupaten Pandeglang terhadap

UL Nomor 32 Tahun 2004

(]
Las
[ R ]



Dalam UL Nomor 32 Tabhun 2004 diatur mengenal
tugas dan kewenangan beberapa pihalk aten lembaga vang
mempinyat peran penting dalom menjamin terselanggaranya
Pilkada yang demokratis. Salah satu lembaga yang diatur
secard  terang  tugss  dan kewenangannya  dalam
penyelenggaraan Pilkada 1alah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah. Dalam pasal 66 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004
secara  khusus  menjelaskan  mengenai  tugas  dan
kewenangan DPRD, Berdasarkan hal tersebut, dapat ditank
kesimpulan bahwa peran DPRD sungal besar dulam proses
pelaksanaan Pilkada.

Sangat disayvangkan sekali, jika dalam kenyataannya
DPRD yang mempunyal tupgas dan kewenangan yang
gignifikan dalam  penvelengearaan Pilkada, justru tidak
mengetahu dan memahami  hal-hal terkail pelaksanaan
Pilkada. Kkhususnya terkait pedoman  hukum.  Dalam
penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Pandeglany ditemukan
unsur DPRD vang tidak memahami pedoman  hukum
penyelenggaraan Pilkada.

Berdasarkan  penuturan Bapak Budi Prakoso, ada
seorang  angeota DPRD Kabupaten Pandeglung  vang
mengusulkan dalam Pilkada satu desa saiw TPS dengan

alasan menghemat anpgaran. Usul tersebut disetujul aleh



Ketwa DPRD Kabupaten Pandeglang. Berikulnva, dengan
alasan vang sama untuk menghemat pembiayvaan, ada yvang
mengusulkan TP diperkecil.

Berdasarkan  usulan-usulan yang  disampaikan  oleh
anggota DPRD  Kabupaten Pandeglang  diatas, penchid
menilal ada ketidakpahaman anggota DPRD akan aturan
hukum penyelenggaraan Pilkada. Alasannya, di dalam pasal
90 ayat (1) UU Nomer 32 Tahun 2004 mencgaskan batas
Jumlah pemilih dalam TPS vang bunyinya sebagal berikut:
“Sudah pemilile setiap TPS sebamvak-bunyakanva 300 ftiga
ratus) orang.”

Jikea sapa usulan terkait diberlakukannya satu desa satn TPS
ataupun TPS nya diperkecil seperti vang digjukan DPRD
Kabupaten Pandeglang, maka akan melanggar pasal 90 LU
Nomor 32 Tahun 2004 dimana ada batasan terkait jumlah

pemilih dalam satu TPS.

4.3.6.2 Masalah dalam Pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010
Pilkada Kota Tangerang Selatan dilaksanakan pada tanggal 16
MNovember 2010, Hasil perolchan suara Pilkada Kota Tangerang
Selatan ditusngkan dalam Surat Keputusan KPU Kota Tangerang
Selatan 43/ Kpte/KPU-Tangsel/ X 2010 tertanggal 17 November 2010

Tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan



Calon Walikota dan Wakil Walikowa Tangerang Selatan Tahun 2010,
Berikut imt hasil perolehun swars Pilkads Kota Tangerang Selatan

tahun 2010,

Tabel 4.13

Hasil Perolechan Suara Pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010

Nomor Pasangan Calan Jumlah Suara Persen
Urut

I Drs. Yayal Sudrajat, MM, Msi 22.640 3.6 %
H. Moch Norodom Sukarno, 5.1P

2 Hj. Rodhiyah Najibah, 5.Pd 7518 L%
H.E. Sulaiman Yasin

3 Drs. Arsid, M_51 187.778 46,2%
Andreas Taulany

4 Hj. Adrin Rachmi Diany, SH.MH 188893 46.,4%,
Drs. H. Benyamin Davni

Sumber: Putusan Mahkamah Konstitusi BI Nomor 2009210/ PHPU. D=V L2010

Dalam rapat pleno penghitungan dan penetapan hasil perolehan
suara pada tanggal 17 November 2010, saksi pasangan calon nomor
wrud | dan 3 menolak mepandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerab dan Wakil
Kepauleg Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 dan telah
menuliskan  pernyataan Keberatannya  dalam Formulir Keberatan
Model DEKWK KPU.

Pasangan calon nomor urut 1 dan 3 mengajukon gugatan kepada

Mahkamah Konstitusi atas  hasil perolehan soara Pilkada Kota




Tangerang Sclalan. Dengan adanya Keberatan ini, maka Pilkada Kola

Tangerang Selatan terjudi perselisithan sengketa dan penetapan calon

terpilih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi.

Setelah melalui inhapan-tahapan sidang di Mahkamah Konstitusi

lerkaitl pesclisihan hasil Pilkada Kota Tangerang Selatan, pada tanggal

10 Desember 2010 Mahkamah Konstitusi membuat keputusan, vang

tertwang  dalam  Putusan Mahlkamah  Konstitusi Nomor 209-

2I0/PHPU.D-V UL2010, Keputusan tersebut berbunyi sebagai berikut:

w Mengabulkan permobonan Pemohon [ untuk sebagian;

oG

Membatalkan  Keputusan  Komisi Pemiliben Umum Kota
Tangerany Selatan Nompr 43/ Kpie/ KPU-Tangerang
Selatan/XI2000  tentang  Penctapan  dan Pengesahan  Haxil
Perolehan Suara Pasangan Calon Waliketa dan Wakil Walikora
Tangerang Selatan dalam Pemilithan Umum Walikota dan Wakil
Walikota  Tangerang  Selatan  Tahun 2000, bertanggal 17
Newvem ber 2001 0;

Memerimighkan  kepada  Keomisi  Pemilihan  Umnm  Kota
Tangerang Selatan wniuk mefakukan pemungutan sudara wlang
dalam  Pemililtan Umum  Kepala Daevah dan Wakil Kepala
Dagerah Kota Tangerang Selatan di  seluruh TPS se-Kota
Tangerang Selatan vang ditkuti oleh Pasangan Calon Kepala

Daeral dan Wakil Kepala Daeral, yvaitu;

236



a. Drs, B Yavar Sudvajar, MM, M5S0 dan B Moch, Norodom
Sukarno, S.1LFP.;

b Hi. Rodhivah Najibhah, § Pd. dan H.E. Sulaiman Yasin;

e Drv. H. Arsid, M6, dan Andreas Taulany:

d. Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H. dan Drs. H. Benvamin
Davaie;

w Memerintabkan Komisi Pemiliban  Umum, Badon  Pengawas
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, dan
Panitia Pengawas Pemilihan Umwm Kota Tangerang Selatan
uniik  mengawasi  pemungoian  svara adang fersehut sesual
dengan kewenangannya,

o Melaporkan kepada Mahbamal haxil pemungutan suarg wlang
tersebnt selambat-lambatrva 90 (sembilan puludi) hari setelah
putusan ini divcaphkan:

o Menalak permolionan Pemofion { uniuk selain dan selebihma;

o Menalak permohonan Pemobon I uniak selwruhnya;

Berdasarkan  putusan Mahkamah  Konstitusi Nomor 209-
21/ PHPU.D-VUL2010  tanggal 10 Desember 2010, Komisi
Pemilihan  Umum Kota Tangrang Sclatan  diperintabkan  untuk
melaksangkan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kola
Tangerang Selatan dengan mengikulsertakan seluruh pasangan calon

kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Tangerang Selatan.



KPU Kota Tangerang Selatan melaksanakan pemungutan suara
wlang pada tanggal 27 Februari 2001, Adapun huasil perolehan suarn
dari pemungutan suara ulang sebapgaimana vang tertuang dalam Surat
Keputusan KPU Kota Tangerung Selatan Nomor 10/KPTS/KPU-
Tangsel 2/201 1 tentang penctupan hasil penghitungan perolchan suara
dalam Pemungutan Svara Ulang ettanggal 3 Maret 2000 adalah

schagai berikul:

Tabel 4.14
Hasil Peroleban Suara Pemungutan Suara Ulang Pilkada

Kota Tangerang Selatan tahun 2010

Nomor Pasangan Calon Jumlah Suara Persen
Urut

1 Drs: Yayat Sudrajat, MM, Msi 22,640 5.0 %
H. Moch Norodom Sukarno, S.1P

2 Hj. Rodhivah Najibah, S.Pd 7.518 1&%
H.E, Sulaiman Yasin

3 | Drs. Arsid, MSi 198.660 | 44,10%
Andreas Taulany

4 Hj. Adrin Rachmi Diany, SH.MH 241,797 53.67%
Drs. H. Benyamin Davnie

Sumber: KPL Kota Tangerang Sclatan
Berdasarkan hasil pemungutan suara ulang pemiliban kepala
daerah Kota Tangerang Selatan, pasangan calon nomor 4 menjadi
walikota dan wakil walikota terpilih setelah mendapatkan 53 persen
lebih suara. Db posisi kedua, pasangan calon nomor 3 dengan

perolehan suara sebesar 44,10 persen suara. Sementara pasangan calon




nomor | dan pasangan calon nomor 2 memperoleh 5.6 persen dan 1,8
persen dar keseluruhan total suara.

Berdasarkan analisis  peneliti, terjadinya  perselisthan  dalam
Pilkada Kabupaten Pandeglang maupun Kola Tangerang Selatan
disebabkan bukan karena kesalahan dard penyelengpara Pilkada dalam
hal imi KPU  Pandeglang. Perselisthan  vang  berujung  dengan
Pemungutan Suara Ulang terjadi dikarenakan tidak optimalnya peran
Panitia  Pengawas  Pilkada, Dalam  persidangan  di Mahkamah
Konstitusi  terbuktt  banvak sckall  kecurangan-kecurangan  vang
dilakukan oleh pasangan calon. Kecurangan tersebut mulai dari yang
kecil sampai yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masil yang dapat
merubah perolehan angka suara,

Selan itu, ketidaktegasan perangkat  undang-undang
penyelengparaan Pilkada, dalam hal ind UU Nomor 32 Talun 2004
thut andil dalam terjadinya pelanggaron-pelanggaran dalam Pilkada.
UL Nomor 32 Tahun 2004 memiliki celah-celah hukum yang dapat
dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam

pelaksanaan Pilkada,
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) selama ini tidak menyvediakan ruang
yang baik untuk rakyat. Peran rakyal dalam Pilkada selama ini, sering
dimobilisasi untuk menunjukkan arogansi dan kekuatan sang calon, atau
mengintervensi dan mengintimidasi secara psikologis Anggota DPRD. Sistem
perwakilan yang sudeh sejok lama diprakikkan saat Pilkada, teloh gapal
menjalankan misinya,

Dengan mudahnya, sistem perwakilan dimtervensi, ditntimidasi, poliuk
pang, dan dimainkan olel kepentingan polink  sepelintir pihak,  Sistem
perwakilan ibarat cara jitu bagi berbagai parpol di daerah uniuk merath kue
kekuasaan baik eksekutif maupun legsladf Tidak hanya mendapat jatah kue
kekuasaan, bahkan juga uniuk membangun dinasti.

Sementara iy, tuntutan penerapan mekanisme pemilihan kepala dacrah
secara langsung semakin han semakm menguat seiving pemilihan kepala
daerah di sejumlah daerah yang sarat dengan kasus-kasus money politics,
intervenst pusal, dan distorsi aspirasi publik. Publik meyvakini mekanisme
pemilihan kepala daerah secara langsung adalah solus: ke arah penguatan
demokrasi di tingkat lokal sekalipus mengembalikan kepercayaan publik

terhadap pemerintah vang berkuasa,



Peralihan  rezim lemmyata tidak mampu mengembalikan  kepercayaan
masyarskal, demikian pule Pemilu 1999 yang dinilui sebugal pemily yang
demokratis ternyata tdak menghasilkan para anggota perwakilan rakyat yang
aspiratif dan representatif. Sementara {lu, dalam tataran struklural, perluasan
kewenungan pada lemboga legislatf yang tdak diimbangi oleh kualitas
anggota legislanf berujung pada prakuk-praktk penggunsan kekuasaan yang
berorientasi pada kepentingan pribadi dan partai, vang terjadi baik di tngkat
nasional maupun di daerah.

Pola pemerintahan  Indonesia yang berubah dari sentralistis menjadi
desentralistis membawa pergesceran lokus kekuasaan dan pusat ke dacrah,
termasuk pula perlugsan kewenangan poliik di tingkat lokal. Akan tetapi,
semangal desentralisnsi pada kenyataannya tidak ditmbang: oleh pertumbuhan
demokratisasi di aras lokal. Delegasi kewenangan dari pusat hanya sampai
pada tingkal pemerintahan terendah di daerah sementara demokratisasi yang
ditandar oleh perluasan partisipasi masyarakal dalam pembuatan kebijakan
publik  wudak mengalami  perkembangan  vang  signilikan.  Akibatnya,
penyelenggaraan pemenntaban di daerabh masih didominasi oleh elit-elit di
dacrah, baik dalam lingkup birokrasi maupun partan politik,

Keterbatasan peran serta masvarakat dalam politk di tngkat lokal terlibat
dari proses pemilihan para pejabat publik baik anggota legislaif maupun
kepala  daersh. Pemilihan anggots DPRD berlangsung  dalam  sistem
proporsional di mana para calon ditentukan oleh dewan pimpinan partai

sementara proses pemiliban Kepala dacrah berada di tangan DPRD. Dalam

[ ]



kedua proses politik ini saja sudah menjadi bukti sempitnya ruang publik bagi
partisipasi masyarskat, padohal desentralisast jugs mengandung  dimensi
politik yang mensyaratkan adanya keterlibatan rakyal dalam seluruh proses
pemerintahan,

Secard leon, terdapat relevansi antara purtisipas: langsung masyarakal
dengan  demokrasi,. Namun  demikian, asumsi ini tdak  dapat langsung
menjustifikas: bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah seeara langsung
otomatis berkorelasi langsung dengan demokratisasi di tngkat lokal. Pada
praktiknya, penerapan desentralisasi dan otonomi daerah melibatkan berbagai
unsur, seperti ketersediaan pernturan perundang-undangan sebagai penjabaran
dan pengaturan lebih lanjut UL No. 32 Tahun 2004; kapasitas kelembagaan;
dan kualitas sumber dayn manusia yang memadai. Oleh karena itu, masih
perlu kajian dan penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai
relevans:  pemilihan  kepala daerab secara  langsung  deéngan pengualan
demokrasi di ungkat lokal.

Teradt perubahan vang cukup signifikan dalam mekanisme dan substansi
pemilihan kepala daerah ketika UL No, 22 Tahun 1999 diterbitkan, Sccara
prosedural, pemilihan kepala doerah dilakukan oleh DPRD, mulal dari tahap
pencalondgn sampal dengan penetapan. Proses pemilihan  kepala  daerah
dilakukan dengan cora pemungutan suarg seciwra langsung dengan ketentuan
ane man one vole (setinp anggota DPRD dapal memberikan sunra pada satu
pasang calon kepala dacroh dan wakil kepala daerah).  Pemernntah Pusat,

dalam hal ini Presiden, hanya berperan dalam pengesahan kepala dacrah dan



wakil kepala dacrab yang telah ditetapkan oleh DPRD. Sccara substansial,
mekanisme semacam ini memberikan kewenangan politik vang lebih besar
bagi masyarakat di daerah untuk menentukan siapa vang akan menjadi kepala
daerahnya.

Mekanisme pemilihan kepala dacrah vang diatur dalam UU Ne, 22 Tahun
1999 ini jelas telah membawa perubaban substansial dalam proses pemilihan
kepala daerah, Namun hal int hanva merupakan langkah awal sebab masih ada
tantangan sclanjutnya yakni bagaimans memperluasd ruang publik dalam
keseluruhan proses pemilihan kepala daerah, Pemilithan kepala daerah harus
lebih  Kompetutf dan  ada  perluasan  ruang  bagn  masyarakal  untuk
mempengaruhi proses tersebul. Dalam prakiiknya, mekamsme perwakilan
yang diterapkan dalam proses pemilihan kepala dacrabh menwrut UL No: 22
Tuhun 1999 juga mempunyai kelemahan karena membernn ruang yang sangal
dominan bagi DPRD dalam proses pemiliban kepala dacrah, Pasal 18 ayat (1)
huruf a dinyatakan bahwa DPRD mempunyai tugaes dan wewenang memilih
Gubernur/Wakil  Gubernur, Bupat/Waokil Bupati, dan  Walikota/Wakil
Walikota. Selanjuinya dalam pasal 34 sampai dengan pasal 40 UL No, 22
Tahun 1999, diatur mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah, mula dar
tahap pencalonan, penyaringan, pemilihan sampai dengan penetapan pasangan
calon vang terpilih sebagal kepala dacrah dan wakilnva, Dalam keseluruhan
tghapan tersebul, peran DPRD sangal dominan sehingea hampir bdak ada

ruang bagi elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi.



Akibainya, proses pemilihan kepala daerah menjadi kehilangan makna
sebugai proses politik dan beralih menjadi pragmutisme politik Sebazian besar
pemilihan kepala dacrah yang berlangsung selama berlakunya UU No. 22
Tahun 1999 selalu menimbulkan gejolak di daerah, seperti di Jakarta, Madura,
Jawa Barat, Lampung, dan sejumlah daerab lainnya. Dalam kasus-kasus ini,
timbulnya gejolak selalu disebabkan oleh penyimpangan-penyiunpangan yang
sama, vakni distorsi aspirasi publik, indikasi politik vang (money politics), dan
oligarkhi partai vang tampak dari intervensi pengurus pusat partai dalam
menentukan calon kepala daerah vang didukung fraksi, Selamm hal o,
pemerintah dacrah menjadi bdak fegitimate dengan ditandal menurunnya
kepercayaan masyarakal terhadap DPRD dan kepala daerah.

Perlu dipahami pula, sejumlah penyimpangan yang terjadi dalam proses
pemilihan kepala daerah tidak dapat langsung dijustifikast sebagai akibatl dari
penerapan mekanisme perwakilan. Mekanisme perwakilan memang memiliki
kelemahan dalam hal distors: aspirasi masyarakat, Hal-hal vang menyvimpang
seperti prakiik politik vang, pragmatisme politik vang menyebabkan distorsi
aspirasi  masvarakal (Odak  semata-mata  discbabkan  oleh  mekanisme
perwakilan, Dalam kasus pemilihan kepale desn secara langsung pun masih
sering tegadi poliik wang dan pragmatisme polink yvang ditandai olch
dominasi elit desa dan fragmentasi masvarakat ke dalam politik aliran,

Sebagar sustu sistem, pemilihan kepala daerah berkaitan dengan sistem-
sistem lamn vang melingkupmya. Sistem pemilthan umum dalam Pemilu 1999

merupakan sistem proporsional yvang kental dengan dominasi elit partai dalam



menentukan calon anggota legislatl sementara pola pengorganisasian partai
yanp sentralistis menyebabkan ketergantungan partan lokal wrhadap elit parta
di pusat. Di sist lain, perluasan kewenangan DPRD tdak diimbangi dengan
kualitas dan kapahilitas politik para anggolanya schingga menjadi sesuatu
yang tak terelakkan jika pada akhirnya kewenangan yang ada lebih banyak
digunakan sebagai alal wwar-menawar politlk dengan eksckuil daripada
untuk menjalankan fungsi legisiatif,

Dalum tataran masyurakat, rendahnya efikagi politik yang ditandai oleh
sikap apatis dan masih kuamya polink aliran menyulitkan wmbuhnya
kesadaran berdemokrast dengan baik, Praktik-prakuk politik "otot™ dan bukan
politik “otak™ dalam berdemobkrasi dapat dilihat dengan maraknya kasus-kasus
pengerahan massa yang disertal dengan perusakan fasilitas publik dalam
pemilihan kepala daerahi. Mekanisme partisipasi yang dikembangkan guna
menampung aspirasi pun masih belum signifikan dalam mempengaruhi proses
pengambilan keputusan di dalam DPRID. Jika dilihat dan ketentuan PP No,
131 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemiliban Kepala Dacrah, ruang partisipasi
bagi masyarakal hanya disediakan pada saal penyarmgan tahap | dan uji
publik, ttupun terbatas berupa aspirasi dukungan dan pengaduan kasus-kasus
korupsi, kolusi, dan nepotisme vang dilakukan calon kepala daerah.

Identifikast  rediv of (he  preblem  yang menyebabkan  terjadinya
penyimpangan dalam pemilihan kepala dagrah secars tidak langsung menjadi
hal yang harus dilakukan sebelum memutuskan untuk mengubah mekamsme

pemilihan kepala daerah, Dengan demikion, demokratisasi di tngkat lokal



tidak hanya ditentukan oleh bentuk formal pemiliban kepala dacrahnya tapi
Juga revisi sistem secara komprehensil,. Artinya, untuk menerapkan pemilihan
kepala daernh secara langsung harus didukung oleh prakondisi-prakondisi
tertentu yang dapat memperkuat institusi-institusi dan kuoalitas akter-akior
politik di tingkat lokal.

Pemerintah dan DPR baru saja menyepakati Pengganti UL No. 22 Tahun
1999 entang Pemerintahan Daerah menjadi UL Mo, 32 Tahun 2004, Dalam
LU ini, Scbagian isinya berisi prosedur dan mekanisme pemilihan kepala
dacrah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat vaitu pasal Pasal
36 #/d Pasal 119, Baik Pasal 22E UUD 1945 maupun UL No, 12 Tahun 2003
tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sama sekali tdak
dijadikan sebagm rujukan atau konsideran, tetapt vang digunakan sebagai
rujukan utama adalah Pasal 18, 18A dan IEB UUD 1945 mengenai
pemerntahan dacral,

Pemilihan kepala dacrah ditempatkan oleh Kemendagn dan Panitia
Khusus (Pansus) DPR pada kerangka Pasal 18, 18A dan 8B, bukan dalam
kerangka Pasal 22E, karena RULU yang dibohas tersebut berisi tentang
pemerintahan daerah. Karena menyanghkul pemerintahan daerah, maka yvang
dijadikan rujukan adalah pasal yang mengatakan kepala daerah dipilib secara
demokratik. Karena it dalam UU Neo. 32 Tahun 2004 ini, pemiliban kepala
daerah tidak dikategorikan sebagar pemilihan umum. Salah satu bagian yung
digtur secara luas dalam UL No. 3202004 adalah tata cara pemilihan Kepala

Daerah dan Wakil Daerah (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupat,



Walikota/Wakil Walikota), Dalam bagian kedelapan UL ini, terdapat 63 pasal
yanp mengatur fentang tats carg Pilkada. Dalam pasal 56 UL No. 32 Tahun
2004 ditetapkan: (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah dipilih dalam
satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rohasio, quur, dan adil. (2) Pasangan calon
schagaimana dimaksud pada avat (1) digjukan oleh partai politik atau
gabungan partai politik.

Oleh karena i, UL No 32 Tahun 2004 menjadi pedoman, baik bagi
penvelenggara maupun para kontestan yvang akan berkompetisi merebut posisi
kepala daerah, dalum melaksanakan tahapan demi tahapan pemiliban kepala
dacrah. Dengan hadirnva sebuah aturan main pilkada yang sudah ditetapkan,
memadakan munculnya potensi don aktivitas yang menyimpang menjadi
sebuah keingman bersama.

Akan tetapi, uniuk kesckian kalinva, bangsa Indonesia saat ini belum
mampu menjadi implementor produk hukum yang batk. hika dilibar dan
produk-produk hukumnya sudah cukup baik, tetapi ketika implementast di
lapangan merupakan kegagalun dalam bentuk yang lam, Tidak terkecuali
dalam hul pelaksanaan pilkada dilaksanakan di beberapa wilavah Indonesia.

Dan  berbagar  sumber  vang  penclin dapatkan, terjadi berbagai
permasalahan vang discbabkan oleh adanyva indikosi penyimpangan dalam
penyvelengparaan pilkada. Permoasalaban vang terjudi doapat dilihat dengan
begitu banyaknyva pilkada-pilkada vang bervjung dengan sengketa: Pilkada di

Indonesin  sejuk 2009 hingga 2011, baik tingkat provinsi maupun



kabupaten/kota seluruhnya ada 440. Dari 440 Pilkada ilu yang berujung
senghetn sebanyak 392 Pilkada. Hal tersebut semakin diperkuat dengan
pernvataan Ketua Mahkamah Konstilusi Mahfud MD. Seperti yang dinlis oleh
Kompas edisi 21 Januart 2011, Mahfud MD mengatakan bahwa hampir
seluruh pilkadn di Indonesia berbuntut dengan sengketa. Statement tersebhut
menjadi sangat menarik karena yang mengeluarkan pernyataan adalah seorang
Ketua Mahkamah Konstitusi. Permasalahan berikutnya adalah adanya indikasi
tumpang tindih aturan penyelenggaraan pilkada. Berdasarkan hasil temuan dan
survey awal peneliti, Kewna KPU Pandeglang mengatakan bahwa ada undang-
undang yvang mengatur lerkail pilkada yang salmg twmpang tindih dan sudah
tidak relevan lagi dengan kondisi kekinian. Ketuwa KPU Pandeglang juga
mengatakan, bahwa pilkada yvang berlungsung di dacrahnya inkonstitusional.

Permasalahan dalam pilkada juga dapat dilihat dann adanya indikasi
penyimpangan dimulal dar pelanggaran vang kecil hingga yang cukup scrius,
Pelangparan-pelanggaran itu antara lain, seperti yang diberitakan i Radar
Banten 1 Oktober 2010, baliho bergambar calon bupat: dan calon wakil bupat
Pandeglang padas masa tenang. Laly Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada
Pandeglang pada Semin 27 Seplember 2000 menemukan kotak-kotak suara
yang lak terscgel.

Indikasi penylmpangan yang cukup serivs adalah Panwas Pandeglang
menyampatkan  bahwa  salah  satn pasangan melangear  aturan dengan
melibatkan Kepala Desa dan menggunakan sekolah dalam berkampanye.

Bahkan, seperti vang dilaporkan harian Radar Banten edisi § November 2010,



adanya instruks: plhak fecambent kepada jajaran birokrasi untuk memilib
pasangan Erwan-Hervani, mengeluarkan kebijakan bermakna instruksi kepada
camat  se-Kabupaten Pandeglang  untuk  memenangkan  Erwan-Heryani,
keterlibatan sekretaris daerah, dan keterhbatan Gubernur untuk memenangkan
pasangan  Erwan-Heryani, Gubernur  Banten, seperti vang  ditulis  dalam
Tempointeraktifcom  edisi 8 November 2000 terbukt  melakukan
keberpihakan terhadap pasangan calon nomor urut 6, selaku bupati incumbent,
dengan cara membagi-bagikan uang dan barang kepada 36 kepala desa, serta
mendukung diturunkannya dana fresh money dan Angparan Dana Desa
(ADD).

Dalam pilkada Kota Tangerang Seclatan, mdikasi penyimpangan jupga
terjadi. Seperti yvang dilansir detik.com edisi 5 Desember 2010, ada lurah
bersama sekretansnya yvang terlibat lanpgsung dalam menviapkan kebutuhan
kampanye salah sat calon. Tidak hanya sampai disitu keterlibatan birokrasi
dalam pilkads Kota Tangerang Selatan, Hanan Seputar Indonesia edisi 23
Desember 2010 memberitakan bahwa adanva pembentukan Airin Fans Club
(AIFAC) oleh Asisten Daerah | Kota Tangerang Selatan, hingga membual
Ketun Panwaslu Kota Tangerang Selatan dipecat dac jabatannya,

Klimaks dan indikasi pelanggaran pilkada adalah ketika Pilkada berujung
sengketa dan pada akhirmys Mahkamah Konstitusi memutuskan Pilkada harus
dinlang di selurdh Tempat Pemunputan Suara (TPS). Berdasarkan hal diatas
maka peneliti mencoba menehitt bagaimana Pemibhan Kepala Daerah secara

Langsung dengan judul skripsi “Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Secara



Langsung Menurut UL No. 32 Tahun 2004 (Studi Kasus Pilkada

Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan Tahun 2010)".

1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

Pemilihan kepala doerah secara longsung akan punyd makna dan efeknf
dalam memngkatkan kualitas demokratisasi di aras lokal. Secara normauf,
peluang penerapan pemilihan kepala daerah secara langsung telah difasilitasi
oleh Amandemen Ketiga UUD 1945 pasal 18 ayat 4 yang menyatakan bahwa
“Grubernur, Bupat, dan Walikola masing-masing schagai kepala pemerintahan
dactah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih sceara demokretis™. Pasal ini
dapat diartikan bahwa pemilihan kepala daerah dapat dilakukan secara
langsung.

Ul No 32 Tahun 2004 menjadi aturan mam bagi penyelenggaraan
pilkada., Pilkada secara  langsung  diharapkan  dapat  meningkatkan
demokratisasi di kabupaten tersebul, Tetapi, penehiti menemukan bebrapa
masalah, antara lain scbhagar benkut:

l. Hampir seluruh pilkada sejak tahun 2009 hingga tahun 2001 berujung

sengketa.

[

Adanyva umpang tndih perundang-perundangan terkaitl pilkada.

3. UU Nomor 32 Tahun 2004 sudah tidak relevan lagi untuk digunakan.
4. Pilkada berlangsung secara inkonsttusional,

5. Atnbut kampanye yvang masih terpasang di hart tenang,

6. Keterlibatan Kepala Desa dalam kampanye.



7. Penggunaan sckolah dalam kampanye.

8. Muobilisasi PNS oleh pihak iwcumben: untuk memilih salah saw
pasdangan.

9. RKeterlibatan  Gubernur  Banten  untuk  memenangkan  salah  satu
pasingan,

10, Sengketa pilkada yang berujung pada keputusan MK bahwa pilkada

harus diulang.

1.3 Perumusan Masalah
Berdasarkan dengan identifikasi dan pembatasan masalah yvang telah
divraikan di atas. maka penulis berkeinginan melakukan penelitian terhadap
pemilihan kepala daernh. Sehingea masalah yang akan diongkat delam
penelitian ini adalah sebagai berkut:
“Bagaimana Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Menurut UL No 32
Tabun 2004, Studi Kasus Pilkada Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang

Selatan Tahun 20107,

1.4 Tujuean Penelitian
Tujuan penelitian ini secara umum adalah mengevaluasi pemiliban kepala
dacrah secara laingsung menurut UL Nomor 32 Tahun 2004 studi Kasus

Kabuputen Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan tahun 2010,



1.5 Kegunaan Penelitian

]

Penelinan i diharapkan akan dapal berguna ba:

Penulis

Untuk mengetahut dan mengukur sejauh mana penulis lelah menguasai
lmu-ilmu yang diperoleh selama mengikutl program pendidikan dan
sgjauh mana penubis dapat memecahkan masalah yvang sedang diteliti.
Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan musukan dan bahan
pertimbangan dalam mengambil keputusan dengan mengetahui sejauh
mana pemilihan kepala daerah secarn langsung menurut UL No. 32 Tahun
2004 yang welah dicapai.

Masyvarnkat Pembaca

Dapat dijadikan acuan atau sumber bacaan yang dapal dipertimbangkan

selama mencliti dan memecahkan masalah yang relevan.
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DESKRIPSI TEORI

2.1 Teori Kebijakan Publik
Robert Evestone dalam bukunya The Theead of Public Policy (Leo
Agustino:  40): "Kebijakan publik  merupakan  hubungan  antara  unit
pemerintahan dengan lingkungannya ™

Definisi kebijakan publik menurut Heine Bolau dan Kenneth Prewin
{Mifiah Thoha: 61):

“Kebijakan Publik dirumuskan schagai suatu keputusan yang dan disifat

oleh adanya perilaky yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari

keduanya yakni bagi orang-orang yvang membuaimya dan bagr orang-
orang yang melaksanakannya”

Dve mendefinisikan kebijakan publik debagai apa vang dilakukan oleh
pemerintah, bagaimana mengerjakanny, mengapa perly  dikerjakan  dan
perbedaan apa yang dibuat, Dye seperti yang dikutip Winarno (2002)
berpandangan lebih luas dalom merumuskan pengertian kebijakan, yaitu
schagai piliban pemenntah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu
(whathever gavernments choose to do or not o do),

Berdasarkan beberapa definigi di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan
publik adalah keputusan yang diambil oleh pemenntal mengenal pedoman
tindakan vang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yvang teloh ditetapkan
sebilumnya pada perumusan kebijakan.

Hogwood dan Guon  (Wayne Parsons, 2008:15), menvebutkan 10

pengeunann 1stilah kebijakan dalam pengertisn modern sebagai berikut



. Sebagai label untuk schuah hidang aktivitas

b. Sebagni ekspresi wjuan umum atan aktivitas negara yang diharaplkan
¢, Sebagm proposal spesifik

d. Sebagai keputusan pemerintah

¢ Secbagui otoritasi formal

. Sebagai sebuah program

g. Sebagai output

h. Sebagai hasil {outcome)

1. Sebagar teon atau model

1. Sebagai sebuah proscs

Pengeunaan istilah kebijakan vang dapat diartikan sebagai sebuah program

dalam pengertian modern, merupakan suatu tindakan yang diambil olch

pelaku kebijakan yang berperan dalam menyelesalkan spaty permasalahan

sosial vang terjadi di masyarakat. Kebijakan dirahkan pada terpenuhinya

kepentingan masyarakal yang meliputi keinginan-keinginan, tunlutan-tuntulan

serta pendapat-pendapat yvang dikechendaki.

2.2 Konsep Evaluasi Kebijakan

221

Definisi Evaluasi Kebijakan

Secarn garis  besar, astilah evaluasi dapat deartikan sama  dengan
pengksitan  (apprasal),  pembenan  angka  (ratng)  dan penilaian
{asessment), serta kata-kata yang menyertakan usaha untuk menganalisis

hasil kebijakan dalam art satoan nilainya. Evaluas: kebijakan juga dapat

L



diartikan sebagai salah satu unsur fungsional dan kKegiatan pengambilan

kebijakon yang dapat menentukan keberhasilun dan suatu program atau

kebijakan pemenntah.

Terdapat beberapa para ahli yvang memberikan pendapatnys mengenai
evaluasi kebijakan, antara lain:

Jones membenkan art terhadap evaluasi kebijakan, yaknn “Evalvation
ix an activity which can contribute greatly (o the undersianding and
improvement of policy development and  implementation”™ (Soenarko,
2003:211).

Lester and Stewart memberikan definis tentang eviluas: kebijakan,
vaitn “Evaluasi ditujukan uniuk melihat sebab-scbab kepagalan suatu
kebijakan dan untuk mengetahu apakah kebijakan vang telah dirumuskan
dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang dungmkan™ (Leo
Agusting, 2006:175),

Anderson mendefinisikan entang evaluasi bahwa:

“Policy evaluation, ay a functional activiey, s ax old as policy o
policy fself. Policv-makers and administrators have alwavs made
Judgments concerping  the worth or effect of particular policies,
programs, and projects ' (Socnarko, 2003:212),

Sementara Dye memnerikan definis: evaluasi kebijakan secara luas yakni:
“Evaluasi kebijakan adalah pemenksaan vang objektif, sistemats, dan
cmpirts techadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya
dart segt tjuan yang ingin dicapai™ (Wayne Parsons, 2008:547).

Anderson membagi evaluasi kebijakan publik menjadi tiga upe, yaitu:

L. Ewaluasi kebhijakan publik yang dipahami sehagai kegiatan fungsional
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2, Ewvaluasi yang memlokuskan kepada bekenanya kebijakan

3. Ewaluast kebijakan melihat secarn objektif dan sistemans terhadap
program-program  kebijakan  yang  ditwjukan  untuk  mengukur
dampaknya bagi masyarakal dan sejavhmana tujuan-tujuan yang ada

dinyatakan telah tercapai.

Dari penjelasan di atas, evaluasi kebijakan publik ditempatkan pada suatu
kegiatan vang difokuskan dalam membenkan penilalan yang sistematis dan
objektil, dalam mengukur dampak dart kebijakan dan pencapaian kerpa
kebijakan techadap  twpuan-tujuan yang  telah  dipariskan schingga
peliaksanaan  kebyakan i lapangan dapat  bersinergi  dengan konsep
pelaksanaan kebijokan vang telah ditetapkan sebagai pencapaian program
kebijakan it sendiri. Evaluasi kebijakan perlu ditempatkan pada bagian
terpenting di dalam melihat dan memberikan pentlaian terhadap program
kebijakan, ager segala bentuk peavimpangan atau kelemahan di dalam

pelaksanaan kebijakan dapat diminimalisir dengan baik.

Fungsi Evaluas: Kebijakan

Evaluasi memiliki sejumlah fungsi wama dalam  analisis kebijakan,
diantaranya; pertama, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat
dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitw seberapa jauh kebutuhan,
milar dan kesempatan vang telah dapat dicapar melalun tindakan publik.
Dalam hal ini, mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertento telah

tercapal, Kedwa, evaluasi membern sumboangan pado klanfikasi dan krtk



terhadap nilai vang mendasad pemilihan twjuan dan target, Nilai juga
dikritik dengan menanyukan secara sistemanbs kepantasan tujuan dan larget
dalam hubungan dengan masalah vang dituju. Ketiga, evaluasi memberi
sumbangan pada  aplikasi metode-metode  analisis  kebijakan  lainnya

termasuk perumusan masalah dan rekomendasi (Dunn, 2000:609-610).

Pendekatan Terhadap Evalunsi Kehijakan
Terdapat beberapa pendekatan terhadap evaluasi kebijakan, yang dapat
digunakan untuk memahami dan mengartikan konsep evaluasi kebijakan,
valtu (Dunn, 2000:611-619)
1y Evaluasi semu (Fseudo Evaluation), adalah pendekatan vang
mengpunakan metode deskniptuf untuk menghasilkan informasi
vang valid dan dapat dipercaya, mengenai hasil kebijakan tanpa
berusaha untuk menanyakan tentang manfaatl atau nilai dan hasil-
hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara
keseluruhan karena ukuran tentang manfaal dan nilor merupakan
sesuaty yang dapat tecbukti sendiri,  (selfevident) atay  tidak
kontroversial, Evaluasi semu  hanya mengunghkap informasi-
informast mengenal hasil kebijakan secara valid, dan  dapat
dipercayva tanpa menjelaskan scecara lebih jelas mengenar manfaat
dart husil kebijakan tersebur.
2y Evalusst Formal (Formal Evaluation), merupakan pendekatan

metode deskriptil untuk menghasilkan mformasi yang valid dan



dapat  dipercayva mengenal  hasil-hasil  kebijakan,  tetapi
mengevaluast husil tersebul atay dasar tujuan program kebijakan
vang telah divmumkan secarn formal oleh pembuat kebijakan dan
adminsitrater program. Asumsi wlam dar evalusi formal adalah
bahwa  tujuan dan  target divmumkan  secara formal  adalah
merupakan vkuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan
program. Evaluasi formal lebilh mengarah pada bagaimana evaluasi
yvang dilakukan mengacu pada fujuan program kebijakan untuk
memperoleh informasi mengenai kebijakan yang valid,

Evaluasi Keputusan Teonts (Decision-Theoritie  Evaluation),
adalah pendekatan yang mengeunakan metode deskrptif untuk
menghasilkan informasi yvang dapat dipertanggungjawabkan dan
valid, mengenar hasil-hasil kebpakan yang secara eksplisit dinddai
oleh berbagal macam pelaku kebijakan, Pada evaluasi ini, tujuan
don target dan para pembual kebijukan merupakan salah satu
sumber nilai karena semuva pihak vang mempunyval andil dalam
memformulasikan dan mengimplementasikan kebyjakan dilibatkan
datam merumuskan tujuan dan target, dimans kinerjs nantinya

diukur.



Tahbel 2.1
Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik

{Dunn, 2000:6110)

Tipe Kriteria Portanyaan
Efektifitas Apakah hasil yang dinginkan telah tercapai?
Elisiens1 Seherapa banyak usaha diperlukan untuk meneapai

hasil vang diinginkan?

Kecukupan Seberapa jauh pencapaian hasil yvang dimmginkan

memecahkan masalah?

Perataan Apakah haya dan manfaat didistobusikan dengun

merata kepada kelompok-kelompok yvang berbeda?

Responsibilitas Apakah  hasil kebijakan memuoaskan kiebutuhan

preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu

Ketepatan Apakah hasil (tujuan) yang dinginkan benar-benar

berguna alauw bernilai?

Berdasarkan  kritena  ¢valuasi  kebijakan  diatas, Dunn  membenkan

penjelasan lebih lanjut mengenal kritéria evaluasi antara lain:

1.

[

Efektifitas  (Effectiveness) berkenaan dengan apokab suatu alternanf
mencapai hasil (alabat) vang diharapkan, atan mencapar tujuan darn
diadakannya tindakan.

Efisiensi {Efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha vang diperlukan
untuk  menghasilkan  tingkat efekiifitas tertentu. Kebijakan yang
mencapai efektifitas tertingpi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

Kecukupan {adeguency) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tungkat
efektifitas dalam memuiuskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang
menwmbubkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menckankan pada

kuatnya hubungan alternatif kebijakan dan hasil yvang diharapkan.



4. Kesamaan (Equity) berkenaan dengan suatu kebijakan vang akibat atau
usahanyy secara adil didistribusikan secars merata,

5. Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu
kebijakan  dapat memuaskan  kebutuhan,  preferensi, atau  nilod
kelompok-kelompok masyarakal terlentu, Seperti halnyae menjawab
pertanyaan  bagaimana  kebuluhan  skiual  dann kelompok  yang
semestinya divntunglan dar adanva suatu kebijokan.

i, Ketepatan (apporopriainess) berkenaan dengan pada nilai atau harga
dart tujuan program, dan kepada kuatnys asumsi yang melandasi

Lijuan-tujuan lersebul.

Menurul Finterbusch dan Motz untuk melakukan evaluasi terhadap
program yang ditmplementasikan ada beberapa metode evaluas: vakn:

. Single program after-only

(B

Single program before-after

3. Comparative ajter-only

a

Comporative before-after

Evaluator menggunakan  kelompok  kontrol  disamping  kelompok
sasaran. Yang dimaksud dengan kelompok sasaran adalab kelompok vang
mendapal program atau dikenai kebijakan. Sedangkan kelompok kontrol
adalabh  kelompok  wang tdak  mendapat  program  letapi memiliki
karakieristik yang sama dengan kelompok sasaran. Evaluator juga dapat

membandingkan kondisi sebelum dan sesudah dilaksanokannya suatu



program, atau hanva melihal kondisi setelah program  dilaksanakan.
Musing-masing jenis evaluasi tersebul akan menghasilkan jenis informasi

yang berbeda (Wibawa Samoedra, 1994:74.75).

Tabel 2.2

Empat Jenis Evaluasi

Jenis Pengukuran Kondisi Kelompok Informasi
Evialuasi Kontrol yang
Sebelum Sesudah Diperoleh
Single Tidak Ya Tidak ada Keadaan
program afler kelompok
only SHsArin
Single Ya Ya Tidak ada Perubahan
program kelompok
before-after susaran
Comparative | Tidak Ya Ada Keadaan
afier-ondy kelompok
sasaran  dan
kelompok
kontrol
Comparative | Ya Ya Ada Efek program
before-after terhadap
kelompok
sasaran  dan
kelompok
kontrol

Sumber: Finterbusch dan Mote, 1980:140

Berdasarkan  pemaparan  datas,  maka  peneclittan i penelitt
mengegunakan metode evaluasi menurut Finterbusch dan Motz (1980:140)
untuk melakukan evaluasi terhadap program yung dilaksanakan ada
beberapa metode evaluasi, dan peneliti lebih menekankan pada metode

evaluasi single program after only vakni mengeévaluasi kebyjakan sesudah

()
I




kebijakan  tu dilaksanakan, atau  pada saat  kebijakan {lw sedang

dilaksanakan,

224 Konsep lmplementasi Kebijakan Publik
Implementasi kebijakan menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabaner
(Leo Agustine, 2006:133):

“Pelaksangan keputusan kebiyakan dasar, biasanya dalam  bentuk
undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan-
keputusan cksckutif yvang penting atau keputusan badan peradilan.
Lazmmnya keputusan tersebut mengmdentifikasikan masalah yvang ingin
diatasi, menyebulnya secara legas ujuan don sasaran yang ingin
dicapai, dan berbagar carg untok menstrukiur atay mengatur proscs
implementasinya.”™

Menurut Van Meter dan Van Hom (Leo Agustine, 2006:153)

“lmplementasi kebijjukan adaluh ondskan-tindakan vang dilakukan
batk oleh individu-mdivido atan  pejabat-pejabat atay  kelompok-
kelompok pemenntah atau yang digrahkan pada tercapainya lujuan-
tjuan yang telah diganskan dalam képutusan kebijaksanaan.”™
Implementasi  kebijjakan  menurut Grinddle  (Leo  Agustino,
2006:153) adalah sebagar berikut:
“Pengukuran keberhasilan implementast dapm dilihat dar prosesnya,
dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesoar dengan
yang telah ditentukan vaitu melihat pada action program dari individual
project dan vang kedua apakuh tujuan tersebul teecapai™
Dar beberapa definist tmplementasi yvang dicetuskan oleh beberapa
tokoh tersebul, maka implementasi kebijakan dapat berarti sebagai

peluksanaan dar proses perencanaan vang telah dilakukan sebelumnya dan

tetap berpegangan terhadap tujuan yang ingin dicapad.



225 Konsep Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Publik
Evalunsi pelaksannan kebijukan publik merupakan salah satn dan
kematan evalavast lainnya yang memiliky pengaruh yang cukup besar
dalam pencapaian kinerja program atau kebijakan techadap (ujuan-tujuan
yvang lelah ditetapkan. Evalussi terhodap hasil implementasi kebyjakan
dilakukan untuk melihat pengaruh ataw dampak kebijakan, dan sejauh
mana kebijkan mampu mengurangi atau mengatasi masalah. Schingpga

Jelas, yang menjadi fokus utama evaluasi implementasi tersebut adalah

dampak atau efek yang ditimbulkan sebuah kebijakan. Menurut Prof

Sofvan Effendi, tujuen dan evaluasi implementasi kebijakan publik adalah

untuk  mengetahui  variasi  dalam indikator-indikator  kmerja vang

digunakan untuk menjawab tga pertanyaan pokok, diantaranya (Riant

Mugrohe, 2004:194-195):

I} Bagaimana kinerja implementasi? Jawabnya berkenaan dengan kinerja
implementasi publik  (varlasi  dan oulcome)  terhadap  varabel
independen tertentu.

2y Faktor-faktor apa saja yvang menyebabkan variasi itu? Jawabannya
berkenagn  dengan  faktor  kebijukan it sendid.  Organisasi
impelementasi kebijakan, dan lingkungan impelementasi kebijakan
yang mempengaruhi variasi outecome dan impelementasi kebijakian,

3) Bagumimana strategi meningkatkan  kinegja implementasi  kebijakan
publik? Pertanyaan i berkenaan dengan tugas dan pengevaluasi

untuk memilih variabel-variabel yvang dapat dirubah, atau variabel lain



vang ldak bisa dirubah, tidak dapat dimasukkan sebagai variabel

evaluasi.

2.3 Kepala Daerah dalam Perspektif UL Nomor 32 Tahun 2004

Pemerintah daerab terdinn dard kepala daerah dan wakil kepala daeruh.

Kepala dacrah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah., Kepala dacrah

provingi discbut gubernur. Sementara itu, kepaln daerah kabupaten/kota

disebut bupati/walikota dan wakiloya disebut wakil bupati/wakil walikota,

Menurut ketentuan pasal 25 UL Nemor 32 Tahun 2004, kepala dacrah

mempunya lugas dan wewenang diantaranya;

I

bt

Memimpin  penyelenggaraan  pemernntahan  daerah,  berdasarkan
kebijakan vang ditetapkan bersama DPRD.

Mengajukan rancangan Perda,

Menetapkan Perda vang telah mendapat persetujuan bersama DPRD,
Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada
DPRED untuk dibahas dan ditetapkan bersoma.

Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.

Mewakili daerabnys di dalom dan di luar pengadilan, dun dapat
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesua dengan peraturan
perdindan g-undangan,

Meluksanakan tugas dan wewenang lain sesuar dengun perudang-

undangan,



Sementara iy, tugas wakil kepala daerah antara lain:

I, Membantu kepala dacrah dalam menyelengoarakan pemerintahan
daerah.

2. Membantu kepala dacrah dalam mengoordinasikan kegiatan instansi
vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuoan hasil
pengawasan  aparat  pengawasan, melaksanakan  pemberdayaan
perempuin dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan
pelestanan gosial budaya dan hngkungan hidup.

3. Memantaun  dan mengevaluasi  penyelenggaraan  pemerintahan
kabupaten dan kota bagi wakil kepala dacrah provinsi.

4, Memantay  dan mengevaluasi  penvelenggaraan pemerintahan
kecamatan, kelurnhan danfatan desa bagi wakil kepala  daerah
kabupaten/kota.

5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dacrah dalam
penyelenggaraan pemenntahan dacrah.

6. Melaksanakan tugas dan kewajiban lamnyva vang dibenikan kepala
daerah.

7. Melaksanokan (ugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala
dacrah berhalangan.

Dalam menjalankan ugasnya wakil kepala daerah beranggung jawab

kepada kepala daerah, Apabila kepaly daerah meninggal dunia, berhenti, atau

diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewanbannya selama enam bulan



secara  lerus-mencrus  dalam masa  jabatannya,  wakil  kepals  daerah
mengpunitkannya sampai habis masa jabatannya.
Dalam melaksanakan (ugas dan wewenangnya, kepala daerah dan wakil
kepala daerah mempunyai kewajiban
I Memepgang  teguh  dan mengamalkan  Pancasila, melakasanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 serla
mempertahankan dan memelihara kesatuan Negara Kesatuan Republik

Indonesia,

F\.‘l‘

Meningkatkan kesejahteraan rakvat.

3. Memelibara ketentraman dan ketertiban masyarakal.

4, Melaksanakan kehidupan demokrasi,

5. Menaan dan menegaklan seluruh peraturan perundang-undangan,

6. Menjaga etika dan norma dalam  penvelenggaraan pemerintahan
daerah.

7. Memajukan dan mengembangkan daya saing dacrah,

5. Melaksanakan prinsip taty pemenintahan yang bersih dan baik.

9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan
daerah.

10. Menjalin hubungan kKerja dengan selurub instansi vertikan di daerah
dan semua perangkal dacrah,

LI Menyampaikan  rencana strategis  penyelenpggaraan  pemerintahan

daerah di hadapan rapat paripurna DPRD.



Di samping kewajiban tersebut diatas, kepala daerah juga mempunyai
kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggarpan pemerintuhan daerah
kepada pemerintah pusat, dan memberikan keterangan pertanggungjawaban
kepada DPRD.,  seria menginformasikan  laporan  penyelenggaraan
pemerintahan dacrah kepada masvarakal, Informasi im disampaikan melalu
media yang tersedia di daerah dan dapat diakses oleh publik sesuai dengan
peraturan perundang-undangan,  Laporan  penyelenggaraan  pemerintahan
dacrah kepada pemenntab pusat disampaikan  kepada  presiden melalui
mentenn dalam pegenn untuk gubernur dan kepada mentenn dalam negen
melalul gubernur untuk bupati/walikoty. Laporan dimaksudkan disampakan
salu kali dalam  satn tahun, Dengan adanya Ketentuan tentang  laporan
penyelenggarnan pemerintahan  daeral inl, tdak menutep kemungkinan
adanya laporan lain, baik atas kehendak kepala daerah atau atas permintaan
pemenntah pusal. Laporan tersebut akan digunakan oleh pemerintah pusat
schagar dasar evaluasi penyelenggaran pemernintahan daerab dan sebagai
bahan pembinaan lebih lanjul sesual dengan peraturan perundang-undangan.
Tata cara pelaksanaan pelaporan dimaksod diatas diatur dalam peratucan
pemerintah,  Laporan  penyelenggaruun  pemerintzhan daerah  kepada
pemenintah pusat dan laporan kelerangan pertangpungjawaban kepada DPRD
digtur dalam pasal 27 avat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004, Khusus mengenad
laporan keterungan pertangpungjawaban kepals dacrah kepady DPRD secara
prinsip berbeda dengan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD

schagaimana diatur dalam pasal 45 dan 46 UU Nomor 22 Tahun 1999 Dalam



pasal 46 UL Nomor 22 Tahun 1999 dijelaskan apabila pertanggungjawaban
seorang kepala daerah kepada DPRD ditolak untuk kedun kalinva, DPRD
dapat mengusulkan pemberhentian kepada presiden. Hal ini di masa lalu
sermg  menmmbulkan  money  politie,  disaatl seorang  kepala  daercah
menyampatkan  laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepads DPRD. Akan
tetapi dengan diberlakukannya UL Nomor 32 Tahun 2004, hal i tidak akan
terjadi lagh Karena kepala daerah hanya wajib memberikan laporan kelerangan
pertanggungjawaban kepada DPRD, bukan Laporan Pertanggungiawaban
sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dan 46 UL Nomor Tahun (999,

Di samping kKéwajiban vang diberikan kepada kepala dacrah dan wakil
kepala dagrah, menurut ketentuan pasal 28 UL Nomor 32 Tahun 2004, kepala
daerah dan walkil kepaly daerah dikenskan beberapa larangan, yaoitu:

1. Membuat Képutusan secara khusus, membernikan keuntungan bagt din,
angeita keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompoek politiknya
vang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan
kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masvarakay, atau

mendiskriminasikan warga negara dan/atau golengan masyarakat luas.

It

Turut serta dalam perusshaan, batk mihik negara/dacrah, atau dalam
vayasan bidang apapun.

3. Melaksanakan pekegaan lain yang memberikan keuntungan bagi
dirinyn,  baik  secura langsung  maupun  tdak  langsung,  yvang

berhubungan dengan daerah vang bersanghkutan.



4. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisma dan menerima wang, barang
dan/atan josa, dan pithak lain yang mempenguruht keputusan atau
tindakan yang akan dilakukan.

5. Menjadi advokat atau  koasa  hukum  dalam  sustu perkora di
pengadilan, selain mewakili daerahnya di dalam dan i luar
pengadilan.

6. Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/fjanji jabatan

7. Merangkap jabatan schapai pejabat negara lainnya, atay schagai

angzota DPRD.

1.4 Konsep Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

Ada banyak pilihan model vang dapat dilakukan untuk pemilihan, Paling
tidak ada Liga model yang secarn séderhana bisa dipilih yang tidak akan
membingunegkan baitk pemilih mavpun panitia pemibhan, Yang pertama
adalah model rwe round system seperti dalam pemilihan Presiden tahun 2004,
pemilih hanva memberikan pilihannya pada satu calon kepala daersh. Untuk
model ini, calon kepala dacrah hanya dapat mendoduki fabatan kalauw sudah
mencapai 50% plus satu swara. Dengan demikian, pemilihan pada putaran
pertama  vang belum menghasilkan suara tersebut harus diulang dengan
mengikulsertakan  pemenang  perlama  dan kedus, Kedua  adalah model
approval, yakni model yang memberikan peluang bagt pemilih untuk memilih
semua (pilihan ganda) calon kepala daerah, Calon yang memperoleh approval

{persetujuan) terbanvak dari pemilih akan menjadi pemenang pemilu, Ketiga
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adalah model first past the post seperti pemilihan kepala desa. Pada pemilihan
model ketign ini, calon yang memperoleh suvara terbanyak otomatis akan
menduduki posist sebagai kepala daerah betapapun suara yvang dipilih sangat
minimal { Pramusinto, 2004:240),

Sulah satu hal vang paling mengemuka dalam  wsu dan  dinamika
demokrasi adalah adanva kerangka pemerintaban dimana masyarakat ikut
berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Dalam sistem politik dengan
komposist jumlah angpota masyarakat yang besar, seperti pada umumnya di
negara-negara modern, maka pemerintaban “oleh rakyal” sebagian besar
dimaknal secara tdak langsung, Partisipasi utama rakyal adalah dengan
memilih pembuat kebijakan melalui pemilihan umum yang  kompetitif.
Pemilihan umum (pemilu) adalah bagion atau perangkat doan demokrasi
(instruments of democracy) dalam soatu tngkatan dimana rakyal diben
kesempalan untuk mempengaruhi suatn pembuatan kebijakan, Meskipun
fungs: wtama  dac pemily  sebenamya  bukanlah  untuk  melaksanakan
kedaulatan rakvat dalam pengertian yang langsung dan hakiki, namun pemilu
lazimnya dikaitkan dengan fungsi pelaksanaan kedaulatan rakyat. Penguasa
yang memenangi pemilu dengan percaya dinn menjalankan kekuasaannya
karena menganggap telah mendapat legitimas: penub rakyval melalur pesta
demokrasi yang dianggap scbagai mekanisme dan kerungka  formal
peluksanaan asas kedaulatan rakyal tersebut,

Seakan tak mau selesar dengan kesuksesan penyelenggaraan pemilu

legislatif dan pemilu presiden pada 2004 lalu, bangsa Indonesia kembali
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memiliki agenda besar demokratisasi dengan akan digelarnya pemililan
kepala daerah secars lungsung di seluruh provins: dan kabupaten/kota di
Indonesia. Momentum pemiliban kepala daerah secara langsung di seluruh
Indonesia ind ditandai dengan lahimya Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah yang disahkan oleh Presiden Megawati
Soekamoputrl pada 15 Oktober 2004,

Meskipun Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004) bukanlah undang-undang
pertama yang mengatur penvelenggaran pemilihan kepala daerah secara
langsung, namun kehadirannva tetap saja melshickan angin segar bagi
kehidupan demokrasi Indonesia. Kelahiran Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 dengan segala keterbatssannya meski ditanggapi dengan berbagar pro
kontra tetap saja disambut baik oleh berbagai pihak.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 lahir untuk menvelenggarakan
lebilh lamjut pemenntahan dacrah sesun amanat Undang-undang  Dasar
MNegarn Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu pemerintahan
dacrah vang mengatur dan mengurus sendin urusan pemerintaban menurul
gsay  otonomi  dan  tugas pembantuan,  diagrahkan  untuk  mempercepat
terwujudnya  kesejahleraon masvarakat melalun peningkatan, pelavanan,
pemberdayaan, dan peran serta masyvarakal, serta peningkalan daya saing
dacrah dengan memperhatikan prinsip  demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan suatue daerah dalam sisterm Negara Kesatuan

Republik Indonesia.



Dalam konteks penyvelenggaraan pemilihan kepala dacrah, Pasal 18 ayal
(4) UUD 1945 menyebutkan boshwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota
masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi. kabupaten, dan
kota dipilih secara demokratis.™

Perkataan “dipilil secary demokratis’® int bersifal sangat luwes, schinggn
mencakup pengertian pemilihan langsung oleh rakyat ataupun oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang seperti yang pada umumnya diprakiekkan di
daerah-dacrah sampai tahun 2004 berdasarkan peraturan perundang-undangan
vang berlaku (Jimly Asshiddigre; 2002:15). Dalam perkembangan selanjuinya
perkataan “dipilih secaras demokratis’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayal (4) UUD 1945 diterjemahkan oleh peraturan perundang-undangan di
bawah ULID 1945 sebagai pemilihan langsung oleh rakyat,

Selain permasalahan di atas, sceara cksplisit Pasal 18 ayat (4) UUD 1945
hanya terbatas mengatur lenlang pemilihan kepala dacrah (Gubernur, Bupal,
dan Walikota) secara demokratis, tidak disinggung tentang pemilihan wakil
kepala daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati. dan Walal Walikota). Hal in
berbeda dengan ketentuan pengaturan terhadap kekuasaan pemerintzhan di
tngkat pusat. Pasal 4 avat (2) UUD 1945 jelas-jelas menyebutkan bahwa
"Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil
Presiden.” Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 juga mengatur bahwa “Presiden dan
Wakil Presiden dipilib dalam saty pasangan secara langsung oleh rakyat,”

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Gubernur, Bupau, dan

Walikota scbagai representasi pemerintah  daerah, mutlak dibanie oleh

ki



scorang  wakil kepala daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
kemudian mengadopst ketentuan Pasal 4 avat (2) dan Pasal 6A ayat (1) ULUD
1945 dalam pengaturan terhadap kekuoasaan pemermighan di daerah. Kepala
daerah dan wakil kepala dacrah ditempatkan dalam satu paaket serta dipilih
dalam satu pasangan calon vang dilaksanakan secara demokrutis berdasarkan
asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Keputusan untuk pemerintal untuk menvelenggarakan pemilihan langsung
oleh rakyat jugs diambil denpgan mengingal bahwy tugas dan wewenang
DPRD menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakval, Dewan Perwakilan Rakyal,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UL
Susduk), menyatakan antarn Jamm bahwa DPRD udak memiliki tgas dan
wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah, maka
pemilihan gecara demokratis dalam Undang-undang Nomer 32 Tahun 2004
dilakukan oleh rakyatl secara langsung, Selanjutnya persyaratan dan tata carn
pemilihan kepala daerah dan walkil kepala ditetapkan dalam  peraturan
perundang-undangan,

Dalom konteks demokratisagi Indonesia, pemibihun kepala daerah dan
wikil kepalay dacrah secara langsung yang ditawarkan oleh Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 merupakan perubahan  signifikan  terhadap
perkembangan demokrasi di daerah, dan sesusi dengan wntutan relformasi
(Rozall Abdullak, 2005:5). Menurut Rozali Abdullah (2005:33-35). ada

beberapa alasan mengapa harus dilakukan pemilihan kepala daerah dan wakil
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kepala dacrah  sccara langsung, wailu perfama unluk  mengembalikan
kedaulatun ke tangan rakyat, fedra, untuk memberikan legilimasi vang sama
antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD. Ketiga, untuk
memberikan kedudukan vang sejajar antara kepala daerah dan wakil kepala
dacrih dengan DPRD, keempat, ckses dari berlakunya UL Susduk, dan

kelima, untuk mencegah tegadinya politlk vang.

Kerangka Berpikir

Kerangks pemikiran penelintan menurut Husain Umar “adalah gambaran
seluruh kegmatan, mulai tahap awal sampar tahap akhic barus merupakan suatu
kesatuan pemikiran yang utuh untuk mencari jawaban  ilmiah lerhadap
masalah-masalah vang diteliti dan dibual dalam suatu skema™,

Pepelinan ini mengevaluas: penyelenzgaraan pemilihan kepala dacrah
secara langsung menurul UL No, 32 Tahun 2004, Fokus penelitian im adalah
mengenai evaluasi penyelenggaraan pilkada berdasarkan pasal-pasal terkait
penyelengearaan Pilkada dalam UL Nomor 32 Tahun 2004, Untuk dapat
mengevaluasi penyelengearnan pilkada menurut UL Nomor 32 Tahun 2004,
landasan hukum perlu diketahoi dan dipahami. Karena sebelom memeriksa
penyelengpuraan pilkada, akan dilihat terlebib dahulu aturan muain dari
pilkada. Tepatnya, bagaimana ULl No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah mengatur pemiliban kepala dacrab secara langsung, dan bagaimana
pelaksanaan  Pilkada di lapangan, Penelit mengambil masalah-masalah

penyelengparaan Pilkada vang terjadi di Pilkada Kabupaten Pandeglang dan

(]
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Kota Tangerang Selatan tahun 2010 scbagai baban untuk membandingkan
antara regulasi penyelengearan Pilkads denpgan kenyalwan vang ada di
lapangan.

Setelah diketahui bagaimana ketentuan mengenai pilkada dalam UL No.
32 Tahun 2004, maka penulis akon mengevaluast jalannya  proses
penyelengearaan pilkada dan membandinghkannva. Hasil dari membandingkan
antara  ketentuan  penyelenggaraan  pilkada  dengan  hasil  evaluasi
penyelengparaan pilkada akan menjadi bahan bagi peneliti untuk menentukan
relevans: pasal-pasal UU Nomor 32 Tahun 2004 terkait Pilkada dengan
kondisi kekinian,

Gambar 2.1 Keranzka Berpikir

UL Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah

Adanya permasalahan-permasalahan datam Pilkada berupa:
I} Hampir seluruh Pilkada di Indonesia berujung sengheta
2y Adanya tumpang tndib perundang-perundangan terkait Pilkada
3) Pilkada berjalan inkonstitusional
4) UU Nomor 32 Tahun 2004 sudah tdak relevan lagi
5) Penyimpangan berupa kecurangan dalam Pilkada

|

Teknik Studi Dokumentast

kA

Relevansi Pasal-Pasal dalam UL Nomor 32 Tahun 2004 terkait
penyelengearaan Pilkada dengan kondisi terkini
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BAB 111

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung
menurut UL Nomor 32 Tahun 2004, penulis menggunskan teknik studi
dokumentasi dengan pendekatan kualitatif. Dimana pendekatan kualitatil mi
melithat proses dari pernstiwa yang satu ke perstiwa vang lain secara
komprehensil,

Menurut Bogdan dan Taylor mengenal metodologi kualitatif yvang dikutip
oleh Lexy | Moleong sebagan bertkut (1959 3) ¢

“Metode kualitatif adalah sebagar prosedur penclittan yang dihasilkan
date deskriptif’ berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan
perilaku konsumen yvang dapat di amatl, Pendekatan ind diarahkan pada
latar dun individu tersebut secarn holistk/keseluruhan, Jadi dalam hal 1n
tidak boleh di isolasikan individu atau organisasi ke dalam vanobel atau
hipotesis, tetapi perlu memandangnya  sebagai  bagian  dari  suatu
keutuhan™.

Penclitian ini dilakukan dalam upaya mengevaluasi pelaksanaan pemilihan
kepula daersh secura langsung menurut UL Nomor 32 Tahun 2004,
Schubungan dengan itu, metode penelitian yvang dipilih yailu metode studi
dokumentasi dengan pendekatan kualitatif,

Guba dan Lincoln (Lexy 1. Moleong, 2005:126) mendefimsikan dokumen,

yaity  setiap  bahan tertubis ataupun  film, gambar dan foto-fote vang

dipersiupkan karena adanya permintaan seorang penvidik.
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Louis Gottschalk (1986: 38) memberikan pendapatnva bahwa dokumen
seringkali digunakan parg ahli dalam dua pengertian, vailu pertama, berarti
sumber tertulis bagi informasi sejarah sechbagal kebalikan daripada kesaksian
lisan, artefuk, peéninggalan-pentngealan  terlukis, dan  petilasan-petilasan
arkeologis, Pengertian fedva diperuntukan bagr surat-sural resmi dan sural-
sural negara seperti surat peranjian. undang-undang, hibah, kensesi, dan
lainnya. Lebih lanjut, Gouschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi)
dalam pengertiannyn yang lebih luas berupa seliap proses pembuktian yang
didasarkan atas jenis sumber apapun, baik 1tu vang bersifut tulisan, lisan,
gambaran, atau arkeologis.

Gu)o Remier, (1997: 104) menjelaskan istlah dokumen  dalam  liga
pengertian, pertgma dalam arti luas, vaile yvang meliputi semua sumber, baik
sumber tertulis maupun sumber lisan: fedus dalam arti sempit, yaitu yvang
meliputt semua sumber tertulis saja; keriga dalam arti spesifik, vaity hanya
yang melipull surat-surat resmi dan sural-sural negara, seperth sural perjanjan,
undang-undang, konsesi, hibah dan sebagainya.

Sedangkan menurut Robert C. Bogdan (Sugiyono 20035: 82) dokumen
merupakan  cotatan peristwa yang teluh berlalu, bisa berbentuk tulisan,
gambar, karya-karyva monumental dan sescorang.

Berdasarkan beberapa pengertian dokuwmen  diatas, dapat disimpulkan
bahwa studi dokumentasi adalah soaw teknik pengumpulan data dengan
menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis,

gambuar, hasil karya, maupun elekironik, Dokumen yang telah diperoleh
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kemudian dianalisis diurai, dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk

sutu hasil kajian vang sistematis, padu don utuh, Jadi studi dokumentas: tdak

sekedar mengumpulkan dan menuliskan atan melaporkan dalam  bentuk

kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumen, tetapi merupakan hasil analisis

terhadap dokumen-dokumen tersebut.

Menurut Nasution (2003:85), ada beberapa keuntungan dari penggunaan

studi dokumentasi dalam penelitian kualitatif antara lain:

2

Ly

=

Bahan dokumenter itu telah ada, telah tersedia, dan siap pakai,
Pengeunaan bahan ini tidak meminta biava, hanya memerlukan wakiu
unluk mempelajarinya.

Banvak yang dapat ditimba pengetahuan dari bahan itu bila dianalisis
denuan cermal, yang berguna bagt penclitian yang dijalankan.

Dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenan pokok
penelitian,

Dapat dyodikan bahan triangulas) untuk mengecek kesesuaian data,

Merupakan bahan ulama dalam penelitian histors,

Lebih lanjul Moleong (2007; 217) memberikan lasan-alasan kenapa studi

dokumen berguna bagi penelitian kualitatf, diantaranya;

Karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.

Berzuna sebagai bukti (evident) untuk suatu pengujian.

Berpuna dan sesuai karena sifatnya vang alamiah, sesual dengan konteks,
lahir, dan berada dalam konteks,

Relanf murah dan tidak sular ditemukan, hanya membutubkan waktu.
Hasil penghkajian isi akan membuka Kesempatan untuk lebih memperluas

tubuh pengetahuan terhadap sesuaty vang diselidiki.
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1.2 Instrumen Penelitian

Mengenm instrumen  penelition dalama penehtion koahitanf, Lexy 1
Moleong (1989:4) berpendapat bahwa, “Dalam penelitian kualitatl, penelit
sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakon alat pengumpul data
ttamu™,

Kemudian Lexy J. Moleong menambahkan, “lnstrumen penclitian disint
dimaksudkan sebagai alal pengumpulan data seperti les pada penelitian
kualitanf™.

Berdasarkan pendapat diatas, peneliti menyimpulkan bahwa mstrumen

dalam penelitian in adalah sava sendiri sebagai peneliti.

3.3 Teknik Pengumpulan Data
3.3.1 Cara Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data akan menjelaskan cara pengumpulan data serta
jenis dan sumber data yvang digunakan dalam penclitian. Mengenn teknik
pengumpulan data vang digunakan dalam penelitian int memakai beberapa

teknik, yaitu:

4. Studi Dokumentasi
Dokumen merupakan salah saiwn sumber data sckunder vang
diperlukan dulam sebuah penelitian. Menurut Guba dan Lincoln (Lexy
J. Moleong, 2005:126) dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun
film, gambar dan foto-fote wang dipersiapkan  karena adanya

permintagn scorang penvidik, Selanjulnya studi dokumentasi dapat
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diartikan schagai teknik pengumpulan data melalul bahan-bahan
tertulis yung diterbitkan oleh lembapa-lembaga yvang menjadi objek
penelitian, baik berupa prosedur, peraluran-peraturan, gambar, laporan
hast] pekerjaan serta berupa  foto atouspun  dokumen  elektronik

irekaman),

Wawancara

Wawancars  adalah  percakapan  dengan  maksud  tertentu.
Percakapan itn dilakukan oleh dua pthak, yaituw pewawancara dan
terwawancara, Wawaneara dalam pencéhitian im bersifit mendalam
tindepth interview), Adapun jenis wawancara yvang digunakan adalah
wawnneara studi kasus berhipe open-ended. Robert K. Yin (2002:108-
109} menjelaskan sebapai berikut:

“Yang paling umum wawancara studi Kasus bertipe ppen-ended,
di mang peneliti dapat bertanya kepada responden kunei tentang
fakta-fukta sunlu peristiwa yang ada. Pada beberupa siluas,
penelitt bahkan bisa meminta responden untuk mengetengahkan
pendapatnya sendin terhadap peristiva tertentiu™.

Darl wraian tersebut, pencliti dapat menyimpulkan bahwa untuk
informan  akan  menggunakan  wawancars  open-ended  arlinya
pewawancara akan menggunakan tUpe pertanyaan yang terbuka karena
memerlukan penjelasan mendalam dart narasumber, dan wawancara
akan berlangsung  berdasarkan  pedoman wawancara yang  telah
dipersiapkan sebelumnya, Pertanyaan bersifat {leksibel artinya dapat

berkemibang lebih lanjut.
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Pedoman wawancara dalam penclitian ini disusun bukan berupa
daltar wawancars, akan tetapt hanya berupy poin-poin pokok yang
akan ditanyakan pada nforman  dan  dikembangkan pada  saat
wiawancard berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar proses wawancara

berlangsung secura alami dan mendalam.

3.3.2 Jenis dan Sumber Data
Dalam melakukan penelitian dapat digunakan sumber fukia berganda, batk
primer maupun sekunder. Menurut Riyante Adi (2004:57), yvang dimaksud
data primer dan data sekunder alah sebagai bertkut:
“Dilihat dart cara memperolehnya data bisa dibagi menjadi dua, vaitu data
primer dan sekunder. Data primer adalah data vang diperoleh langsung
dari objek yang diteliti, Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah
dalam bentuk jadi, seperti data dalam bentuk dokumen dan publikasi”,
Untuk memperjelas pernyataan diatas, pencliti mengutip pendapat Robert
KoY (2002:103), “Ada enam sumber buku yvang dapat dijadikan fokus bag

pengumpulan data, yaitu: dokumen, rekaman, arsip, wawancara, observas

langsung, observasi pameran serfa partisipan, dan perangkat Gaik™,

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dalam penclitian ini, jems dats yung
dikumpulkan untuk penelitian tersebut terdin dart data primer dan data

schunder dengan rincian schagai berikut:

. Data Primer, adalah data vang diperoleh secara langsung dari objek yang
diteliti agar memperoleh informasi yang menyeluruh, tepal, dan benar

yvang diperoleh dar Ilnterview (wawancara). Robert K. Yin (2002:108)



mengungkapkan, “Salah satu sumber informasi yang sangat penting ialah

wawaneara”,

!‘-l'

Data  Sekunder, dilakukan  untuk  mendukung  data primer  puna
pengembangan analisis data yang diperoleh dari kepustakaan, yaitu
pencliti memperolchnva dard studi kepustakuan, dokumen, dan arsip yung
bersumber dari buku-buku relevan dan dari lembaga-lembaga vang

menjadi objek penelitian.

3.4 Informan Penelitian

Dalam rangka memperkaya informasi dan mendapatkan data yvang tengi
keabsghannya untuk mengevaluasi pemilihan kepala daerah secara langsung
menurut UL Nomor 32 Tahun 2004, peneliti melaksanakan wawancara,

Penelitt memilih dua Pilkada yang berujung sengketa yaitw Pilkada
Kabupaten Pandeglang dan Pilkada Kota Tangerang Selatan pada ahun 2010
schagar bahan untuk mengevaluas: Pilkada secara langsung menurut UL
Nomor 32 Tahun 2004,

Dalam penelitian ini, dalam menentukan imforman, pencliti menggunakan
tekmik purposive. yailu metode penetapan informan berdasarkon pada kriteria-
kriteria tertentu disesuaikan dengan informasi vang dibutuhkan (Sulivanto,
slide 103}, Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini diantaranya

gdalah:



Tahel 3.1

Pedoman Wawancara

No | Informan Pernyataan
I | DPRD Kabupaten Pandeglang o Pelaksanaan sosialisasi UU Nomor
dan Kota Tangerang Selatan 32 Tahun 2004

Angearan penyelenggaraan Pilkada
Pembentukan personil KPUD dan
Panwas

o Penpgawaszan  kinerja KPUD  dan
Panwas

(3]

KPUD Kabupaten Pandeglang o Pemahaman terhadap is1 UL Nomor
dan Tangerang Seclatan 32 Talwun 2004

= Persiapan pelaksanaan Pilkada
= Daflar Pemilih Tetap, Sural Suara
a  Calon Bupati dan Wakil Bupau
3 | Panwas @ Pemahaman terhadap isi UL Nomor
32 Tahun 2004
o Pengawasan pelaksanaan Pilkada

Penyimpangan pelaksanaan Pilkada

3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Menurut Bogdan & Biklen (dalam Prasetya lrawan, 2006:73) diartikan
sebagar berikut:
“Analisis data adalah proses mencan dan mengatur secara sistematig
trunskrip interview, catatan di lapangan, dan hahan-bahan lain yang
didapatkan, wyang kesemuanva dikumpulkan  uwntuk  meningkatkan

pemahaman  {lerhadap  spaty  fenomena) dan membanie  untuk
mempresentasikan penemuan kepada orang lain.™
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Gambar 3.1

Proses Analisis Data menurul Prasetya Irawan (2006:76)

Pengumpulan Transkrip data Pembuatan Kategonsasi
-
data mentah koding data
Penyimpulan .| Triangulasi data .| Penyvimpulan
sementara = akhir
Dalam penelitian ini penelitt akan melakokan analisis data melalui proses
siklus dengan menggunakan model proses analisis data menurut Prasetya

lrawan. Dan tujub kegratan diatas dapot diuraikan sebagar berikut:

1.

F\.I‘

Pengumpulan data mentah

Dalam tahap ini, pencliti melakukan pengumpulan data mentah,
misalnyas melalod wawancara dan studi kepustakaan, Dalam tahap ing,
peneliti hanya mencatat data apa adanva (verbatim), tidak dicampurkan
dengan pikiran peneliti.
Transknp data

Pada tahap in, peneliti merubah catatan ke bentuk tertubis (apakah
it berasal dari tape recorder atau catatan tulisan tangan). Dalam tahap ini,
peneliti menulis  persis seperti apa adanya  (verbatim) dam  tidak
dicampuradulkan dengan pikiran penelit.
Pembuatan koding

Pada tahap ini, peneliti membaca ulang seluruh data vang sudah

ditranskrnip. Pada bagian-bagian tertentu dan transkrip, peneliti mengambil

“kata kunci™nya, dan dari kata kunel ini nant akan diben kode,
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Kategorisasi data

Pada tahap ini, penelitt mulai menyederhanakun data dengan carn
mengikat konscp-konsep (kata-kata) kuner dalam  satu besaran yang
dinamakan kategorn.

Penyimpulan semenlara

Pada tahap im, peneliti diperbolehkan mengambil kesimpulan
meskipun  masih  bersifat  sementara.  Kesimpulan  diambil  peoelii
berdasarkan data yang diperoleh, dan tidak dicampuradukan dengan
pikiran dan penafsiran peneliti. Tetapi di bagian akhir fase ini, penehit
akan menuliskan kesimpulan berdasarkan penalsiran penelin, vang disebut
Ohserver's Commenis (O0),

Triangulas:

Secara sederhana, trianpulasy adalah prosces check dan recheck
antara sumber data dengan sumber data fainnva, Dalam proses i,
beberapa kemungkinan bisa terjadi, pertama, satu sumber cocok {senada,
koheren) dengan sumber lamnya. Kedua, satu sumber data berbeda dan
sumber lainnya. Ketiga, satu sumber berbeda 180" bertolak belakang
dengan sumber lain,

Penyimpulan akhir

Kesimpulan akhir diambil ketika pencliti merasa bahwa data vang

ada sudah jenub (satwrated) dan pensmbahan data bare hanya berarti

ketumpanguindihan (redundant).
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3.6 Teknik Pengujian dan Keabsahan Data
Menwrut Djam’an Satorn (2000:164) untuk menguji keabsahan dalam
penelitan koalitatil ada empat hal, antara lain:
l. Keterpercayaan (credibilify)

James H. MeMillan  (2001:11)  menjelaskan  bahwa  suatu
investigas: dikatakan penelitian apabile mengandung karakiensuk
objektf, akurat/tepat, dapat dibuktikan, menjelaskan, kenyatian
empiris, logis, dan sesuai kondisi nyatd,

Untuk menguji  keedibilitas, vang diuji  ketepatannya  adalah
kapasgitas penclitt dalam menctapkan dan memilih mforman dan
melaksanakan metode pengumpulan data. Keterpercayaan penelitian
kualiauf tdak terletak pada dernjat akurasi desain peneliian dengan
hasil yvang dicapai wetapi terletak pada kredibilitas,

2. Keteralihan (transferability)

Nasution (1988), mengatakan bahwa, “Bagi penelitinn kualitatif,

transferabilitas  tergantung  pada 1 pemakal  yaking,  sampai

manakah hasil penehitian ity dapat mereka gunakan dalam konteks
dalum situasi tertentu,
3. Ketergantungan (dependability)

Dependabilitas berkenaan dengan Konsistensi dan stabilitas data
atau  temuoan,  Dalam penelitian kualitatif  digunakan  kriteria
ketergantungan yaitu bahwa swatu penelitian merupakan representasi

dari rungkaian kegiatan pencarian data yang dapat ditelusuri jejaknya.
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Jangan  sampai ada  data  tetapi tdak  dapat  ditelusun cara
mendapatkannya dan orang yang mengungkapkannya. Kalou datanya
ada tetapi tdak dilakukan di lapangan, maka tdak dependabie atau
diragulkan,
4. Kepastian (confirmability)
Kepastian  vaitu  bahwa  data  wang  diperoleh  dapat  dilacak
kebenarannya dan sumber informasinya jelas. Ujl kepastian hampir

sama dengan uji dependabalitas.

Adapun untuk pengujian keabsahan datanya, peneliti pada penclitian ini
menggunakan dua cara, antary lain:
b: Troangulasi
Triangulasi menurul  Sugivono  (1988:252)  diartikan  sebagai
pengecekan data dar berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagal
waktu. Terdapat tiga jenis triangulasi, yaitu triangulas: sumber, tnangulasi
teknik, dan triangulasi wakiu, Triangulast sumber dilakukan dengan cara
mengecek data yang telah diperoleh dan lapangan melalur beberapa
sumber. Sedanpgkan tnangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek
data kepada sumber vang sama dengan teknik vang berbeda. Pengecckan
dilakukan dengan  mengpunakan  tekoik  wawancara  dan studi

dokiimentas.

48



2. Membercheck
Membercheck menurut Djam'an Satort (2010:172) adalah proses
pengecekan datn yvang diperoleh penelitt kepada informan. Tujuannya
adalah untuk mengetabui Kescsualan data yang diberikan oleh pemberi
data. Apabila pemberd data sudah menyepakati dats yang diberikan berart
data tersebut vahlid, schingga semakin kredibel, Akan tetapr menjadi
schaliknya yaitu tidak wvalid dan kredibel gpabila pemberi data justru

meragukan data.

3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang
Selatan Propinsit Banten yoang dimuolar dan bulan Desember 20011 sampa
dengan bulan April tahun 2012, Adapun jadwal penelitiannya adalah sebugai

berikut:
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Tahel 3.2

Jadwal Penelitian

Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
Dresembier Janunri Febronri Muarct April
No dndwal Kegintan
L[ 2] 341023 1213 4123 4]11]|2]3
| Pendesainan dan ||| "|I Il W '
Seminar Proposal =l I
2 || Perijinan IE
3 Studi Kepustakaan dan
Wawancara
4. || Pengolahan Data
5 Penualisan Laporan
Akhir
6 | Sidang skripsi
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BAB YV

PENUTUP

Pada bab i, penelits akan menyampaikan kesimpulan dart hasil penelitian
secara  keselurohan,  serta  saran-saran yang  dibarapkan berguna  dalam
penyelenggaraan pemilihan kepala dacrah secara langsung  berdasarkan UU

Momor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Dacrah,

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengambil kesimpulan antara lain

sebagal berikut:

I, Adanva ketidakjelasan mengenai identitas penvelenggara pemilibhan
kepala daeral secara langsung. Ketidakjelasan tersebut disebabkan oleh
adanya wmpang bndibh undang-undang. Dalam UU NMomer 32 Tahun
2004 disebutkan bahwa penyelenggara pemilihan kepala daerah adalah
KPUD, sementara di dalam UL Nomor 22 Tahun 2007 dijelaskan
bahwa peoyelenggara  pemilihan  kepala  daerah  adalah KPU
Kabupaten/Kota,

2. Adanva permasalahan dalam pasal-pasal dalam UL NMomor 32 Tahun
2004 terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung,
antara lain pasal 57 avat (1), pasal 97 avat (1), pasal 82 ayat (1) dan (2},
pasal 106, pasal 59 ayal (1), pasal 88, pasal 42 ayat (1), pasal, 37 ayal

{®), pusal 66 ayat 3 huruf d.
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3

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memibiki celah-celabh hukum
vang dapat dimanfaatkan penyelengeara pemilihan kepals daersh dan
pasangan calon,

KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pemilihun kepala daerah
secara langsung mengambil keputusan-keputusan sendirl vang bersifat
beshibling untuk menutupr kekosongan swran dalam UL Nomor 32
Tuhun 2004 dan uoluk mencegah lerjadinya permasalaban dalam
Pilkada,

Permasalahan dalam penvelengraraan pemilihan kepala daerah secara
langsung yailu legadmya sengketa vang berujung pemungulan suara
ulang. Selain itu, ketidakpahaman DPRD terhadap UU Nomor 32
Tahun 20404 ikut andil dalam permasalahan pemilihan kepala daerah
secard langsung.

Pasal-pasal dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Dagrah  terkait penyelengparaan  pemilihan kepala daerah  sccara
langsung memiliki permasalaban yvang serius. Permasalahan tersebut
antara lain bertentangan dengan UUD BRI 1945, wmpang tindih dengan
undang-undang lain, memiliki celah hukum, dan tdak tegus. Bahkan
UL Nomor 32 Tahun 2004 menjadi penvebab  dan terjadinva

permasalahan dalam penyelenggaraan Pilkada,



5.2 Saran

Beberupa hal yang dapat penelin sarankan berkaitan dengan

pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung menurut UU

Nomor 32 Tahun 2004 antara lain sebagai berikut:

1.

Perlu dibuat sebunh undang-undang tersendin yang mengalur
khusus penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara lanpsung
untuk mencegah tumpang tindih aturan dengan undang-undang
lainnyy,

Perlu  dilakukannya kajian  konstitusi  serta  akademis  vang
mendalam  sebelum  menerbitkan sebual  perundang-undangan
untuk mencegah adanya pasal-pasal vang bertentangan dengan
UUD BRI 1945,

Perlu dutetapkan dalam klausula undang-undang mengenat batas
wakiu peradilan pelanggaran Pilkada demi optimalnya pencgakan
hukum,

Perlu adanya sanksi yang berat dengan mendiskualifikasi pasangan
calon yang melakukan kecurangan sccara terstruktur, sistematis,
dan masif.

Perlu adanya penguatan kewenangan vang  diberikan  kepada
Panitia Pengawas. Seclain berwenang  unluk mengawasi  dan
memutuskan bentuk pelanggaran, Panitia Pengawas perly diberi
kewenangan untuk menindak segala bentuk pelangoaran dalam

Pilkada.



